Menimbang

Mengingat

BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
perlu menetapkan Pedoman = Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 811);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006
Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 4/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor
4 Seri A);

Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 25/C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 12/E);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kerja Tahun 2018, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

d. Pelaksanaan  Kegiatan  Dekonsentrasi dan  Tugas
Pembantuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V;

f. Pembinaan Aparatur, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI;

g. Standar Biaya Umum, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII;

h. Pedoman Perjalanan Dinas, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII;

i. Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX;

j- Penatausahaan Keuangan Daerah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X;

k. Administrasi Pengelolaan Barang Daerah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI;

l. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII;

m. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII.
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Pasal 3

(1) Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan
sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
dalam pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur lebih lanjut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 10 Seri A
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018

“MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM UPAYA MENURUNKAN
ANGKA KEMISKINAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA
DAN PENINGKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP”

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2018

ditempuh dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar;

b. Optimalisasi Potensi Pariwisata;

c. Penurunan Angka Kemiskinan melalui Pembangunan Ekonomi
Lokal;

d. Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup dan
Ketangguhan dalam menghadapi Bencana;

e. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Daya
Saing Perekonomian; dan

f. Peningkatan Inovasi dan Reformasi Birokrasi.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci
yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian
kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan
kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program
dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
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2

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

Tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan

dasar, 16 (enam belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima)

urusan pilihan dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

URUSAN DAN PROGRAM TAHUN 2018

NO.

URUSAN

PROGRAM

1.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

1.1 Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

a. Pendidikan 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis
Pendidikan;
2) Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan;
3) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
4) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
5) Program Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP).
b. Kesehatan 1) Program Peningkatan Pelayanan BLUD;
2) Program Penunjang Operasional dan
Kinerja Puskesmas;
3) Program Pengembangan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan,;
4) Program Sumber Daya Kesehatan;
5) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
6) Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat;
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Tidak Menular;
8) Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan;
9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata.
c. Pekerjaan Umum | 1) Program Pembangunan dan Peningkatan;
dan Tata Ruang 2) Program Pemeliharaan Kebinamargaan;
3) Program Bina Teknik;
4) Program Fasilitas Jalan;
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URUSAN PROGRAM

5) Program Perencanaan dan Pengembangan
Sumber Daya Air;

6) Program Pembinaan, Pengendalian dan
Pemanfaatan SDA;

7) Program Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Penyediaan Air
Irigasi;

8) Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi serta Penanggulangan
Darurat Akibat Bencana;

9) Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;

10) Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Permukiman.

d. Perumahan 1) Program Pengelolaan Perumahan;
Rakyat dan 2) Program Penataan Ruang dan Penataan
Kawasan Bangunan;
Pemukiman 3) Program Pengelolaan RTH.

e. Ketentraman, 1) Program Penegakan Perundang-Undangan
Ketertiban Umum, Daerah;

dan Perlindungan | 2) Program Pemeliharaan Ketentraman dan
Masyarakat Ketertiban;

3) Program Perlindungan Masyarakat;

4) Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran.

f. Sosial 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2) Program Rehabilitasi Sosial;
3) Program Penanganan Fakir Miskin;

4) Program Pemberdayaan Sosial.

1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

2) Program  Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja;

3) Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan;

4) Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi;

5) Program Transmigrasi Lokal.
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NO. URUSAN PROGRAM
b. Pemberdayaan 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan
Perempuan dan Keluarga;
Perlindungan 2) Program Pengarusutamaan Gender;
Anak 3) Program Perlindungan Anak;
4) Program Perlindungan Hak Perempuan.
c. Pangan 1) Program Ketersediaan dan Penanganan
Rawan Pangan;
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
3) Program Peningkatan Distribusi dan
Cadangan Pangan;
4) Program Keamanan Pangan;
5) Program Konsumsi dan
Penganekaragaman Pangan.
d. Petanahan 1) Program Inventarisasi dan Pengadaan
Tanah  Aset Pemerintah  Kabupaten
Malang;
2) Program Penanganan Masalah
Pertanahan.
e. Lingkungan Hidup| 1) Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup;
2) Program Penataan Lingkungan,
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam;
3) Program Pengawasan, Penertiban dan
Peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan
Lingkungan Hidup;
4) Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan dan
Penanganan Limbah B3;
5) Program Pelayanan Persampahan pada
Unit Pelaksana  Teknis Pelayanan
Persampahan (UPTPP).
f. Administrasi 1) Program Penataan Administrasi Pelayanan
Kependudukan Kependudukan;
dan Pencatatan 2) Program Standarisasi Pelayanan Dinas
Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3) Program Penataan Administrasi Pelayanan
Pencatatan Sipil;
4) Program Pengelolaan Data Informasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil,;
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NO. URUSAN PROGRAM
5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan.
g. Pemberdayaan 1) Program Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Kemasyarakatan;
Desa 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Masyarakat;
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa;
4) Program Pengembangan Potensi Desa.
h. Pengendalian 1) Program Data/Informasi Pengendalian
Penduduk dan Penduduk;
Keluarga 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana;
Berencana 3) Program Penyuluhan dan Penggerakan
Keluarga Berencana;
4) Program Ketahanan Keluarga, Generasi
Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
i. Perhubungan 1) Program Peningkatan Keselamatan
Transportasi;
2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
3) Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan;
4) Program Terminal dan Perparkiran;
5) Program Pelayanan UPT Perhubungan.
j- Komunikasi dan 1) Program Layanan Persandian,
Informatika Pengembangan, Peningkatan SDM di
Bidang Aplikasi Informatika;
2) Program Pemberdayaan, Pengembangan,
Pembinaan dan Penyebarluasan
Informasi;
3) Program Pengembangan Data, Informasi,
Statistik Daerah;
4) Program Pengkajian, Penelitian,
Pengembangan dan Pemeliharaan
Infrastruktur TIK.
k. Koperasi, Usaha 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan
Kecil dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
Menengah 2) Program Peningkatan Produksi dan

Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
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NO. URUSAN PROGRAM
3) Program Pengembangan dan
Restrukturisasi Usaha;
4) Program Peningkatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro;
5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan
Koperasi dan Usaha Mikro.
l. Penanaman 1) Program  Peningkatan Promosi dan
Modal Kerjasama Investasi;
2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Standarisasi Administrasi
Pelayanan Perizinan;
3) Program Peningkatan Pelayanan Publik
Bidang Pembangunan dan
Kemasyarakatan;
4) Program Peningkatan Pelayanan Publik
Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
5) Program Peningkatan Iklim Investasi,
Pengendalian dan Pengawasan.
m. Kepemudaan 1) Program Peningkatan Sarana  dan
dan Olahraga Prasarana Olahraga;
2) Program Pembinaan dan Pengembangan
Potensi Olahraga;
3) Program Pemberdayaan Olahraga
Rekreasi;
4) Program = Peningkatan  Peran Serta
Kepemudaan dan Penumbuhan
Kewirausahaan Pemuda.
n. Kebudayaan 1) Program Pengelolaan Kekayaan dan
Keragaman Budaya.
o. Perpustakaan 1) Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan;
2) Pengembangan dan Pelestarian Bahan
Pustaka.
p. Kearsipan 1) Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah;
2) Pengembangan dan Pengawasan
Kearsipan;
3) Penyelamatan, Pemeliharaan dan

Pengolahan serta Pelayanan Arsip.
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NO. URUSAN PROGRAM
2. Urusan Pemerintahan Pilihan
a. Kelautan dan 1) Program Pengembangan Budidaya
Perikanan Perikanan;
2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil,;
3) Program Pengembangan Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan;
4) Program Pemberdayaan Pembudidaya
Ikan;
5) Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan.
b. Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata;
2) Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata;
3) Program Pengembangan Kemitraan.
c. Pertanian 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan;
3) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan;
4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan;
5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Hortikultura;
6) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Perkebunan;
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak;
8) Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan;
9) Program Pengembangan Agribisnis
Peternakan;
10) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh
Peternakan.
d. Perdagangan 1) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar
dan Pembinaan Pedagang;
2) Program Pembinaan dan Pengembangan

Perdagangan.
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NO. URUSAN PROGRAM

e. Perindustrian 1) Program Pembinaan Industri Rokok dan
Tembakau;

2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Industri Agro;

3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Industri Non Agro;

4) Program Pembinaan dan Pengembangan
Industri Agro;

5) Program Pembinaan dan Pengembangan

Industri Non Agro.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan 1) Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah;

3) Perencanaan Pembangunan Ekonomij;

4) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

5) Perencanaan Pemerintahan dan Sosial

Budaya.

b. Keuangan 1) Program  Pembinaan dan  Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa;

2) Program Pengelolaan Perbendaharaan
Pemerintahan Daerah;
3) Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah;
4) Program Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;
5) Program Peningkatan Pelaporan dan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

6) Program Pelayanan Peningkatan dan
Penerimaan BPHTB;

7) Program Pelayanan Peningkatan dan
Penerimaan PBB;

8) Program Peningkatan Pengawasan

Penerimaan Daerah;

9) Program Pelayanan Peningkatan
Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.
c. Kepegawaian, 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Pendidikan dan Daya Aparatur;

Pelatihan
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NO. URUSAN PROGRAM
2) Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur;
3) Program Administrasi Mutasi Jabatan dan
Kepangkatan;
4) Program Peningkatan dan Pengembangan
Data serta Informasi Aparatur.
d. Penelitian dan 1) Program Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Bidang Pembangunan;
2) Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan
Informasi Penelitian dan Pengembangan;
3) Program Penelitian dan Pengembangan
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
4) Program Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
5) Program Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pemerintahan.
e. Inspektorat 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH;
2) Program  Peningkatan  Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan;
3) Program Peraturan Perundang-undangan;
4) Program Peningkatan Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja;
5) Program Pencegahan Korupsi.
f. Fungsi Lainnya 1) Program  Kedaruratan dan  Logistik
Penanggulangan Bencana;
2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana;
3) Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca
Bencana;
4) Program Pendidikan Politik;
5) Program Peningkatan Kewaspadaan
Daerah;
6) Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan;
7) Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan;
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NO.

URUSAN

PROGRAM

8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah;

9) Program Kerjasama Informasi Kinerja
DPRD dengan Mass Media;

10) Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan;

11) Program Administrasi Tata Pemerintahan;

12) Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan, Penanganan Perkara dan
Bantuan Hukum untuk Masyarakat
Miskin;

13) Program Penguatan Organisasi dan
Ketatalaksanaan;

14) Program Administrasi Bidang
Perekonomian;

15) Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja
Sama Daerah;

16) Program Peningkatan Kualitas
Administrasi Pembangunan;

17) Program Pelayanan Umum;

18) Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan
Keprotokolan;

19) Program Pelayanan Administrasi
Ketatausahaan;

20) Program Administrasi Kemasyarakatan
dan Pembinaan Mental;

21) Program Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya
Alam;

22) Program Pelayanan Administrasi
Kesejahteraan Rakyat;

23) Program Peningkatan Pelayanan

Kecamatan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

A. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

Prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat;

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

o

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah
lainnya.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah
sebagai berikut:

I. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing.
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b)

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah di masing-masing Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018
yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan
pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan
upaya peningkatan pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
mengingat tren peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun
Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017
secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp16,22
triliun atau 12,64%, dengan uraian untuk Pemerintah
Provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp10,22 triliun
atau 11,41% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
rata-rata meningkat sebesar Rp6,17 triliun atau 15,73%.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah

d)

yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi
daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan
penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah
dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak
daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai
dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi
daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi
daerah serta pengawasan penyetorannya.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
termasuk yang dibagihasilkan pada Kabupaten/Kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan
sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per
seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang
berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
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f)

g)

h)

j)

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan
Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Pendapatan yang  bersumber  dari Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif  dari
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
dan kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam
Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Pendapatan  yang  bersumber  dari Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk
mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber
dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat
Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD,
jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek
pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek
pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan
atau dengan sebutan lain di luar yang diatur
dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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2)

3)

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan
dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam rangka waktu tertentu,
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan
fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu
menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka
meningkatkan PAD; dan

b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan
fungsi kemanfaatan umum (public service oriented)
adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun
cakupan layanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama

5 (lima) tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai

dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat

rata-rata sebesar Rp0,43 triliun atau 6,92%, dengan uraian
untuk pemerintah provinsi meningkat rata-rata sebesar

Rp0,18 triliun atau 6,06% dan untuk Pemerintah

Kabupaten/Kota meningkat rata-rata sebesar RpO0,25

triliun atau 7,94%.

Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli

daerah selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun Anggaran

2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara

nasional rata-rata sebesar 3,47%, dengan uraian untuk

pemerintah provinsi rata-rata sebesar 2,73% dan untuk

pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 4,75%.

Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah:

a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai
salah satu bentuk investasi jangka panjang non
permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, obyek Hasil
Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan
Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD,
jenis lain-lain PAD yang sah, obyek Bunga atau Jasa
Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa
Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
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c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik
Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik
Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor: 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta  Pertanggungjawaban Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik
Pemerintah Daerah.

d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi
daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke
dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening

berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari

pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas

DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain
PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2018.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi
pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan
Tahun Anggaran 2014.
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Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau
(DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian
DBH-CHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-
CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT
3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016,
Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2018  ditetapkan, Pemerintah  Daerah  harus
menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018.
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Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk
meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan
industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi
ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan
barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan
amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan
Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan,
DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara,
DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi,
dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan
sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi
pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu
Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan
Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi
kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi
(lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun
Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA
di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari
DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi
yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
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2)

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar
Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti
pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya
atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017,
pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi
Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada
di rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018
penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi dan
rehabilitasi  hutan, Pemerintah  Provinsi agar
menganggarkan DBH-DR dalam Peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib
dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan
dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima
perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA
untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena
pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,

penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah

Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU

dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2018.
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3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan
setelah  Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1)

Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum
ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus
tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi
Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018
tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
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Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh
Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan
Kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018,
mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud
dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS,
Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan
Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan,
maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada
alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan Alokasi Dana Desa dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penganggaran Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber
dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah
Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018,
penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan
realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016,
sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum
direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan
target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
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Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan,
baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang
diterima dari pemerintah provinsi atau Pemerintah
Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima
bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi
bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan,
maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan,
maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran @ APBD Tahun  Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018.

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga,
baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam
negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan
yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau
pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya
kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari
Pemerintah Daerah lainnya tersebut didasarkan pada
perjanjian hibah antara Bupati/Pejabat yang diberi kuasa
selaku pemberi dengan Bupati/Pejabat yang diberi kuasa
selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang
bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian
hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan
Bupati/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode
rekening berkenaan.
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Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan
pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta
dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang
tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau
pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah
adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode
rekening berkenaan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari
pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan dana
darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani
masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang
sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun
Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018
ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018.

Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan
berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai
dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian
Bonus Produksi Panas Bumi dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis
bonus produksi dari pengusahaan Panas Bumi yang
diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan
berkenaan.
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II. Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja
daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada
standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional.
Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib
dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan
hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,
dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat
daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan  akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan
terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari
aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

1. Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai
Tahun 2018.
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c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan
acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima
per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan.

. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati serta Pimpinan
dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan
dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan
dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu
dengan peraturan Bupati sebagaimana diatur dalam
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.
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g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

h. Tunjangan profesi guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan tunjangan khusus guru
PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN
Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik
dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
pegawai, obyek gaji dan tunjangan, dan rincian obyek
belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Belanja Bunga
Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga
pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun
jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD
Tahun Anggaran 2018.
Belanja Subsidi
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada perusahaan/lembaga tertentu yang
menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam
bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum
(Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya
diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga
jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang
daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang
diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang
merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup
orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD

Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima

subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai

dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur
dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011.

Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi

kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016

tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah

Daerah kepada BUMD penyelenggara Penyediaan Air Minum.
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Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan
tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif
rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full
cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan
pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi
untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
70 Tahun 2016.
4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati yang
mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang
telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang
hibah dan bantuan sosial.
5) Belanja Bagi Hasil Pajak
a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang
bersumber dari pendapatan Pemerintah Provinsi
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang
bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi
dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud pasal 17
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah
tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak
daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota
ditampung dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018.
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b. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari
retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan
dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf ¢ dan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Kabupaten /Kota
menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/Kota.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah
tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak
daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2018,
sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017
yang  belum  direalisasikan  kepada = Pemerintah
Desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018.

d. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa dalam APBD
harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa selaku penerima
sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh
Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
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Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan
pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima
manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut,
serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai
kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum
digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan formula antara lain variabel pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan
luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan
untuk membantu capaian kinerja program prioritas
Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang
bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi
bantuan.

. Bantuan keuangan kepada partai politik harus
dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan
dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan
rincian obyek belanja nama partai politik penerima
bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan
keuangan kepada partai politik berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Lapaoran
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik.
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Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota
harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa
adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten /kota harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh
kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018
setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam
Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada
pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72
ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi
bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/desa
selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian
obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening
berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran
dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas
desa, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/modal
pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga

Keuangan Perbankan.
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4) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun
Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar
kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak
terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak
lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan
kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan
Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan
anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk
urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan
kegiatan untuk wurusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional.

2) Belanja Pegawai
a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,

penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas
dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non
PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan
benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud
dengan memperhatikan pemberian Tambahan
Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada
huruf a angka 1) huruf f{), pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
ketentuan tersebut pada hurufa angka 1) huruf g).
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Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium
dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau
Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non
PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

3) Belanja Barang dan Jasa

a.

Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan
menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru
serta besarannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak
tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain
yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016.

. Penganggaran wuang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja
Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi PD, jumlah pegawai dan
volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa
persediaan barang Tahun Anggaran 2017.

. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan
kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical
check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)
dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah
Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum
Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat
terdekat.
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Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage,
Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin
dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan [uran Jaminan Kesehatan dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang
bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada PD yang menangani urusan
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah
dialokasikan pada masing-masing PD sesuai amanat
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan
daerah.

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada
pihak  ketiga/masyarakat pada tahun  anggaran
berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan
jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016,
serta peraturan perundang-undangan lain di bidang
hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa

sampai siap diserahkan.
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i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan
dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan
perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan
dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati dan Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

j.- Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan
dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan
dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

k. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna
barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Belanja Modal

a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi

belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan
publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah harus melakukan upaya
peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi
belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran
2017 Rp223,68 triliun atau 21,11% dari total belanja
daerah, dengan wuraian untuk pemerintah provinsi
RpS55,66 triliun atau 16,91% dari total belanja daerah,
dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp168,03 triliun
atau 23,00% dari total belanja daerah.
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b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah

dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan
kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengutamakan produk- produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang
milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan
barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang
ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik
daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan
barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka
dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman
pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau
standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang
ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus
penganggaran untuk pembangunan gedung dan
bangunan milik daerah mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,
pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah
Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat
Menteri Keuangan Nomor: S-841/MK.02/2014 tanggal
16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian
Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut
terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas
dan kualitas pelayanan publik.

. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan
umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
yang Bersumber dari APBD.
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d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset
tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan
pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal
kapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam
belanja modal tersebut adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset
tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27
ayat (7) huruf c¢ Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan
PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin
Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17
tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal
aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang
memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset
(capitalization threshold), dan memperpanjang masa
manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP
Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

S) Surplus/Defisit APBD
Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran

pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
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a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan
untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah,
pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian
pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerah
lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan
sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial
tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan
kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan
pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah
Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman,
maka  Pemerintah  Daerah  wajib mempedomani
penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman
daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

III. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan
yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan
perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam
rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada
Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak
tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA
dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek
sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017.

b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan
dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan.

c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD
pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan
daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah
Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir
dari kelompok masyarakat penerima.
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Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima
akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih,
Pemerintah Daerah harus segera melakukan penagihan dana
bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan
perundang- undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang
berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus
dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan
daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai
Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman
yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri,
Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank,
Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi
daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari
Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan
Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta
Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah.

Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah
Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan
Bank, permohonan Pertimbangan Menteri Dalam Negeri
diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Sedangkan, untuk
pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan
Pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan
melampirkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran berjalan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk
menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk
membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan
penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.
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Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari
pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan
bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud

Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana

dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

1) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan
bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan
prasarana dan sarana tersebut;

2) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa
penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya
dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak
dilaksanakan; dan/atau

3) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

e. Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan
obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau
investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah
memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan
persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud
Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

f. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal
dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri
Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam
Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara
Menteri Keuangan dan Bupati sesuai maksud Pasal 301
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah

dapat menganggarkan investasi jangka panjang non
permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana
bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan,
kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi
Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek
dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat
melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan
Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga
Keuangan lainnya.

b. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi
Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis
investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang
independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah.
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Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha
milik negara/daerah dan/atau badan wusaha lainnya
ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan
modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan
kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah
tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak
perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang
jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang

telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan
modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan
peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

c. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor
dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat
struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih
berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk
BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna
menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank
Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio
(CAR).

d. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham
pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada
BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham
menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

e. Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi Pemerintah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan:

1) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik
lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan
non perbankan, terkait dengan penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM);

2) Pemberian Subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

f. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable
Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan
pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80%
(delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan
sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Daerah
perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut
dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah
Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian
laba bersih PDAM.
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Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan,
peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem
penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan
pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah
Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna
meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air
minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan
berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat
langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal
pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar
disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 yang
membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM
dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM
yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM
sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan
untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan
Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan
lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran
tertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran
yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam
Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah
sebagaimana dimaksud Pasal 303 Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014.

. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk
menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang
dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang.
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i. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit
anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor
13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a. Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nihil.

b.Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program
dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan
kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,
Pemerintah  Daerah melakukan pengurangan bahkan
penghapusan  pengeluaran  pembiayaan yang  bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan
kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume
program dan kegiatannya.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

I. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)

1. Disusun dengan menggunakan pendekatan Lkerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu
dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

a. Pendekatan  kerangka jangka menengah  daerah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan
kegiatan yang direncanakan dan merupakan implikasi
kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan
kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Berkenaan
dengan itu maka dalam menganggarkan belanja untuk
mendanai kegiatan pencapaian sasaran program, supaya
mencantumkan perkiraan kebutuhan anggaran pada
tahun mendatang yang dituangkan dalam RKA-PD 2.1
dan RKA-PD 2.2. Proyeksi kebutuhan anggaran belanja
untuk mendanai kegiatan tersebut pada tahun anggaran
berikutnya, supaya dilakukan dengan cermat dan
mempertimbangkan ketersediaan dana.

b. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan
memadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di
lingkungan PD untuk menghasilkan dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran.
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c. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
dilakukan dengan mengkaitkan antara pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta
manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut dengan
didasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target
kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga
dan standar pelayanan minimal.

2. Penganggaran belanja tidak langsung pada PD dan SKPKD:

a. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam PD hanya
belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

b. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPKD
(dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah), mencakup belanja pegawai dalam bentuk gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan
kepada PNS, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan
untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga.

3. Bagi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) oleh departemen teknis terkait,
supaya dijadikan pedoman dalam menganggarkan setiap
program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-PD.

4. Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga.

5. Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan
program kegiatan dan anggaran perlu dinilai kewajarannya.
Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan terlebih dahulu ASB
sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau
kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup kewajaran beban
kerja dan kewajaran biaya.

6. RKA-PD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan serta rencana
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai
dengan rincian-rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun anggaran
berikutnya. Selain itu juga memuat informasi tentang urusan
pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja
yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. IL.doc



33

7. Sehubungan dengan percepatan penyerapan anggaran,
Perangkat Daerah (PD) wajib merencanakan penyerapan
anggaran pada: Triwulan I sebesar 15%, Triwulan II sebesar
30%, Triwulan III sebesar 35% dan Triwulan IV sebesar 20%,
hal tersebut agar tidak terjadi penumpukan penyerapan
anggaran pada akhir tahun anggaran/triwulan ke IV.

8. Semua kriteria poin 1 sampai dengan poin 7 di atas dalam
penyusunan RKA-PD harus masuk e-Budgeting.

II. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD)
DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen ini juga merinci
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana
penarikan dana tiap-tiap PD serta pendapatan yang diperkirakan.

III. Teknis Penyusunan APBD
Perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap capaian target
kinerja dan/atau  prakiraan/rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan
daerah. Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi
dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang
disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Bupati.
Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali
dalam keadaan luar biasa.

1. Kriteria Perubahan APBD
Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria
sebagai berikut:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan
Umum APBD, mencakup:
1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati
terhadap kemampuan fiskal daerah.
2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah.
3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
peningkatan belanja daerah.
4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus
dilakukan perubahan APBD.
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegitan
dan antar jenis belanja.
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c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran

berkenaan, antara lain untuk:

1)

2)
3)

4)
S)

6)

Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah yang melampaui anggaran yang tersedia
mendahului perubahan APBD;

Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat
adanya kebijakan Pemerintah;

Mendanai kegiatan lanjutan,;

Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria
harus diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berkenaan; dan

Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target
kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan
semula dalam DPA-PD tahun anggaran berkenaan yang
dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berkenaan pula.

d. Keadaan darurat.

1)

2)

3)

4)

Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya,;

b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c) berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah; dan

d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup

program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berkenaan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak

tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD.

Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang

terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD tersebut

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD untuk

dijadikan dasar pengesahan DPA-PD oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh

persetujuan dari Sekretaris Daerah.
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Keadaan luar biasa.

1) Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan
untuk melakukan Perubahan APBD yang kedua kali.

2) Keadaan luar Dbiasa merupakan keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan lebih dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

3) Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih
antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

4) Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD
sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi
belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan
baru dan/atau menjadwalkan wulang/meningkatkan
capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun
anggaran berkenaan.

5) Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru
diformulasikan  terlebih dahulu dalam  RKA-PD,
sedangkan pendanaan terhadap penjadwalan
ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan
kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-PD
(Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Perangkat
Daerah).

6) RKA-PD dan DPPA-PD tersebut digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan kedua APBD.

7) Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dalam APBD sebagai akibat penurunan
pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat
dilakukan penjadwalan wulang/pengurangan capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan.

2. Cakupan Rancangan Perubahan APBD.

a.
b.
C.

d.

Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan.
Menampung program dan kegiatan baru.

Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat
diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
Memuat hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang
mengalami perubahan serta menjelaskan alasan terjadinya
perubahan.

3. Dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

a.

Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap
volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap
penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan
kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan
APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam
DPPA-PD atau tidak perlu dengan menyusun RKA-PD baru.
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b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam
perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan
dokumen RKA-PD.

c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat
diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam
APBD/perubahan APBD, tidak perlu diawali dengan
menyusun RKA-PD,tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.

4. Hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam penganggaran

a. Pergeseran anggaran antar rincian obyek, antar obyek, antar
jenis, antar kelompok, antar kegiatan, antar program, antar
unit organisasi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme
Perubahan APBD.

b. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
(DPA-PD):

1) Sebelum Perubahan APBD :

a) Hanya dapat dilakukan antar rincian-rincian obyek
dalam rincian obyek belanja yang sama;

b) Dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai
dengan penjelasan revisi kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (dalam hal ini Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Malang);

c) Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (dalam hal ini Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Malang);

d) Revisi DPA-PD harus dituangkan pada Perubahan
APBD dan DPPA-PD.

2) Setelah Perubahan APBD

a) Hanya dapat dilakukan antar rincian-rincian obyek
dalam rincian obyek belanja yang sama;

b) Dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai
dengan penjelasan revisi kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (dalam hal ini Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang),
untuk mendapatkan persetujuan;

c) Revisi DPA-PD setelah perubahan APBD dituangkan
dalam revisi DPPA-PD.

c. Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak
mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir,
agar dihindari penganggarannya dalam perubahan APBD.
Namun demikian, kegiatan baru tersebut dapat dianggarkan
dalam tahun anggaran berikutnya;

d. Revisi DPA-PD tidak berlaku untuk penggeseran belanja
tidak langsung ke belanja langsung terkait dengan
komponen belanja gaji dan tunjangan pegawai.
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D. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018,

selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga

memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai maksud
Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan
dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus
segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan

administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non

fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai maksud

Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD

dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di
bidang Administrasi Kependudukan;

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan;

f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas
pembantuan;

g. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala
kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

i. Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
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2. Terhadap urusan pemerintahan konkuren:

a. Pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);

b. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;

c. Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan
keamanan hasil perikanan;

d. Pengelolaan terminal penumpang tipe A;

e. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat
penimbangan kendaraan bermotor;

f. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas
pertambangan dan penyelenggaran minyak dan gas bumi
(Inspektur Migas); dan

g. Pendidikan tinggi kesehatan;

tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjang

belum dianggarkan dalam APBN.

3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah
Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah, sesuai amanat
peraturan perundang-undangan.

4. Dalam rangka penigkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah
secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan
anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari total
belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang 36 Tahun 2009

menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari

10% (sepuluh perseratus) agar tidak menurunkan jumlah

alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan

agar dilaksanakan secara bertahap.

S. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan
PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada
FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun

anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan

tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap

mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014

dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ

tanggal 5 Mei 2014.
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6. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH
yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja
infrastruktur daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, baik berupa belanja
tidak langsung maupun belanja langsung terkait dengan fasilitas
pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

7. Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun
Anggaran 2017 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai
perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam perubahan
APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2016, maka penganggaran program dan kegiatan yang
didanai dari DAU Tahun Anggaran 2018 supaya mengantisipasi
kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari
DAU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah
Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

a. Bupati bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan
yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya;
dan/atau

b. mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target
capaian sasaran yang telah ditetapkan.

8. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun
Anggaran 2018, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa
dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi
penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan pendidikan
menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk
dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam
bentuk program dankegiatan.

Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018

yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan
Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh Provinsi
dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi satuan
pendidikan menengah swasta dan satuan Pendidikan khusus
swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk
hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan
menengah Negeri dan satuan Pendidikan khusus Negeri dalam
pembangunan dana BOS dimaksud, proses penyaluran dana
BOS kepada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan
Pendidikan Khusus Negeri dilakukan melalui mekanisme
penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang
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Persediaan dari bendahara  pengeluaran PD  yang
melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara dana
BOS pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan
Pendidikan Khusus Negeri yang disesuaikan dengan besaran
penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yang
pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan
Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus
Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.
b. Bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan
Dasar Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam
bentuk hibah.
Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK fisik pada
bidang/sub bidang yang ouput kegiatannya belum tercapai, yaitu:
a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,
digunakan dalam rangka pencapaian output dengan
menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatan
belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
atas peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2018 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, atau
b. untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik
pada bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah
dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran
berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari
alokasi DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang
berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor
123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan
rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang
ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Pendapatan atas pengembalian DAK non fisik yang merupakan
koreksi pembayaran, dicatat sebagai Lain-lain PAD yang sah dan
dibelanjakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan
penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK
non fisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
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Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun

Anggaran 2018 bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten/Kota

(negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran 2018 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan

BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta)

dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

dalam bentuk hibah.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan

Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber

DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada PD

berkenaan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah

Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta

saling menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

a. daerah lain;

b. pihak ketiga; dan/atau

c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan

beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada
masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah
dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola
kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka
masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD
dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan
mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah
daerah.
Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan
badan usaha dalam penyediaan infrastruktur mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur di Daerah.
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Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran
Ketersediaan Layanan (Avaibilitiy Payment), agar menyediakan
anggaran pada setiap tahun angagran selama jangka waktu yang
diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD
pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis,
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam
Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha
(KPDBU) dalam Penyediaan Infrastruktur.

Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama
antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya
bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah
dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain
di bidang hibah.

17.Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Kantor

18.

Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT),
pemerintah  provinsi menganggarkan  pendanaan  untuk
pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang
timbul dalam rangka menjamin  efektifitas, penguatan
koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas
pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupun di Provinsi dengan
terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan
tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan
turunannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Dalam rangka peningkatan tata laksana, kualitas dan percepatan
pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung
pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing
Business/EoDB) di Indonesia, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota menganggarkan pendanaan untuk
pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana
dan prasarana Dinas/Badan/Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) guna menjamin efektifitas, penguatan koordinasi,
pembinaan, peningkatan kapasitas SDM dan pemantapan
tugas-tugas PTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai
tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau
bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti
penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri
sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya, dilakukan dengan cara:

a. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja
tidak terduga dengan keputusan Bupati dan diberitahukan
kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
keputusan dimaksud ditetapkan;

b. Atas dasar keputusan  Bupati tersebut, pimpinan
instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

c. Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana
belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap
darurat yang mekanisme pemberian dan
pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala
daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan

d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui
belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran
dari belanja tidak terduga ke belanja PD berkenaan dan/atau
belanja PPKD.

Pemerintah Daerah mengalokasikan angaran program dan pra

bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam, bencana

non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana

alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah

lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial
dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa

Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau

dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau

dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan
yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan
obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan
kedalam RKA-PD yang secara fungsional terkait dengan
pelaksanaan kegiatan dimaksud;
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b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilanda
bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja
Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018, kegiatan atau pemberian bantuan
keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara
melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila
penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan
dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam
LRA; dan

c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih
Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau
dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk
bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

22. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat
earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam
rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus,
Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua
Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan
yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan
mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara:

a. menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran
APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD;

b. dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana
transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya
sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah
setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan
dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

23. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana tranfer ke daerah
yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis
sesuai peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud
penggunaannya tidak sesuai petunjuk teknis tahun berkenaan,
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas dana transfer
dimaksud dengan cara menganggarkan kembali mendahului
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
diusulkan ditampung dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi
DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan
kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan
sarana meliputi ruang kantor pada Sekretariat DPRD,
kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan
penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan
belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat
fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat
fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD,
disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Anggota DPRD, dapat
disediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam
hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya
diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak
diberikan tunjangan perumahan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati, Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing
rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan
Bupati/wakil Bupati, Pemerintah Daerah dapat menyediakan
anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa memperhatikan nilai
wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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28. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan
bahwa PD atau Unit Kerja pada PD yang memiliki spesifikasi
teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan
dengan hal-hal sebagai berikut:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat,
diutamakan untuk pelayanan masyarakat;

b. pengelolaan  wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum,
antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
dan/atau

c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan
ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain
dana bergulir dan dana perumahan.

Dalam penerapan PPK-BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan

antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada
masyarakat, Pemerintah Daerah agar segera melakukan
evaluasi kepada PD atau unit kerja pada PD yang tugas dan
fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada
masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD.

b. Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit
Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan
Masyarakat yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar
Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk
mempercepat penerapan PPK-BLUD pada pelayanan kesehatan
tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan
Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagi PD atau Unit Kerja pada PD yang telah menerapkan

PPK-BLUD, agar:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran menggunakan format
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

b. pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam
APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.
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c. belanja BLUD dalam RBA dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya
dalam Pasal 11 ayat (3a), PD atau Unit Kerja pada PD yang
telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber
dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci
dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan
jenis belanja.

d. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Dalam rangka efektivitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun

Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi

aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan

pelatihan /peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan
sejenis lainnya.

Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya
peningkatan  akuntabilitas dan  transparansi pengelolaan
keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi
transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah sesuai Instruksi

Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Untuk

kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk

program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non

tunai.

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Daerah agar

menyediakan anggaran program dan kegiatan untuk pelaksanaan

peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni
untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
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Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD

Tahun Anggaran 2018 untuk:

a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN yang
menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah sebagaimana
amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Pengembangan kompetensi pegawai ASN sebagaimana amanat
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang
keuangan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan
seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan
pelatihan /peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar
dan sejenis lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

(SDM) bagi aparatur pemerintah provinsi/kabupaten/kota,

Pemerintah Daerah dapat megalokasikan anggaran dalam APBD

melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk
memenuhi kebutuhan SDM aparatur Pemerintah Daerah yang
kompeten dibidang kepamongprajaan yang ditujukan untuk
menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik
khusus, memiliki keahlian dan keterampilan teknis
penyelenggaraan pemerintahan, memiliki keperibadian dan
keahlian kepemimpinan kepamongprajaan, dan berwawasan
nusantara, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhineka

Tunggal Ika, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program

dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM

dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan

olahraga di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan

anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program
dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional
terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau
dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 978/753/SJ tanggal 8 Februari 2017 tentang Peningkatan

Pembinaan dan Pengembangan olahraga di Daerah.
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Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak
dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk
organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi profesional yang
bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan
dan Kejuaraan Olahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan
dan pengembangan olehraga profesional dilakukan oleh induk
organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga
profesioanal. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005, didefenisikan bahwa cabang olahraga
profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh
pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan

atas kemahiran berolahraga.

36.Penganggaran program “peningkatan pelayanan kedinasan

37.

Bupati/wakil Bupati” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak

selesai pada Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan PD (DPAL-PD)

mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SILPA Tahun
Anggaran 2017;

b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Lanjutan Perangkat Daerah (DPAL-PD) Tahun Anggaran 2018
sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
(DPA-PD) Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada
format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

c. DPAL-PD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan
anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d. Untuk menetapkan jumlah anggaran yang disahkan dalam

DPAL-PD masing-masing dilakukan sebagai berikut:

1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian
pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian
Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa,
kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.

Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan

kelalaian  Penyedia  Barang/Jasa  atau  Pengguna

Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga

kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali

sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah
terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:

a) sisa DPA-PD yang belum diterbitkan SPD dan/atau
belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas
kegiatan yang bersangkutan;

b) sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D
Tahun Anggaran 2016; dan

c) SP2D yang belum diuangkan.

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak

ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun

anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening
berkenaan.

Selain itu, kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang

timbul akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht) harus dianggarkan dalam APBD sesuai kode
rekening berkenaan.

Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat

mengikat dana anggaran:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun
jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tahun jamak tersebut pada huruf b harus memenuhi

kriteria sekurang-kurangnya:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu
output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua
belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembuangan dan/atau pengelolaan sampah dan pengadaan
jasa cleaning service.
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Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas

persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan

bersama antara Bupati dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada
tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak

melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan

belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang

pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki
dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran

penyelenggaraan  Bantuan Hukum dalam APBD Tahun

Anggaran 2018 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan Pengawasan Inspektorat

Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah

Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan

kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai

program /kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD,
reviu RKA PD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu
penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan
jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname,
evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP,

b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi
Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran
responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan
penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

c. Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri
reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat
terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat
terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan
terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota,
dan evaluasi pelayanan publik;
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d. Penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi,
monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi
pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona
integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan
Whistle Blower System; dan

e. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target indeks

inklusif keuangan menjadi 75% pada akhir tahun 2019, Pemerintah

Daerah dapat menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk

mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Percepatan

Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kecuali pemberian honorarium.

Pemerintah Daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk

melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada

dinas di daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan
daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 119 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Pemerintah Daerah

mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan

terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas
pencegahan serta penanganan pornografi.

Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan

anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan

yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi

Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan

dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor

20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.

Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali kota

Tahun 2018 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2017,

dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan

kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2018, dalam

bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU

Provinsi/Kabupaten /Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas

Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Wali kota dan Wakil Wali kota, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali

kota dan Wakil Wali kota.
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Selain itu, besaran pendanaan kegiatan pemilihan dimaksud harus
mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar
kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota
sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap pendanaan kebutuhan pengamanan
pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun Anggaran 2018
dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada
SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota
serentak Tahun Anggaran 2018 terjadi pemilihan suara ulang (PSU)
atau pemilihan susulan, pendanaanya tetap dibebankan dalam APBD.
Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan
Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan
lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat
Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan
Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
dan Balai Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan
untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai maksud
Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing,
dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan
pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan
Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional.
Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang
dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10
ayat (1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain
di bidang hibah.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki
desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan Pemerintahan Desa dalam APBD sesuai ketentuan
Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah
Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah
Desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
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Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun

Anggaran 2018 yang disampaikan kepada Bupati/Wali kota dan

disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Daerah

menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang

dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD

Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan stakeholder

lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program

dan kegiatan pembinaan BUMD.

Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah

yang merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam

pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru

(new initiative)] dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat

mengalokasikan anggaran dalam program dan kegiatan yang terkait

guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik
daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan

kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan

kebijakan nasional, antara lain:

a. Pencapaian SDG'’s, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan
HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses
penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian
sebagai berikut:

1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui
perencanaan dan = penganggaran  responsif gender,
Pemerintah Daerah mempedomani Surat Edaran Menteri
Negara  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala
BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor
SE-33/MK.02/2012, Nomor  050/4379A/SJ, Nomor
SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional
Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG);
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2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009
tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana
Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
044 /MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 443.41/465
Tahun 2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria;

3) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) mempedomasi Peraturan Menteri Sosial Nomor
129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor
80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayan
Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten /Kota.

4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS
yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006
tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga

Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia

Sehat sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga

Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia

Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan

keluarga sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga.

Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun

Desa (TMMD) dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan

pada SKPD terkait.

Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

secara berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal

dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

43 Tahun 2016 tentang SPM Kesehatan dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan

Tuberkulosis.
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Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta
program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota
dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan
perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan
dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Tugas pembakuan unsur rupabumi (toponimi) dan pembakuan
nama rupabumi dan penegasan batas daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi.
Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real
Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah
memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal
berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak
BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan
mempedomani Instruksi Presiden Nomor S5 Tahun 2015 tentang
Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau
Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah
(IMB) Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ
tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif
Pengurangan BPHTB.

Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten,
FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan
Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum
yang menjadi kewenangan  Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur,
Bupati/Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing,
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menganggarkan program
dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang
disinergikan dengan pelaksanaan tugas FORKOPIMDA Provinsi,
FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum

Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
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Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan
yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar
sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan;
(4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan;
dan (6) Standar pengelolaan.

. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan
wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi
Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan
Kebangsaan.

Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi
dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial.

Penanganan faham radikal dan terorisme melalui mekanisme
deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya
pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika
dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan
Narkoba.

Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa
dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan
kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling
pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan
mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadah.

Pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
dianggarkan dalam APBD, dengan mempedomani Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ Tanggal 12 Januari
2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. IL.doc



aa.

58

Peningkatan  kemampuan  kelembagaan dalam  rangka
penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan
Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia
Indonesia.

Penanganan pengungsi dari luar negeri dengan berpedoman
pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi
perkembangan politik di daerah dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik di Daerah.

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
Penyelenggaraan  peningkatan Kesadaran Bela  Negara
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela
Negara di Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan
Daerah di TMII melalui kegiatan:

1) promosi budaya;

2) pagelaran seni dan budaya;

3) pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan

4) seminar dan lokakarya;

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan
Daerah di TMII.

Penguatan dukungan Komite Intelijen Daerah tingkat Provinsi
dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Kabupaten/Kota
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013
tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas
Intelijen Daerah.

Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat
asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat
Asing di Daerah.

Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan
pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani
Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
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Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan
kemajuan Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana
diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014.
Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang
mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan
persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan
Persandian.

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis
NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan
pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat
dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan
Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing
Nasional dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi
ASEAN.

Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun
pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dukungan pendanaan guna
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi
gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah (TKIB), Pemerintah Daerah menganggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan
(Roadmap) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.
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Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang,
Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran tahun 2018,
melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008
tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan job order
yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan
terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah
Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada
masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan
berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk
memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar
negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola
bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan
sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan
terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke
luar negeri yang diindikasikan secara non procedural (illegal).
Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun,
seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi
Tilawatil Quran (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan
Pasal 10 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

.Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

dalam bentuk hibah oleh pemerintah provinsi dengan

mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program

prioritas:

1) pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar;

2) peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar;

3) budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya;

4) pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar;

5) peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya
produk unggulan.

Pengembangan daerah perbatasan, dengan program prioritas:

1) peningkatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan;

2) peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah perbatasan;

3) peningkatan jalur perhubungan;

4) peningkatan kapasitas SDM masyarakat;

5) pengembangan ekonomi lokal;

6) pengembangan produk unggulan di wilayah perbatasan;

7) pengembangan investasi perbatasan;

8) pengembangan kawasan Beranda Indonesia.
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pp. Percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai Program
Kerja Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019,
Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal
memfokuskan pengalokasian anggaran dalam APBD Tahun
Anggaran 2018 untuk mendanai penanganan program dan
kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat,
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan
keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014
tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. KETENTUAN UMUM

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian
laporan.

4. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-
prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar
Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan
danpenyajian laporan keuangan.

7. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi
keuangan pemerintah.
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8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD.

9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah
Daerah.

10. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna
anggaran/pengguna barang yaitu Perangkat Daerah dan PPKD
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

B. PENANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Penanggungjawab pelaporan keuangan berada di tangan
pimpinan entitas. Dalam pelaporan keuangan, entitas dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau
organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan
satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan
keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah
Kabupaten Malang yang diwakilkan kepada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Malang, yang
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD).

2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi
dalam hal ini adalah Perangkat Daerah dan PPKD yang berada di
lingkup Pemerintah Kabupaten Malang.

C. PENYELENGGARAAN AKUNTANSI

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang
menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Perangkat
Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi

pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
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D.

Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan Daerah  (SKPKD)
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas
transaksi yang menjadi tanggungjawab SKPKD. SKPKD yang dalam
hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi pendapatan, belanja,
pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah.

Disamping sebagai penanggungjawab penyusunan pelaporan
keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan, SKPKD juga
bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan
akuntansi di Perangkat Daerah.

JENIS LAPORAN KEUANGAN

Jenis laporan keuangan yang dihasilkan ditentukan oleh jenis
entitas pelaporan serta periode pelaporan. Untuk laporan periode
bulanan, triwulanan, dan semesteran, Perangkat Daerah wajib
menyerahkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Pendapatan
(khusus bagi Perangkat Daerah penghasil) kepada SKPKD. Sedangkan
SKPKD diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Arus Kas (LAK).

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai
entitas akuntansi berupa:
a) Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
b) Neraca Perangkat Daerah;
c) Laporan Operasional;
d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
e) Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas
akuntansi berupa:
a) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
b) Neraca PPKD;
c) Laporan Arus Kas;
d) Laporan Operasional;
e) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
f) Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD.
3. Laporan Keuangan Gabungan yang mencerminkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
a) Laporan Realisasi Anggaran,;
b) Laporan Perubahan SAL/SAK;
c) Neraca;
d) Laporan Operasional;
e) Laporan Perubahan Ekuitas;
f) Laporan Arus Kas; dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan.
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Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas
pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen
informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan (statutory reports). Guna meningkatkan
akurasi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh
masing-masing Perangkat Daerah, maka rekonsiliasi dengan
SKPKD bisa dilakukan secara bulanan, triwulan dan semesteran.

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Perangkat
Daerah /PPKD /Pemerintah Daerah merupakan laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh Perangkat
Daerah/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan
perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu
periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah
memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran
Perangkat Daerah /PPKD/Pemerintah daerah secara
tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah
disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan
perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan
Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai
berikut:

1) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh
Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah;

2) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh
Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo
anggaran lebih dalam  periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah;

3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

4) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/
pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih
entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah Daerah terutamadimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran;
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b)

d)

5) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan
antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau
penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan
oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah
Daerah selaku entitas pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan ©posisi keuangan entitas
akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca
terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur
didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh
oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya;

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola
oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri
dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan pos-pos luar biasa.
Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
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g)

1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali;

2) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban;

3) Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil;

4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang
bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering
atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas yang bersangkutan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas
selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal
pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan FEkuitas menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menyajikan
ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang lansung
menambah /mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan
naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan
Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan
yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
keuangan secara wajar.
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Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal
sebagai berikut:

1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan
entitas akuntansi;

2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,
ekonomi regional /ekonomi makro;

3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama
tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;

4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih
untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya;

5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos
yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan baik
atas keterbandingan dengan tahun sebelumnya dan
keterbandingan dengan target yang ditetapkan;

6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

7) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar
muka (on the face) laporan keuangan.

E. PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Periode pelaporan keuangan dibedakan menjadi laporan
bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan
tahunan. Guna memperlancar proses rekonsiliasi dan evaluasi, maka
diperlukan kaidah batas waktu penyampaian laporan keuangan.

1. Laporan Bulanan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis laporan
keuangan, laporan bulanan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional, laporan
bulanan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.

Laporan Keuangan tersebut wajib disampaikan oleh
Perangkat Daerah dan PPKD kepada SKPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

2. Laporan Triwulanan
Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional triwulanan
kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 setelah triwulan tersebut
berakhir.
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PPKD wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas triwulanan
kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 setelah triwulan tersebut
berakhir.

3. Laporan Semesteran

Perangkat daerah wajib menyampaikan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional semesteran
kepada SKPKD maksimal tanggal 15 setelah semester pertama
berakhir. PPKD wajib menyampaikan LaporanRealisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas semesteran
kepada SKPKD maksimal tanggal 15 setelah semester pertama
berakhir.

SKPKD diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL/SAK, Laporan
Operasional, dan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Malang
atas dasar kompilasi dan rekonsiliasi dengan Laporan Realisasi
Anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah dan PPKD. Batas
maksimal penyelesaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini
adalah minggu kedua bulan Juli setelah semester pertama
berakhir.

4. Laporan Tahunan

Perangkat Daerah dan PPKD diwajibkan menyerahkan
laporan keuangan tahunan lengkap kepada SKPKD paling lambat
2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

SKPKD bertanggungjawab untuk melakukan kompilasi dan
rekonsiliasi laporan keuangan guna menghasilkan laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Batas maksimal
penyelesaian laporan keuangan ini adalah 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Apabila batas akhir tanggal penyampaian laporan
keuangan baik oleh Perangkat Daerah maupun oleh SKPKD jatuh
pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur lainnya, maka
penyampaian laporan keuangan tersebut dimajukan satu hari
sebelum tanggal jatuh tempo penyampaian laporan keuangan.

F. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan
terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam
catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan
dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan
yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
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Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau

peristiwa untuk diakui yaitu:

1.

Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari
atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapatdiukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi

kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

1)

2)

3)

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal. Dengan penerapan basis akrual,
aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui
ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau
manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih
terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara
lain bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan
penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan
pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap
unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan
banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan
penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan
pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci,
termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang
diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.
Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat
ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah
daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau
pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya
ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening
Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
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Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas
dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan
penerimaan kas daerah.Atau pada saat diterimanya kas/aset non
kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya
penetapan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan
diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang
mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4) Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan
dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D
belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran
belanja modal.

Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan
laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Karena adanya
perbedaan klasifikasi belanja menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 dengan klasifikasi belanja menurut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka dilakukan
mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan
APBD dengan klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah
Nomor Tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

G. DOKUMEN SUMBER

Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan dokumen
sumber yang dihasilkan dari kegiatan keuangan pemerintah daerah.
Dokumen sumber berisi informasi transaksi keuangan yang
digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi.
Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan transaksi
antara lain:

a) Dokumen sumber untuk pengakuan anggaran, meliputi Perda
APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-
Perangkat Daerah);
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b) Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO, meliputi
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKR-D), dan Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana
Perimbangan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),
Perjanjian Pemanfaatan Aset;

c) Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LRA, meliputi
Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan Asli Daerah,
Nota Kredit/BuktiTransfer Bank atau bukti lain yang
dipersamakan untuk Pendapatan Dana Perimbangan;

d) Dokumen sumber untuk pengakuan Beban, meliputi Surat
Tagihan, Berita Acara Serah Terima Barang,Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Opname Persediaan dan Berita
Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap,

e) Dokumen sumber untuk pengakuan Belanja, meliputi Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk belanja
Pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal;

f) Dokumen sumber untuk pengakuan Penerimaan Pembiayaan,
meliputi Nota Kredit atas penerimaan pinjaman dari Bank dan
Bukti Pencairan Dana Cadangan;

g) Dokumen Sumber untuk pengakuan Pengeluaran Pembiayaan,
adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS.

Dokumen sumber tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan

transaksi pada Perangkat Daerahdan PPKD sesuai peruntukannya

masing-masing.

. PROSEDUR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan
siklus akuntansi dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan
yang dilakukan mulai jurnal atas bukti keuangan, diposting ke buku
besar, kemudian terhadap pos-pos buku besar yang memerlukan
rincian dibuatkan buku pembantu. Dari buku besar selanjutnya
disusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Semua transaksi atau kejadian keuangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku
jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan
secara kronologis sesuai terjadinya transaksi dan/atau kejadian
keuangan.

Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam
buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku
besar sesuai dengan rekening yang berkenaan. Buku besar ditutup
dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode
berikutnya. Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar
pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening
tertentu.
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KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode
berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran,
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau
kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan
lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam
2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang
diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam
2 (dua) jenis:

(1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi
pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas
maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada
akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi
kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang
tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban.

(2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan
yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis
transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang
memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan
sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat
terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun
pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan
dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
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Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan
lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam
hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo
Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan
kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas,
baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait
pada periode ditemukannya kesalahan.
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Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode
yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas
tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. PERENCANAAN

1.

Guna sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD
Provinsi dan kegiatan yang dibiayai dari APBN, maka DIPA atau
dokumen anggaran APBN yang sah lainnya yang berlaku, dibahas
bersama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;

DIPA yang dibahas di pusat setelah mendapat
penetapan/pengesahan oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan
disampaikan kepada Bupati Malang dalam hal ini Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tembusan Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;

Pengajuan usulan Pelaksana Kegiatan untuk DIPA yang di bahas
dan disahkan Pusat disampaikan ke Kementrian yang
bersangkutan oleh Bupati Malang, sedangkan untuk DIPA yang
dibahas dan disahkan di daerah, pelaksana kegiatan ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

B. PENGORGANISASIAN

1.

Dalam rangka efisien dan efektivitas pengelolaan dana APBD
Provinsi dan APBN, dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Bidang-bidang dalam Tim Koordinasi tersebut dapat membentuk
keanggotaanya sesuai keperluan dengan ketua Tim dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dalam rangka memperlancar penyusunan laporan keuangan
tingkat wilayah, Bupati adalah sebagai penanggung jawab Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) dan
Perangkat Daerah sebagai Sub Unit UAPPAW;
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4. Pengajuan Usulan Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas untuk
DIPA yang dibahas dan disahkan Pusat disampaikan ke
Kementerian yang bersangkutan oleh Bupati Malang, sedangkan
untuk DIPA yang dibahas di daerah Pengguna Anggaran/Pemegang
Kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang;

5. Pejabat inti Perangkat Daerah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
terdiri dari:

a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala
Perangkat Daerah;

b. Pejabat Pembuat Komitmen

c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (SPM);

d. Bendahara Pengeluaran.

C. PELAPORAN

Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Tugas

Pembantuan dibagi menjadi 2 (dua) aspek:

1. Aspek Manajerial
Aspek Manajerial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan, dimana pelaporan tersebut mencakup:
- Perkembangan realisasi penyerapan dana;
- Pencapaian target keluaran;
- Kendala yang dihadapi;
- Saran dan tindak lanjut.
Untuk Aspek Manajerial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
telah memberi fasilitas palaporan Dana Tugas Pembantuan melalui

Aplikasi berbasis web yakni Sistem Evaluasi Pembangunan Daerah
(SIEVAP).

2. Aspek Akuntabilitas

Aspek Akuntabilitas mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
pelaporan tersebut mencakup:
- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Catatan Atas Laporan Keuangan;

- Laporan Barang.
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Untuk Aspek Akuntabilitas, menggunakan Aplikasi SAIBA
(Sistem Akuntansi Berbasis Akrual) yang telah disediakan oleh
KPPN.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan, Laporan triwulan pelaksanaan DIPA, disampaikan
paling lambat S (lima) hari kerja setelah triwulan yang
bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala
Bappeda Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Kementerian/Lembaga
terkait dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi

yang tugas dan kewenangannya sama.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dari APBN akan dilaksanakan Monitoring dan evaluasi oleh
Tim Koordinasi sesuai dengan bidangnya, untuk mengetahui proses
kegiatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan serta upaya

pemecahan masalah secara lintas program Perangkat Daerah.

E. REVISI DIPA

Tujuan Revisi adalah:
a. antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
b. mempercepat pencapaian kinerja; dan
meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi
penggunaan anggaran yang terbatas.

Perubahan/pergeseran biaya dan atau kegiatan proyek dalam
batas yang disediakan dalam DIPA dilakukan berdasarkan ketentuan
yang berlaku dalam pelaksanaan APBN dan diberitahukan kepada
Bupati Malang melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah.

Catatan: Ketentuan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dana APBN
dapat disesuaikan dengan petunjuk dari Pusat.
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DANA APBN TA. 20.....
DI KABUPATEN MALANG

NO. | KODE SATKER PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA ALOKASI DIPA REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7

TUGAS PEMBANTUAN

JUMLAH DANA TUGAS PEMBANTUAN

URUSAN BERSAMA

JUMLAH DANA URUSAN BERSAMA

KANTOR PUSAT

JUMLAH DANA KANTOR PUSAT

JUMLAH TOTAL
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LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM RINCIAN MENURUT KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 20....

DEPARTEMEN/LEMBAGA/PERANGKAT DAERAH:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG

NAMA INSTANSI
NO. ng)l'PSAP NO. KODE | PROGRAM/ PAGU ANGGARAN PENYERAPAN INDIKATOR%E}%%‘;% KELUARAN | peNANGGUNG | LOKASI
KEGIATAN JAWAB
NO. SATUAN
(N0~ | PHLN | RUPIAH | TOTAL s R | NARasI | Sgin) | S(%) | R(%)
1 ) 3 7 5 6 7 3 9 10 i1 12 3 14 15 16
JUMLAH
KETERANGAN:

S : Sasaran.
R : Realisasi.
*) : Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik Dihitung dengan Hitungan Tertimbang.
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LAPORAN MENURUT FUNGSI , SUB FUNGSI DAN PROGRAM

INDIKATOR
ANGGARAN PENYERAPAN KINERJA HASIL *)
KODE | FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM INSTANSI
PENANGGUNG
PHLN | RUPIAH|TOTAL| T | R NARASI SATUAN | T R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12

JUMLAH

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DI PERLUKAN

KODE

PROGRAM /KEGIATAN

KENDALA

TINDAK LANJUT

PIHAK YANG DI HARAPKAN DAPAT
MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
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REALISASI DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN/APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 20....

PADA PD....ev v KABUPATEN MALANG
PAGU REALISASI KELUARAN
PROGRAM/ TUGAS APBD TUGAS APBD PERMASALAHAN/
NO. | kEGiaTan | PEKONSENTRASI | pppipanTUAN | PROVINST | PEKONSENTRASI | oy e s NTUAN | PROVINSI | TARGET | REALISASI HAMBATAN | SOLUSI
(Rp) R R (Rp) R R
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 ) 9 10 11 12
JUMLAH

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD/APBN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta bahan
pengendalian pelaksanaan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya
kesalahan/penyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan APBD/APBN dan
upaya percepatan pelaksanaan kegiatan (keseimbangan antara kemajuan
fisik dan penyerapan dana) yang pada gilirannya sebagai masukan
terhadap penyusunan kebijakan di tahun berikutnya, maka setiap
Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada
Bupati Malang dengan mekanisme sebagai berikut:

A. LAPORAN TIM EVALUASI PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN
(TEPRA)

Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dibentuk
dalam rangka mengupayakan percepatan dan pengawasan realisasi
APBN dan APBD serta meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Sesuai Surat Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) selaku
Sekretaris TEPRA Nomor B-49/KSP/D.I/05/2015 tanggal 26 Mei 2015
perihal Surat Edaran terkait Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi
TEPRA (SISMONTEP) disebutkan bahwa untuk keperluan evaluasi dan
pengawasan percepatan realisasi APBN dan APBD, dan perkembangan
pengadaan barang/jasa, setiap Pejabat Penghubung diminta
melaporkan pelaksanaan anggaran per-bulannya untuk Tahun
Anggaran 2015 s/d 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Perangkat Daerah
melalui Operator TEPRA (data operator TEPRA Perangkat Daerah
dikelola oleh Admin PPE-LPSE) wajib melaporkan Realisasi Fisik dan
Keuangan(RFK) serta progress pengadaan barang/jasa melalui website:
onev.lkpp.go.id/tepra setiap bulannya maksimal tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya untuk dikompilasi dan dilaporkan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Pejabat
Penghubung TEPRA Kabupaten Malang kepada Kantor Staf
Kepresidenan (KSP) melalui SISMONTEP.
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Alur Pelaporan TEPRA:

'Tim TEPRA Pusat |
‘ PUSAT

——| PD

Pejabat Penghubung PD
TEPRA Provinsi
Ka. Biro Adm. Pemb. PD

Setda Prov. Jatim PD  PBrovinsi melapor ke

‘ Pejabat Penghubung Provinsi PROVINSI

Pejabat Penghubung
TEPRA Kab./Kota

PD

PD Kab/Kota melapor ke Kab /Kota
Pejabat Penghubung Kab/Kota

E—
TEPRA *

=

Beranda Summary data Instansi Monitor Satker Download Profil Pengadaan Latihan Monev

Selamat datang, pejabatpenghubung-d166!

Monev

Kabupaten Malang Tahun: -

- . Laporkan Kendala/Solusi & Cetak Lembar ini
Tampilkan data untuk instansi:

Struktur A iggaran & Pembaruan Struktur Anggaran
TOTAL ANGGARAN JUMLAH SKPD PEJABAT PENGHUBUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI } NON PEGAWAI PEGAWAI NON PEGAWAI

BARANG/JASA MODAL
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Rencana Paket Pengadaan eambnen Camcmme
Paket Pengadasn Stateges Paket Pengadaan Non Strategls
? ! . P
Jenis Pengadaan L.etaer) Umum Pomishan Langsung Pessikin || & s engadaan .
BarangUasa Solekst U Lolang Sedarhany ( Nondes Langsuny Swaknlola
dan Modal Lelang Torbatas Seleks| Sederhana -y o-Purchasing
M oM Pkt PpM M RpM P RpM P RpM P RoM PR RoM
IKONSTRUKS!
IKONSULTANS!
MASA LANNYA

Progres Keuangan @ Pembaruan Progres Keuangan

+ Progres Keuangan untuk selurub belanja

» Target: merupakan disburment plan atau rencana penyerapan, Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara kiik
Pembaruan Progres Keuangan

+ Realisasi: Difsi parbulan sesual dengan realisasi penyerapan anggaran dengan cara kik lapor pada setiap bulannya

« Progres yang dimasukdan merupakan akumulasi

+ Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

Progres yong dimasukkan merupakan akumulasi
Grafik '-'Tlmc; )\'cu,’ngon

100

BOY BO2 803 BM BOS BO& BOT B0 BO% 810 B1Y BI2
Bulan

Bl B2 (1§} BN (1] b0e o7 B08 [ 1) 810 an 812
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Progres Fisik © Pembaruan Progres Fisik

Kemajuan realisasi kegiatan yang dilaksanakan

« Progres fisik untuk seluruh belanja

» Target: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Diisi lengkap mulai dari BD1 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara
klik Pembaruan Progres Fisik

+ Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan dengan cara klik lapor pada setiap bulannya

» Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi

» Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh : 4.45% = 4.45)

Grafik Progres Fisik

70

60

50

&0

20

B0t BO2 B03 B4 BOS BO6 807 BO8 BO9 B1O BYIY BI2
Butan

BO1 B02 803 BO4 BOS 806 BO7 BO8 BO9 B10 BN B12

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

* Progres pengadaan barang dan jasa hanya untuk paket yang masuk dalam paket pengadaan strategis

» Target 100%: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
* Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi

* Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

@ Pembarvan Realisasi

Total Paket dengan nilai > 200 juta | < 2.5 Miliar) : 271 paket / Rp. 19457 M

Pelaksanaan Pengadaan
BO3 BO4 B06 B8 BOS B0 BN

Pemilihan/Pelaksanaan

Hasil Pemilihan

Kontrak

Serah Tenma

@ Pembaruan Realisasi
Total Paket dengan nilal > 2.5 miliar | < 50 Miliar) : 25 paket / Rp. 168,32 M
173 BO3 BO4 B05  BO6 B08 BOS  B10 B

Hasil Pamilihan

Serah Tenma
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B. LAPORAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
(SMEP)

Merupakan aplikasi pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan
(RFK) berbasis web yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Malang.
Maksud dari penerapan SMEP adalah membantu mempermudah
Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengolah, memantau dan
mengevaluasi proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Malang. Adapun manfaat dari aplikasi SMEP adalah sebagai berikut:
1. dapat mencetak banyak format laporan dengan sekali entry data;
2. keseragaman format laporan;

3. data pekerjaan fisik dan non-fisik maupun keuangan tersimpan
dengan baik dalam database;

4. mengetahui rekap permasalahan yang terjadi;
mengetahui kinerja kegiatan;

6. mengetahui progress penyerapan realisasi anggaran secara
realtime, melalui menu ranking yang muncul dalam halaman
login operator SMEP.

Aplikasi SMEP dapat diakses melalui website:

sim-smep.malangkab.go.id dan secara umum terbagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu:

1. Bagian pertama adalah terkait realisasi anggaran yang telah
terintegrasi dengan SimDa Keuangan;

2. Bagian kedua merupakan data pelaksanaan pekerjaan fisik dan
non-fisik pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

Laporan SMEP dapat diakses oleh Bapak Bupati Malang dan pihak-

pihak lain yang terkait. Perangkat Daerah berkewajiban mengentry

data pada aplikasi SMEP sesuai kondisi RFK terakhir (up to date).
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PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
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C. LAPORAN TRIWULAN

Merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan yang
disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
secara kumulatif. Laporan triwulan tersebut berisi laporan realisasi
anggaran untuk satu satuan kerja, laporan kemajuan
realisasi/pencapaian kinerja keuangan, yang disampaikan ke Bupati
Malang cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Malang dengan tembusan Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Mekanisme Laporan
Triwulan sama dengan Laporan Bulanan. Laporan dimaksud
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah

berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
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REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN UNIT KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Format Laporan Bulanan/Triwulan

BAGIAN BULAN ...ccccctietnrncecnncnciacesencens TAHUN 20......ccc000ueeee
Perangkat Daerah ..................
Jumlah Jumlah Realisasi Keuangan
NO PROGRAM/KEGIATAN Sebelum PAK Sesudah PAK Realisasi Fisik Bulan Ini Bulan Lalu s/d Bulan ini Sisa Ket
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. %o
1 2 3 4 o 6 7 8 9 10 11
Program
1|Kegiatan
2|Kegiatan
3|Kegiatan
4|Kegiatan
dst
2 |Program
1|Kegiatan a
2|Kegiatan
3|Kegiatan
4|Kegiatan <
dst

3 |Program

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

PHIWINi-

Kegiatan

dst

JUMLAH

FORMAT INI HARAP DILAPORKAN SETIAP BULAN SEBELUM TANGGAL 10

Malang,

Kepala Perangkat Daerah ...........

Pangkat.
NIP.
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DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK / NON FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 20.....

Perangkat Daerah .................. _ _ PEMB. 1
LOKASI RENCANA BIAYA Rp. (Sumber Dana)

NO PROGRAM /KEGIATAN PEKERJAAN Déen e Volume DAK DBHCT APBD 11 P Jumlah KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1 Pembangunan Jembatan A 10X5m
2 Rehab SDN B 1 Paket
3 Pemeliharaan Saluran Irigasi C 500X 1 m
4 Pembangunan Gedung/Kolam D 1 Paket
5 Studi Kelayakan Tentang E 1 Paket
6 Studi Pemetaan Tentang F 1 Paket
7 Studi Pemetaan Tentang G 1 Paket
8 Pengadaan Mobil /Sepeda Motor 1 Paket

/Komputer/Printer/Kambing/Sapi
/lkan/ Bibit
JUMLAH
Kolom 1 : Jelas
Kolom 2 : Diisi Program/Kegiatan sesuai dengan DPA Malang,
Kolom 3 : Diisi Pekerjaan sesuai dengan DPA Kepala Perangkat Daerah .........
Kolom 4 : Diisi Desa Tempat Kegiatan tersebut
Kolom 5 : Diisi Kecamatan Tempat Kegiatan tersebut
Kolom 6 : Diisi Volume Kegiatan tersebut
Kolom 7,8,9,10 : Diisi Sumber Dana dari Kegiatan tersebut sesuai kolom yang disediakan Pangkat.
Kolom 11 : Diisi Jumlah dari kolom 7,8,9,10 NIP.

FORMAT INI HARAP DILAPORKAN SETIAP BULAN SEBELUM TANGGAL 10
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DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN / PEKERJAAN FISIK / NON FISIK
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 20.....

Perangkat Daerah .................. PEMB. 2
LOKASI BIAYA
SUMBER NO dan TANGGAL | NO dan TANGGAL | PELAKSANA KEMAJUAN
NO PROGRAM/KEGIATAN PEKERJAAN VOLUME DANA PAGU NILAI KONTRAK SPK PEKERJAAN Flsni/ PEK. KET
Desa Kecamatan KONTRAK (%)
(Rp.) -
(Rp.)
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pembangunan Jembatan A 10 X 5 m 027/..../35.07..../18027/..../35.07.... /18] PT/CV "A" PU
| 20 Juli 2018 20 Juli 2018
2 Rehab SDN B 1 Paket 027/..../35.07..../18027/..../35.07..../18| PT/CV "B" PU
| 20 Juli 2018 20 Juli 2018
3 Pemeliharaan Saluran Irigasi C 500X 1 m 027/..../35.07..../18027/..../35.07..../18] PT/CV "C" PL
20 Juli 2018 20 Juli 2018
-+ Pembangunan Gedung/Kolam D 1 Paket - - Swakelola
5 Studi Kelayakan Tentang E 1 Paket 027/..../35.07..../18027/..../35.07..../18| PT/CV"D" ST
20 Juli 2018 20 Juli 2018
6 Studi Pemetaan Tentang F 1 Paket
7 Studi Pemetaan Tentang G 1 Paket
8 Pengadaan Mobil/Sepeda Motor 1 Paket
/Komputer/Printer/Kambing/Sapi
/Ikan/ Bibit
JUMLAH

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

. Jelas
: Diisi Program /Kegiatan sesuai dengan DPA
: Diisi Pekerjaan sesuai dengan DPA

: Diisi Desa Tempat Kegiatan tersebut
: Diisi Kecamatan Tempat Kegiatan tersebut
: Diisi Volume Kegiatan tersebut
: Diisi Sumber Dana dari Kegiatan tersebut (APBD, APBN, DAU, DAK)
: Diisi Pagu dari Kegiatan

: Diisi Nilai Kontrak

: Diisi Nomor dan Tanggal Kontrak
: Diisi Nomor dan Tanggal Kontrak
: Diisi Nama CV/PT yang melaksanakan kegiatan
: Diisi prosentase kemajuan fisik pekerjaan, per-bulan harap diisi sesuai kemajuan pekerjaan
: Metode Pelelangan :

1. Penunjukan Langsung (PL)

2. Pemilihan Langsung / Seleksi Langsung (PML/SL)

3. Pelelangan Terbatas / Seleksi Terbatas (PT/ST)
4. Pelelangan Umum / Seleksi Umum (PU/SU)

FORMAT INI HARAP DILAPORKAN SETIAP BULAN SEBELUM TANGGAL 10

OO

Malang,

Kepala Perangkat Daerah ...........

Pangkat.
NIP.
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10

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK / NON FISIK / BANTUAN DARI SUMBER DANA APBN/APBD I

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 20.....

Perangkat Daerah .................. PEMB. 3
LOKASI RENCANA BIAYA Rp. (Sumber Dana) KET /
NO PROGRAM/KEGIATAN PEKERJAAN Vol
/ Desa Kecamatan oume TP DEKON | HIBAH/PHLN | _ APBD I Jumlah DEP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12
1 Pembangunan Jembatan A 10X 5m
2 Rehab SDN B 1 Paket
3 Pemeliharaan Saluran Irigasi C S00X 1 m
4 Pembangunan Gedung/Kolam D 1 Paket
5 Studi Kelayakan Tentang E 1 Paket
6 Studi Pemetaan Tentang F 1 Paket
7 Studi Pemetaan Tentang G 1 Paket
8 Pengadaan Mobil/Sepeda Motor 1 Paket
/Komputer/Printer/Kambing/Sapi
/lkan/ Bibit
JUMLAH

Kolom 1 : Jelas

Kolom 2 : Diisi Program/Kegiatan sesuai dengan DIPA : z Malang,

Kolom 3 : Diisi Pekerjaan sesuai dengan DIPA Kepala Perangkat Daerah ...........

Kolom 4 : Diisi Desa Tempat Kegiatan tersebut / g

Kolom 5 : Diisi Kecamatan Tempat Kegiatan tersebut

Kolom 6 : Diisi Volume Kegiatan tersebut

Kolom 7,8,9,10
Keterangan Sumber Dana
1. TP

2. Dekon

3. Hibah

4. APBD I

Kolom 11

Kolom 12

: Tugas Pembantuan

: Dekonsentrasi

: Hibah dari Pusat, Propinsi

: Propinsi Jawa Timur

: Diisi Jumlah dari kolom 7,8,9,10

: Diisi Departemen/Kementrian Pemberi Dana

FORMAT INI HARAP DILAPORKAN SETIAP BULAN SEBELUM TANGGAL 10

: Diisi Sumber Dana dari Kegiatan tersebut sesuai kolom yang disediakan

Pangkat.
NIP.
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DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN / PEKERJAAN FISIK / NON FISIK (SUMBER DANA APBN DAN APBD )
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 20.....

DEFINITIF
P gkat Daerah PEMB. 4
LOKASI BIAYA
SUMBER NO dan TANGGAL | NO dan TANGGAL | PELAKSANA | REALIsAs1 | XEMAJUAN
NO PROGRAM/KEGIATAN PEKERJAAN VOLUME DANA PAGU NILAI KONTRAK SPK PEKERJAAN | ANGGARAN FISIK/PEK. KET
Desa Kecamatan KONTRAK (%)
e (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pembangunan Jembatan A 10X5m 027/..../35.07..../18p27/..../35.07..../18| PT/CV "A"
20 Juli 2018 20 Juli 2018
2 Rehab SDN B 1 Paket 027/..../35.07..../18p27/..../35.07..../18| PT/CV"B"
20 Juli 2018 20 Juli 2018
3 Pemeliharaan Saluran Irigasi C 500X 1m 027/..../35.07..../18p27/..../35.07..../18| PT/CV"C"
20 Juli 2018 20 Juli 2018
4 Pembangunan Gedung/Kolam D 1 Paket - - Swakelola
S Studi Kelayakan Tentang E 1 Paket 027/..../35.07..../18p27/..../35.07.... /18] PT/CV "D"
20 Juli 2018 20 Juli 2018
6 Studi Pemetaan Tentang F 1 Paket
T Studi Pemetaan Tentang G 1 Paket
8 Pengadaan Mobil/Sepeda Motor 1 Paket
/Komputer/Printer/Kambing/Sapi
/Ikan/ Bibit
JUMLAH
Kolom 1 : Jelas
Kolom 2 : Diisi Program/Kegiatan sesuai dengan DIPA Malang,
Kolom 3 : Diisi Pekerjaan sesuai dengan DIPA ' Kepala Perangkat Daerah ...........
Kolom 4 : Diisi Desa Tempat Kegiatan tersebut
Kolom 5 : Diisi Kecamatan Tempat Kegiatan tersebut
Kolom 6 : Diisi Volume Kegiatan tersebut
Kolom 7 : Diisi Sumber Dana dari Kegiatan tersebut (Dekon, Tugas Pembantuan, PHLN, Hibah dan APBD I) Pangkat.
Kolom 8 : Diisi Pagu dari Kegiatan NIP.
Kolom 9 : Diisi Nilai Kontrak
Kolom 10 : Diisi Nomor dan Tanggal Kontrak
Kolom 11 : Diisi Nomor dan Tanggal Kontrak
Kolom 12 : Diisi Nama CV/PT yang melaksanakan kegiatan
Kolom 13 : Diisi Realisasi Anggaran, per-bulan harap diisi sesuai penyerapan anggaran
Kolom 14 : Diisi prosentase kemajuan fisik pekerjaan, per-bulan harap diisi sesuai kemajuan pekerjaan
Kolom 15 : Metode Pelelangan / Kendala - kendala

FORMAT INI HARAP DILAPORKAN SETIAP BULAN SEBELUM TANGGAL 10
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LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN (BK) PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 20....
TRIWULAN : I /II /III / IV

PERENCANAAN KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN Realisasi Pelaksanaan
Fisik Kegiatan s/d Output Sl
Rencana Metode Triwulan ini U come
NO URAIAN KEGIATAN Nilai Kontrak/ Rencana Tanggal Mulai o Sisa K. Kegiatan Pro, Ket.
Pa Swakelola Penyelesaian Pekeriaan Keuangan (Rp.) (Rp.) .
(Rg‘; Volume Kontrak Swakelola (Rp.) (Hari) o & P P- Volume %
2 3 4 S5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
[
\
JUMLAH
Malang,

Kepala Perangkat Daerah ...........

Pangkat.
NIP.
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LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 20....
TRIWULAN : 1/ II / IIl / IV

PERENCANAAN KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN Realisasi Pelaksanaan
Fisik Kegiatan s/d T
NO URAIAN KEGIATAN PAGU Metode Nilai Kontrak/ Rencana Realisasi Keuangan (Rp.) Triwulan ini pu utcome Ket.
R Tanggal Mulai Kegiatan Program
D Volume Swakelola Penyelesaian Pekerjaan Da
DAK i Jumlah Kontrak Swakelola (Rp.) (Hari) DAK en dm:;, Volume %
7 2 3 7 5 & 7 3 9 70 11 2 13 17 75 76 17 18
Anggaran 2018
/ ? N /_\ 9 : [
Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya
Malang,

Kepala Perangkat Daerah ...........

Pangkat.
NIP.
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D. APLIKASI E-MONEV

Dalam upaya mewujudkan E-Government yang efektif dan efisien
serta peningkatan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi
Informasi dan  komunikasi dalam  proses penyelenggaraan
pemerintahan, serta amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor: 640/3761/SJ tentang Penerapan e-Planning dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Disamping itu sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dalam Pasal 267, yang pada intinya
menjelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dan menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati Malang
melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang.

Saat ini sedang dikembangkan (perbaikan) aplikasi e-monev yang
merupakan bagian dari e-planning, aplikasi tersebut memanfaatkan
teknologi informasi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja pembangunan khusunya program dan
kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan
Perangkat Daerah serta realisasi anggaran triwulan. Adapun output
dari e-monev sesuai dengan format yang evaluasi dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Alamat :http://e-monev.malangkab.go.id

E-MONEV KABUPATEN MALANG % 4

& (DM e-monev.malangkab.go.id ¢ | Q sea wBe $ &9 =

Most Visited ~ (@) Getting Started

KABUPATEN MALANG

FORM LOGIN

USER

PASSWORD
TAHUN
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x‘s karya tulis penyesusian x‘ﬂ Fubungan motivasi, ke~ x‘@ Contoh Outfine dan Mak x‘ U o O )
T %@

M Kotak Masuk (161) - pak X J [ E-MONEV KABUPATEN | X ‘ [ 18-37-1-SM.pdf

&

C Y | ® e-monev.malangkab.go.id

PEMERINTAH

KABUPATEN MALANG
Rabu, 19 Juli 2¢

PENGATURAN AWAL

REALISASI KINERJA TH 2016

REALISASI KINERJA TH 2017

REALISASI TRIWULAN

LAP EVALUASI RENJA

DOWNLOAD
GANTI PASSWORD
LOGOUT

BATAS WAKTU INPUT DATA
SAMPAI TANGGAL

20 JUL 2017

BAPPEDA

| showall | x

&) outi &) Makalah-3.docx A B Makalah-2docx ~

kalahdocx A

11:19
19/07/2017

x ‘ & karya tulis penyesuzian i X ‘m Hubungan motivasi, kez X ‘* Contoh Qutline dan Mal. X ﬁ o] i e S
rhOE R g E

e

/| M Kotak Masuk (160) - pak. X V[ e-MONEV KaBUPATEN | x ! [} 18-37-1-SM.pdf

& C (1 | ® e-monevmalangkabgoid

I REALISASI KINERJA T

| FORM REALISASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2017

PROGRAM
PROGRAM/KEG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran TRIWULAN I —
KINERJA RAN
Frogram ) ] =
Perkantoran KEGIATAN .

(Rp) [350.000 |

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Listrik/Penerangan Bangun

. SUMBER DANA  £PBD Kabupaten |
Penyediaan Bahan Bacaan

4 TRIWULAN II
RENJA INDIKATOR KEGIATAN KINERIA 2937 buah |
P . umlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
5000 buah Re. ANGGARAN (Rp) ‘4.332.000 |
4
2| Penyediaan Jasa Komunika RENJA
" air dan Listrik
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PD ........ Provinsi/Kabupaten/Kota*)......ccccoeevriniiiiriniininniacnnnns
Periode Pelaksanaan : 2017

16

Formulir Evaluasi Hasil Renja PD

Sasaran RKPDyang akan dicapai dalam Renja PD :
ceseseesese.(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD)
pme=t] T ¢ kineri Realisasi Kineria Pad . Yerf]
Indikator Target Reahs‘asn arget kinerja eal lsas1. inerja Pada nglfat l.iea1.1sas1 S
Capaian dan anggaran Triwulan . Capaian Kinerja dan X L.
Kinerja | Renstra PD ., . Realisasi L Capaian Kinerja
Program pada Kinerja Renja PD Capaian Kinerja Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Unit PD
Program/ g Renstra PD Tahun P J Realisasi Renstra PD
No Kode . (outcome) Tahun ... . . dan Anggaran Anggaran Penanggung | Keterangan
Kegiatan sampai Berjalan . Anggaran |s/d Tahun .....
/ s/d ..... . I II III 4 Renja PD yang _ . Renstra PD s/d Jawab
) dengan Renja (Tahun n-1) . A Renja yang | (Akhir Tahun
Kegiatan (periode dievaluasi . ) tahun ...
output) Renstra PD) PD Tahun yang dievaluasi Pelaksanaan (%)
(outp Lalu (n-2) dievaluasi (%) Renja PD)
13 =
5 6 7 8 9 10 11 |12 = 8+9+10+11 14=6+ 12 15=14/5 x100
1 2 3 4 12/7x100 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp| K |Rp| K |[Rp| K |Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilanﬁinerja:
Faktor penghambat pencapaiap kinerja: \
Tindak lanjut yang diperlukaf dalam triwulan krikutnya**): Dokumen Dokumen \
Tindak lanjut yang diperluk# dalam Renja SKP\berikutnya**): Renja PD A DPA PD }
....................... , tanggal .........c.......
Disusun

Dokumen

Renstra PD

KEPALA PERANGKAT DAERAH................oc.l.
KABUPATEN MALANG
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E. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LKjIP merupakan rekapitulasi dari Laporan Triwulan yang

disampaikan oleh Pengguna Anggaran secara kumulatif.

1. Kewajiban Instansi Menyusun LKjIP

a.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh
Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk
Badan/Dinas/Bagian/Lembaga wajib menyusun perencanaan
strategis tentang program-program utama yang akan dicapai
selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pada setiap awal tahun anggaran, setiap Perangkat Daerah/Unit
Kerja Mandiri wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
dan Perjanjian Kinerja (PK) yang diperjanjikan kepada Bupati
Malang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang sebanyak 2 (dua) eksemplar beserta softcopy.
Pada akhir tahun anggaran, setiap Perangkat Daerah/Unit
Kerja Mandiri menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati dengan tembusan kepada
Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah sebanyak 2 (dua)
eksemplar beserta softcopy sebagai bahan LKPJ Bupati.

LKjIP yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (atau
maksimal akhir bulan Februari pada tahun berikutnya).
Sedangkan LKjIP yang disampaikan oleh Bupati kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur/Menteri Dalam
Negeri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka Inspektorat Daerah akan melakukan evaluasi
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah setiap
tahun setelah LKjIP disusun oleh masing-masing Unit Kerja yang
bersangkutan.

Sedangkan untuk sistematika penyusunan LkjIP,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistematika Penyusunan LKjIP:

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

BAB1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
B. Maksud dan Tujuan.
C. Gambaran Umum.
1. Organisasi Perangkat Daerah.
2. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.
D. Dasar Hukum.

E. Sistematika.

BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis.
1. Tuyjuan dan Sasaran.
2. Kebijakan dan Program.

B. Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun yang Dilaporkan.
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1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun yang
dilaporkan dengan Tahun Sebelumnya.
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode Renstra.
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan
Capaian Nasional.
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan
Solusi.
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
B. Realisasi Anggaran.

C. Prestasi Tahun ini.

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matriks Renstra.
Perjanjian Kinerja Tahun yang dilaporkan.
Rencana Kinerja Tahun yang dilaporkan.

Pengukuran Kinerja Tahun yang dilaporkan.

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. V.docx



20

KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama L ettt ettt ettt et ettt ettt e,

Jabatan ettt iee e e ettt ettt te ettt e te et eeaeaaeanaes

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama ettt ettt ettt e,

Jabatan : Bupati Malang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama
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Contoh Lampiran LKjIP

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah D eeecetietcetiettatcntinttntinttncintnnes
Tahun : 20.........
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Program Anggaran Keterangan
1 Rp.
2 Rp.
3 Rp.
Malang, .....ccceeuneuene 20.....
BUPATI MALANG KEPALA PERANGKAT DAERAH

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. V.docx



22

PENGUKURAN KINERJA (PK) Tahun 20.....

Sasaran
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Strategis
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Tahun 20..... : Rp.
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 20.... : Rp.
Malang, 20.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
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E. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI AKHIR TAHUN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
kepada Masyarakat. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah
tersebut disebutkan, bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan
kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
sedangkan di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan
pula bahwa LKPJ akhir masa jabatan Bupati (LKPJ AMJ) disampaikan
kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir.

Untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor
3 Tahun 2007 dimaksud, maka diwajibkan untuk seluruh Perangkat
Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun yang disampaikan
awal bulan Januari tahun bersangkutan kepada Bupati Malang
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran. Laporan
tahunan tersebut berisi laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik
untuk satuan kerja, dengan mencantumkan latar belakang kegiatan
tersebut, input, output, outcome, serta kendala yang dihadapi. Untuk

input dan output harus kualitatif sedang outcome cukup kuantitatif.
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REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN UNIT KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 20.....
DALAM RANGKA LKPJ BUPATI MALANG

INSTANSI: ..cccvviiniiinnininnccnncnnns
REALISASI
SAS <cs | INDIKATOR INDIKATOR OUTCOME PROGRAM
NO.| PROGRAM/KEGIATAN | PAGU (Rp) Rp) | OUTCOME KUANTITATIF | PERMASALAHAN/HAMBATAN | SOLUSI|  KET.
JUMLAH| % (RP) | ROGRAM | KUALITATIF

TARGET| REALISASI

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/(DEFISIT)
ANGGARAN

Malang, 20.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
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F. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

a. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dalam
Pasal 70 menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban
untuk memberikan LPPD kepada Pemerintah, dan memberikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada
masyarakat dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan  atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

c. Ruang Ilingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan
desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Adapun penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi 26 (dua
puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

d. LPPD Kabupaten disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur Jawa Timur selaku wakil Pemerintah Daerah.

e. LPPD wajib dilaporkan kepada Pemerintah sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut sesuai dengan permasalahan dan kebijakan
yang dilakukan di daerah sesuai dengan ketentuan.

f. LPPD Kabupaten Malang disediakan oleh Bagian Administrasi Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (31

Maret) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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g. Sistematika Penyusunan LPPD sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dijelaskan undang-undang tentang pembentukan

daerah yang bersangkutan.

B. Gambaran Umum Daerah

1.

Kondisi Geografis Daerah.

Terdiri dari batas administrasi daerah, luas wilayah,
topografis dan hal lain yang dianggap perlu.
Gambaran Umum Demografis.

Dijelaskan jumlah penduduk, komposisi penduduk
menurut jenis kelamin, struktur wusia, jenis

pekerjaan, dan pendidikan.

3. Kondisi Ekonomi;

a. Potensi Unggulan Daerah.
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun
terakhir).

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
A. Visi dan Misi.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.

C. Prioritas Daerah.

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1.

Rincian Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana
Masing-masing Urusan Wajib.

Rincian Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana
Masing-masing Urusan Pilihan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.
Ringkasan Perangkat Daerah yang memuat nama
atau nomenklatur, susunan organisasi masing-
masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas,
badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain

sesuai ketentuan peraturan daerah.

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1.

Program dan Kegiatan.
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Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Urusan Wajib.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah  Pejabat  Struktural dan
Fungsional.

Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Proses Perencanaan Pembangunan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
(lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).
Permasalahan dan Solusi.

Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan.

C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

> LN

9.
10.

Program dan Kegiatan.

Realisasi Program dan Kegiatan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Urusan Pilihan.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan
Fungsional.

Alokasi Realisasi Anggaran.
ProsesPerencanaanPembangunanyang Dilaksanakan
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
(lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).
Permasalahan dan Solusi.

Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan.

D. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1.

2.

Tataran Pengambil Kebijakan (III.1).

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja
IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut
untuk pemerintah kabupaten menggunakan format
Lampiran III. 1. (terlampir).

Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi
Umum (II1.2).

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja
terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan,
untuk pemerintah kabupaten menggunakan Format

Lampiran Lampiran III. 2. (terlampir).
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3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian

Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja
terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan
Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan
untuk pemerintah kabupaten menggunakan Format

Lampiran III. 3 (terlampir).

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1.

o gk b

9.
10.

Dasar Hukum.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas
Pembantuan.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
(lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).
Permasalahan dan Solusi.

Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

1.
2.

Dasar Hukum.

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui
tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa
Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk
Kabupaten/Kota.

Sumber dan Jumlah Anggaran.

Sarana dan Prasarana.

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

a s b

Daerah yang Diajak Kerjasama.

Dasar Hukum.

Bidang Kerjasama.

Nama Kegiatan.

Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar

Daerah.
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Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan.

Sumber dan Jumlah Anggaran.

Jangka Waktu Kerja Sama.

Hasil (Output) dari Kerja Sama.

Permasalahan dan Solusi.

Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.

B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

a s b

10.
11.

Mitra yang Diajak Kerja Sama.

Dasar Hukum.

Bidang Kerja Sama.

Nama Kegiatan.

Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah
Dengan Pihak Ketiga.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan.

Sumber dan Jumlah Anggaran.

Jangka Waktu Kerja Sama.

Hasil (Output) dari Kerja Sama.

Permasalahan dan Solusi.

Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

a s b

10.

Forum Koordinasi.

Materi Koordinasi.

Instansi Vertikal yang Terlibat.

Sumber dan Jumlah Anggaran.

Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan
Instansi Vertikal Di Daerah.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan.

Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan.
Hasil dan Manfaat Koordinasi.

Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.

Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1.

Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila
ada).

Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian
(selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut).
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Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas
Wilayah.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1.
2.

8.

Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.
Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/ Kota).

Sumber dan Jumlah Anggaran.

Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan
Bencana.

Perangkat Daerah yang Menangani Bencana.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan.

Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani
Bencana (apabila ada).

Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1.
2.

o g kW

Jenis Kawasan Khusus.

Status Kepemilikan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah,
BUMN, swasta dan/atau kerja sama) dan Dasar
Hukum Penetapannya.

Sumber Anggaran.

Permasalahan yang Dihadapi.

Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.

Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA,
anarkisme, separatisme, atau lainnya).

Perangkat Daerah yang Menangani.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan.

Penanggulangan dan Kendalanya.

Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam
Penanggulangan.

Sumber dan Jumlah Anggaran.

BAB VI PENUTUP
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Format IKK III. 1

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD KABUPATEN MALANG TAHUN 20....

NO.

ASPEK

FOKUS

No.

IKK .

IKK

RUMUS/PER
HITUNGAN

JENIS DATA
(TAHUN 2015)

SATUAN ELEMEN
DATA

LPPD

ELEMEN
DATA

CAPAIAN
KINERJA

CATATAN/
SUM BER
DATA LAIN

PD YANG
MENANGANI
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Format IKK III. 2

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 20....

URUSAN:
1
2 ietececrssccssessseesssonses
JENIS DATA SATUAN LD
NO. ASPEK NO. IKK IKK RUMUS/PERHITUNGAN ELEMEN URUSAN I URUSAN II CATATAN
(TAHUN 201 5) DATA ELEMEN CAPAIAN ELEMEN CAPAIAN
DATA KINERJA DATA KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 ) 9 10 11 12
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Format IKK III. 3

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 20......

LPPD

NO. Urusan IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN ELEMEN CAPAIAN KETERANGAN
DATA KINERJA
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Format LPPD (Anggaran)
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG
PER ......cccc.0e 20.....
ANGGARAN SETELAH P.APBD REALISASI
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
BELANJA o
NO; PD TIDAK JUMLAH (Rp)| °ZATWA JUMLAH (Rp) % KET.
LANGSUNG IJ BARANG
PEGAWAI | BARANG DAN MODAL LANGSUNG | PEGAWAI DAN JASA MODAL
(Rp) JASA (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B2 13 14

Malang,

20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PER

Format LPPD (SOP)

KODE

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS SOP

PD SURVEY (IKM)

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

TOTAL SELURUHNYA

Malang, 20....
KEPALA PERANGKAT DAERAH
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Format LPPD (Pegawai)

DATA KEPEGAWAIAN KABUPATEN MALANG

SAMPAI AKHIR ............. 20....
JABATAN JABATAN
URUSAN PEMERINTAH JABATAN
'| KODE’ STRUKTURAL YANG | STRUKTURAL ’ STAF "TOTAL " % *  KET.
DAERAH FUNGSIONAL
HARUS ADA YANG ADA
1 2 3 4 ) 6 7 8 9
JUMLAH
Malang, 20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
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Format LPPD (Pemeliharaan)|
BELANJA PEMELIHARAAN
KABUPATEN MALANG PER ............. 20......
ANGGARAN SETELAH PAPBD BELANJA REALISASI BELANJA
URUSAN PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN %
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp.)
BELANJA PEMELIHARAAN
URUSAN WAJIB
URUSAN PILIHAN
Malang, 20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
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Format LPPD (Aset)

RINCIAN ASET DAERAH MENURUT KONDISI TAHUN 20.....

BARANG (UNIT) NILAI (Rp)
PERANGKAT DAERAH RUSAK ATAU TIDAK RUSAK ATAU TIDAK KET.
BAIK JUMLAH BAIK JUMLAH
DIKUASAI DIKUASAI
URUSAN WAJIB
URUSAN PILIHAN
Malang, 20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
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G. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD) adalah bentuk informasi berbasis web kepada masyarakat,
yang merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
di upload oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
pada website Pemerintah Kabupaten Malang (www.malangkab.go.id)

yang telah mendapatkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

PEMBINAAN APARATUR

A. TUNJANGAN GAJI

1. Diberikan kepada PNS/CPNS yang mempunyai tanggungan
suami/istri dan anak (kandung, tiri, angkat) belum berumur 21
tahun dan tidak/belum pernah kawin, tidak mempunyai
penghasilan dan menjadi tanggungan PNS/CPNS yang
bersangkutan;

2. Telah berumur 21 tahun s/d 25 tahun, tetapi masih melanjutkan
pendidikan formal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
PTN/PTS dan menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan;

3. Diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak, kecuali
pada saat tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak
lebih dari 2 (dua) orang anak;

4. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibu yang terikat
pernikahan yang sah antara suami istri;

5. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh suami/istri dari
pernikahan terdahulu;

6. Anak angkat adalah anak orang lain yang telah diangkat oleh
PNS/CPNS dengan Keputusan Pengadilan Negeri dan hanya
mendapat 1 (satu) tunjangan Anak Angkat;

7. Pembuat Daftar Gaji ikut  bertanggung jawab  atas
kebenaran/kelengkapan persyaratan/dokumen pembayaran
tunjangan keluarga PNS/CPNS;

8. Penggajian berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.

B. DISIPLIN KERJA

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan
Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Pertimbangan Kepegawaian;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil;

g. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor: 10/SE/1981 tentang Tindakan Administratif dan
Hukuman Disiplin Terhadap Pengawai Negeri Sipil yang
Memiliki/Menggunakan [jazah Palsu/ASPAL;

h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 03 tahun 2015 tentang
Penanganan ljazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Ditindaklanjuti dengan
Instruksi Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penanganan [jazah Palsu Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, antara lain memuat kewajiban, larangan, dan
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah
terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin
dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal
dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa
yang akan datang.

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. Hukuman disiplin ringan:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Hukuman disiplin sedang:
- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
- penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
tahun.

c. Hukuman disiplin berat:

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
tahun;

- pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah;

- pembebasan dari jabatan;
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- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;
- pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas disebutkan jenis
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu
pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian
dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan
batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum
telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan
hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau
berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan
oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar
belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Pejabat yang berwenang memberikan hukuman /sanksi adalah:

a. Presiden, bagi yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan
jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya
menjadi wewenang Presiden.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi:

-  PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama
(Eselon I) di lingkungannya, fungsional tertentu jenjang
utama di lingkungannya, fungsional umum golongan ruang
IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya, Pimpinan
Tinggi Madya (Eselon II) dan fungsional tertentu jenjang
Madya dan Penyelia di lingkungannya, Pimpinan Tinggi
Madya (Eselon II) di lingkungan instansi vertikal dan
pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, fungsional
umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang
IV/c di lingkungannya, Administrator (Eselon III) ke bawah,
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di
lingkungannya, fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya;

- PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki
jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Eselon I), fungsional
tertentu jenjang Utama, fungsional umum golongan ruang
IV/d dan golongan ruang IV/e, Pimpinan Tinggi Madya
(Eselon II) ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya
dan Penyelia ke bawah;

- PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Eselon I),
fungsional tertentu jenjang Utama, fungsional umum
golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, Pimpinan
Tinggi Madya (Eselon II) dan fungsional tertentu jenjang
Madya, fungsional umum golongan ruang IV/a sampai
dengan golongan ruang IV/c, Administrator (Eselon III) ke
bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia
ke bawah, fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah;
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PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Eselon I),
Pimpinan Tinggi Madya (Eselon II) ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Utama ke bawah, fungsional umum
golongan ruang IV/e ke bawah, PNS yang diperbantukan ke
luar instansi induknya yang menduduki jabatan Pimpinan
Tinggi Madya (Eselon II) ke bawah, jabatan fungsional
tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang IV/e ke bawah, PNS yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri, PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan pada negara lain atau badan internasional,
atau tugas di luar negeri.

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama (Eselon I) dan pejabat yang

setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya
(Eselon 1I), fungsional tertentu jenjang Madya dan
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang [IV/c di lingkungannya, Jabatan
Administrator (Eselon III), fungsional tertentu jenjang Muda
dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/b
sampai dengan III/d di lingkungannya;

PNS yang dipekerjakan atau  diperbantukan  di
lingkungannya yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi
Madya (Eselon 1II), jabatan fungsional tertentu jenjang
Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c;

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan Administrator (Eselon III), jabatan
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang IlI/b sampai dengan
golongan ruang III/d.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon II) dan pejabat yang

setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

PNS yang menduduki jabatan Administrator (Eselon III),
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
fungsional umum golongan ruang IlI/c dan golongan ruang
II/d di lingkungannya; Jabatan Pengawas (Eselon IV),
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya,;

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan Administrator (Eselon III), jabatan
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang IlI/c dan golongan
ruang III/d;

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. VLdoc



€.

- PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan Pengawas (Eselon 1V), jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang
II/c sampai dengan golongan ruang III/b.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon II) yang atasan

langsungnya:

- Pejabat Pembina Kepegawaian;

- Pejabat Pimpinan Tinggi Utama (Eselon I) yang bukan
Pejabat Pembina Kepegawaian.

Menetapkan penjatuhan disiplin bagi PNS yang menduduki

jabatan Pengawas (Eselon IV) ke bawah, jabatan fungsional

tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan

fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di

lingkungannya.

Pejabat Administrator (Eselon III) dan pejabat yang setara

menetapkan hukuman disiplin bagi:

-  PNS yang menduduki jabatan Pengawas (Eselon IV),
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang IlI/b di lingkungannya;
fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan
golongan ruang II/b di lingkungannya;

- PNS yang dipekerjakan atau  diperbantukan  di
lingkungannya yang menduduki jabatan Pengawas (Eselon
IV), jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b;

- PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang
[I/a dan golongan II/b.

Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan pejabat yang setara

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

-  PNS yang menduduki jabatan staf, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b
dilingkungannya; fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d;

- PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan  di
lingkungannya, yang menduduki jabatan staf, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b;
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PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d.

Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan

hukuman disiplin bagi:

PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah
Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang
menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di
Provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah
Kabupaten /Kota.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya,
fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya,
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang
IV/e, Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya,
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang IV/c di lingkungannya, Administrator
(Eselon III) ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda
dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, fungsional umum
golongan ruang IlI/d ke bawah di lingkungannya;

PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki
jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota, fungsional
tertentu jenjang Utama, fungsional umum golongan ruang
IV/d dan golongan ruang IV/e, Pimpinan Tinggi Pratama
(Eselon II) ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya
dan Penyelia ke bawah;

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,
fungsional tertentu jenjang Utama, fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV /e,
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan fungsional tertentu
jenjang Madya, Administrator (Eselon III) ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah,
fungsional umum golongan ruang IlI/c dan golongan
ruang III/d;

PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang
menduduki jabatan: Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) ke
bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah,
fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah;
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PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) ke
bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah serta jabatan fungsional umum golongan IV/e ke
bawah;

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara
lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan

hukuman disiplin bagi:

PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(Eselon II) di lingkungannya; Administrator (Eselon III),
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
fungsional umum golongan ruang IlI/c dan golongan ruang
II/d di lingkungannya; Jabatan Pengawas (Eselon IV),
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya,;

PNS yang dipekerjakan atau  diperbantukan  di
lingkungannya yang menduduki jabatan Administrator
(Eselon III), jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang
III/c dan golongan ruang III/d;

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan Pengawas (Eselon 1V), jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang
II/c sampai dengan golongan ruang III/b.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon II) menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:

PNS yang menduduki jabatan Administrator (Eselon III),
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
fungsional umum golongan ruang IlI/c dan golongan ruang
II/d di lingkungannya; Jabatan Pengawas (Eselon IV),
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya;

PNS yang dipekerjakan atau  diperbantukan  di
lingkungannya yang menduduki jabatan Administrator
(Eselon III), jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang
[II/c dan golongan ruang III/d;

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan Pengawas (Eselon 1V), jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang
II/c sampai dengan golongan ruang III/b.
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l. Pejabat Administrator (Eselon III) menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:

-  PNS yang menduduki jabatan Pengawas (Eselon IV),
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya;
fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan
golongan ruang II/b di lingkungannya;

- PNS yang dipekerjakan atau  diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan Pengawas (Eselon
IV), jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.

- PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.

m. Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

-  PNS yang menduduki jabatan staf, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di
lingkungannya; fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang [/d;

- PNS yang dipekerjakan atau  diperbantukan  di
lingkungannya yang menduduki jabatan staf, fungsional
tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan
golongan ruang II/b;

- PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d.

4. Tata cara pemberian sanksi:

a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil
secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan
pemeriksaan;

b. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan
langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin;

c. Yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin adalah
atasan langsung dan wajib melaporkan secara hierarki disertai
berita acara pemeriksaan;

d. Khusus wuntuk pelanggaran disiplin yang ancaman
hukumannya penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan
kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan dalam
jabatan yang lebih rendah, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat dapat
dibentuk Tim Pemeriksa;
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e. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat
yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;

g. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

5. PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat
negara, pejabat komisioner atau anggota lembaga non struktural,
dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan
kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk kepentingan peradilan
seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu
kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh
pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat
penahananya harus dikenakan pemberhentian sementara.
Ketentuan ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang PNS yang
oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena
didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang
tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang
dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan
atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat
serta wibawa pegawai itu.

Kepada PNS yang dikenakan pemberhentian sementara:

a. Jika terdapat petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah
melakukan pelanggaran yang dilakukan, diberikan gaji sebesar
50% dari gaji pokok yang diterima terakhir;

b. Jika belum terdapat petunjuk yang jelas tentang
pelanggarannya didakwakan, diberikan gaji sebesar 75% dari
gaji pokok yang diterimakan terakhir pada bulan berikutnya.

Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai

hukum tetap, maka kepada yang bersangkutan diberikan sangsi

berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas dasar Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

6. PNS yang meninggalkan tugas dan tidak menaati ketentuan jam
kerja yang dihitung kumulatif mulai 5 hari kerja serta sering
terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan
yang sah, setelah dihitung sejumlah 7,5 jam dikonversi sama
dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam tahun yang sama
akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menjatuhkan  hukuman  disiplin  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.
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Berikut ini Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak
masuk dinas:

TIDAK MASUK

NO. HUKUMAN DISIPLIN KATEGORI
DINAS
5 hari Teguran Lisan
6 — 10 hari Teguran Tertulis ]
Ringan
11 - 15 hari Pernyataan Tidak Puas secara
Tertulis
4 16 — 20 hari Penundaan kenaikan Gaji
Berkala selama 1 tahun
5 21 - 25 hari Penundaan kenaikan Pangkat
selama 1 tahun
Sedang
6 26 — 30 hari Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah selama 1 tahun
7 31 - 35 hari Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah selama 3 tahun
8 36 — 40 hari Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
9 41 - 45 hari Pembebasan Jabatan
10 | > 46 hari Pemberhentian dengan Berat

Hormat tidak atas Permintaan
Sendiri atau pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai
PNS

7. PNS yang meninggalkan kewajiban untuk masuk kerja dan
mentaati ketentuan jam kerja setelah dihitung secara kumulatif
dan konversi jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja
atau lebih sampai dengan akhir tahun berjalan, PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh
pejabat yang berwenang.

8. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin. @ Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut akan dijatuhi
hukuman disiplin oleh atasannya dengan hukuman yang sama
dengan bawahannya.

9. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan
beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1
(satu) jenis hukuman disiplin yang terberat, setelah
mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.
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10. PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS

11.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian PNS, maka PNS yang bersangkutan pada dasarnya
sudah tidak dijjinkan masuk kerja kembali terhitung tanggal
pemberhentiannya sebagai PNS.

Dalam melakukan pembinaan disiplin jam kerja di seluruh
jajaran instansi masing-masing, agar dilaksanakan pengawasan
dan pengendalian terhadap tertib pengisian/penandatangan daftar
hadir pegawai. Sebelum pelaksanaan kerja, didahului mengisi
daftar hadir pegawai, dan mengikuti apel pagi. Selanjutnya daftar
hadir mingguan diserahkan setiap hari Jum’at siang dan
rekapitulasi daftar hadir diserahkan setiap akhir bulan kepada
Badan Kepegawaian Kabupaten Malang.

Segenap pegawai diwajibkan mentaati ketentuan tentang jam kerja
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2013 sebagai
pengganti Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005
tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang adalah:

Untuk 5 (lima) hari kerja:

- Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 — 16.00 WIB
- Hari Jum’at : pukul 08.00 - 15.00 WIB
- Waktu Sholat Jum’at : pukul 11.30 - 13.00 WIB

Khusus hari Jum’at dilaksanakan Senam pagi dimulai pukul
07.30 WIB.
Untuk 6 (enam) hari kerja:

- Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 - 15.00 WIB
- Hari Jum’at : pukul 07.30 - 11.00 WIB
- Hari Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 WIB

Khusus untuk hari Jum’at, pelaksanaan senam pagi diatur

sebagai berikut:

a. Untuk karyawan/karyawati pada Perangkat Daerah yang ada di
lingkungan Kantor Bupati Jl. KH. Agus Salim No. 7 Malang agar
mengikuti senam pagi yang diselenggarakan di halaman
Pendopo Agung Kabupaten Malang;

b. Untuk karyawan /karyawati pada Perangkat Daerah yang ada di
lingkungan Kantor Bupati Jl. R. Panji No. 158 Kepanjen agar
mengikuti senam pagi yang diselenggarakan di belakang
Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen;

c. Untuk Perangkat Daerah yang lain, agar menyelenggarakan
kegiatan senam pagi di lingkungan kantor masing-masing.

Apabila terdapat Karyawan/Karyawati (PNS/Tenaga Kontrak) pada

unit kerja yang tidak mentaati ketentuan jam kerja dan

pelaksanaan apel pagi serta senam pagi pada hari Jum’at, akan
dilakukan tindakan tegas sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.
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12. Adapun unit kerja/petugas yang dikecualikan dari ketentuan
5 (lima) hari kerja yaitu:

a. Lembaga Pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD), sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA);

b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi
proses belajar mengajar;

c. Rumah Sakit Daerah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;

d. Petugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

13. Menanamkan sikap disiplin pada seluruh pegawai dengan
mewajibkan para Kepala Perangkat Daerah di semua tingkatan
untuk memberikan teladan dan ketaatan disiplin jam kerja, serta
melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaannya dan

mengambil langkah-langkah tindakan administratif secara tepat.

C. PAKAIAN SERAGAM

1. Pakaian seragam merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai
oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malang.

a. Pakaian Dinas Harian (PDH):
1) PDH warna khaki:

- PDH dipergunakan atau berlaku bagi Bupati dan Wakil
Bupati dalam melaksanakan tugas sehari-hari, beserta
atribut dan kelengkapannya;

- PDH dipakai oleh Pejabat dan Pegawai yang
melaksanakan tugas sehari-hari, beserta atribut dan
kelengkapannya;

- PDH dipakai oleh Camat dan Lurah yang melaksanakan
tugas sehari-hari, beserta atribut dan kelengkapannya;

- Berupa kemeja lengan pendek dan celana panjang/rok
warna khaki;

- Bagi wanita berkerudung, memakai kemeja lengan
panjang dan rok panjang warna khaki;

- PDH untuk wanita hamil menyesuaikan;

- PDH warna khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
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PDH kemeja putih:

- Pakaian kemeja putih lengan panjang/pendek, celana
panjang/rok hitam atau gelap beserta atribut dan
kelengkapannya;

- Bagi wanita berkerudung, memakai kemeja lengan
panjang putih dan rok panjang warna gelap;

- PDH untuk wanita hamil menyesuaikan,;

- PDH Kemeja warna putih dipakai setiap hari Rabu.

PDH batik:

- Pakaian kemeja batik lengan pendek motif bebas, celana
panjang/rok hitam atau gelap beserta atribut dan
kelengkapannya,;

- PDH batik dipakai setiap hari Kamis;

- Pakaian batik seragam = Pemerintah  Kabupaten
Malang/bebas beserta atribut dan kelengkapannya
dipakai setiap hari Jum’at setelah olahraga.

Pakaian Dinas Khusus (PDK) dipakai oleh Pejabat dan

Pegawai pada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Perizinan, Rumah Sakit/Kesehatan, Pendapatan,

Kebencanaan, Keprotokolan, Perhubungan, Ketentraman

dan Ketertiban, dan Pemadam Kebakaran.

Pakaian Sipil Harian (PSH):

1)
2)

3)

4)

Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat;

Dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk
keperluan lainnya yang bersifat umum;

PSH terdiri dari jas lengan pendek dan celana panjang/rok
warna sama, dengan kelengkapan;

PSH wanita berkerudung dan/atau wanita hamil,

menyesuaikan.

Pakaian Sipil Resmi (PSR):

1)
2)

3)

4)

Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat;

Dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara
kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di
malam hari;

PSR terdiri dari jas lengan panjang dan celana panjang/rok
warna sama, kemeja dengan dasi panjang dan
kelengkapan;

PSR wanita berkerudung dan/atau wanita hamil,

menyesuaikan.
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d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL):

1)
2)

3)

4)

Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat;

Dipakai untuk menghadiri upacara-upacara resmi
kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri;

PSL terdiri dari jas lengan panjang warna gelap dan celana
panjang/rok warna sama, kemeja dengan dasi panjang dan
kelengkapan;

PSL wanita berkerudung dan/atau wanita hamil,

menyesuaikan.

e. Pakaian Dinas Upacara (PDU):

1)

2)

3)

Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi
Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah dipakai dalam
upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari
besar lainnya;

PDU terdiri atas kemeja putih, dasi hitam polos, jas putih
dengan kancing warna kuning emas, celana panjang/rok
putih, topi hitam dan kelengkapan atribut;

PDU wanita berkerudung dan/atau wanita hamil,

menyesuaikan.

f. Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang:

1)

3)

Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang dipakai oleh

Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat

Eselon II dan Pejabat Administrator/Pejabat Eselon Illa

selaku unsur pimpinan pada waktu melaksanakan tugas

tertentu;

Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang terdiri dari;

- Kemeja khaki lengan panjang, kerah berdiri dan celana
panjang/rok warna khaki;

- Kemeja putih lengan panjang, kerah berdiri dan celana
panjang/rok warna hitam/gelap;

- Kemeja putih lengan panjang, kerah berdiri dan celana
panjang/rok warna coklat tua;

- Kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan celana
panjang/rok warna abu-abu;

Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang wanita

berkerudung dan/atau wanita hamil, menyesuaikan.

g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL):

1)

2)

3)

Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan
yang bersifat teknis;

PDL terdiri dari kemeja lengan panjang warna khaki dan
celana panjang warna khaki;

PDL wanita berkerudung dan/atau wanita hamil,

menyesuaikan.
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h. Pakaian KORPRI:

1) Dipakai setiap tanggal 17 atau pada upacara/acara
lainnya;

2) Kemeja lengan panjang dengan motif dan warna sesuai
ketentuan perundang-undangan, celana panjang/rok
warna biru dongker;

3) Pemakaian seragam lengkap dengan songkok hitam (pria
dan wanita);

4) Pakaian KORPRI wanita berkerudung dan/atau wanita

hamil, menyesuaikan.

i. Pakaian Olah Raga:

1) Dipakai setiap hari Jum’at pada saat kegiatan olah raga;

2) Pakaian Olah Raga terdiri dari bahan kaos, lengan panjang
atau pendek berkerah, warna dasar bebas, celana panjang
berbahan kaos (training) bukan jenis jeans, dan sepatu olah
raga;

3) Pakaian Olah Raga wanita berkerudung dan/atau wanita
hamil, menyesuaikan.

2. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja,
pakaian menyesuaikan dan khusus guru menggunakan pakaian
organisasi/PGRI.

3. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang Nomor:
065/59/35.07.034/2017 tentang Penggunaan Kerudung dan
Pakaian Dinas Harian Wanita pada hari Jum’at, disampaikan
hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi wanita yang menggunakan kerudung:
- Hari Senin dan Selasa menggunakan kerudung warna khaki
(polos/tidak bermotif);
- Hari Rabu menggunakan kerudung warna biru Korpri
(polos/tidak bermotif);

- Hari Kamis dan Jum’at menggunakan kerudung warna

senada dengan baju (polos/tidak bermotif);

- Hari Sabtu menggunakan kerudung warna senada dengan

baju (polos/tidak bermotif).
b. Khusus pengguna PDH batik bagi wanita pada hari Jum’at
menggunakan rok warna gelap (polos/tidak bermotif) setinggi

mata kaki.
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4. Bupati atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pemakaian pakaian dinas.

D. TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR

1.

Bagi PNS yang ditunjuk/ditetapkan mengikuti pendidikan yang

lebih tinggi dengan status Tugas Belajar maupun [jin Belajar

berpedoman pada ketentuan:

a.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 802/303/SJ tanggal

9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar PNS;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian

Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen

Pendidikan Nasional Nomor: 595/D5.1/T/2007 tentang

Larangan "Kelas Jauh”;

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal

13 Maret 1997 Nomor: 895.3/2920/042/1997 perihal

Penegasan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal

29 Juni 2001 Nomor: 895.1/6460/032/2001 tentang

Penerbitan Surat Izin Belajar dan Surat Keputusan Izin

Belajar PNS;

Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Maret 2002 Nomor:

895.1/2493/032/2002 perihal Pengajuan Izin Belajar, Juncto

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal

13 Maret 1997 Nomor: 895.3/2920/042/1997 perihal

Penegasan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS, sebagai

berikut:

- PNS yang ditunjuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
dengan status tugas belajar dibebaskan dari jabatan
dan/atau tugas sehari-hari;

- PNS yang diizinkan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
dengan status izin belajar tidak dibebaskan dari jabatan
dan/atau tugas sehari-hari.

Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tugas

Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang.
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2. Bagi mahasiswa tugas belajar/izin belajar yang ditunjuk/ditetapkan
karena suatu hal dan menghentikan pendidikan dan/atau tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kepadanya
dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin
disamping harus mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan
yang dikeluarkan baginya melalui pemotongan gaji/pensiun setiap
bulan sebesar 25% dari jumlah yang diterima.

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018
STANDAR BIAYA UMUM
A. STANDAR HONORARIUM PERBULAN
1. Honorarium Pengelola Keuangan
BIAYA TA.
URAIAN SATUAN 2018
(Rp)
1 2 3
1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN
Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 250.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 380.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 445.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 565.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 630.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 690.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rpl10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 765.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 890.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 1.140.000,00
1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 190.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 290.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 350.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 380.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00  s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 445.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 545.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rp10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 630.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d  Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 765.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 890.000,00
1.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 220.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 325.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 380.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 445.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 570.000,00
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Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 630.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rp10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 765.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d  Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 890.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 1.015.000,00
1.4. PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 160.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 225.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 250.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 350000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 380.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 445.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rp10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 570.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d  Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 630.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 765.000,00
1.5. STAF PENGELOLA
Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 125.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 190.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 225.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 250.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 285.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 320.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 350.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rp10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 410.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d  Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 565.000,00
1.6. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)
Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 180.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 270.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 320.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 360.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 410.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 445.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rp10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 605.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d  Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 765.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 890.000,00
1.7. BENDAHARA PENERIMA
Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 180.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 270.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 320.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 360.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 410.000,00
Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 445.000,00
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g. Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
h. Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rp10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 605.000,00
i. Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d  Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 765.000,00
j. Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 890.000,00

1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI,
JURU BAYAR GAJI DAN SIMDA)

a. Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 125.000,00
b. Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 190.000,00
c. Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 225.000,00
(31. Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d RpSO0.000.000,0Q Orang/Bulan_ 250.000300
e. Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 285.000,00
f. Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 320.000,00

Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 350.000,00
h. Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rp10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 410.000,00
i. Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d  Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
j- Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 565.000,00

1.9. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

a. Nilai Pagu dana s/d Rp50.000.000,00 Orang/Bulan 125.000,00
b. Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 | Orang/Bulan 190.000,00
c. Nilai Pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 | Orang/Bulan 225.000,00
d. Nilai Pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Orang/Bulan 250.000,00
e. Nilai Pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00 | Orang/Bulan 285.000,00
f. Nilai Pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Orang/Bulan 320.000,00

Nilai Pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00 | Orang/Bulan 350.000,00
h. Nilai Pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s/d  Rpl10.000.000.000,00 | Orang/Bulan 410.000,00
i. Nilai Pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s/d Rp50.000.000.000,00 | Orang/Bulan 505.000,00
j. Nilai Pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 Orang/Bulan 565.000,00

Catatan:

e Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola

Keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui

10% dari pagu

kegiatan kecuali untuk kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan;

e Honorarium diberikan hanya selama kegiatan berlangsung;

Tidak diperkenankan menambah struktur baru dalam pelaksanaan

kegiatan;
Khusus untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan
(PPTK)/ Pelaksanan Kegiatan (PK) yang lebih dari satu kegiatan,

honorarium dihitung secara kumulatif namun untuk waktunya diambil
yang terpanjang dari kegiatan tersebut.
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2. Standar Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa

BIAYA TA
URAIAN SATUAN
2018 (Rp)
2.1. | Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Rp50 juta Orang/Bulan 350.000,00
sampai dengan RpS00 juta atau Jasa
konsultan Rp50 juta s/d Rp200 juta
2.2. | Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa di atas | Orang/Bulan 450.000,00
Rp500 juta atau Jasa Konsultan di atas
Rp200 juta
3. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang
PENGURUS/ :EE&%?JSU/
URAIAN SATUAN PENYIMPAN PENYIMPAN
BARANG (Rp) | BARANG (Rp)
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta OB 100.000,00 75000,00
Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar OB 125.000,00 75000,00
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar OB 150.000,00 100.000,00
Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar OB 200.000,00 125.000,00
Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar OB 250.000,00 150.000,00
Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar OB 300.000,00 175.000,00
Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar OB 350.000,00 200.000,00
4.Honorarium Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
BIAYA TA.
URAIAN SATUAN
2018 (Rp)
4.1. | Ketua OB 500.000,00
4.2. | Sekretaris OB 400.000,00
4.3. | Anggota OB 300.000,00
4.4. | Koordinator Pokja OB 300.000,00
4.5. | Anggota Pokja OB 250.000,00
5. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah
BIAYA TA.
URAIAN SATUAN
2017 (Rp)
5.1. | Penanggung Jawab Oter 400.000,00
5.2. | Redaktur Oter 300.000,00
5.3. | Editor Oter 250.000,00
5.4. | Desain Grafis Oter 180.000,00
5.5. | Photographer Oter 180.000,00
5.6. | Sekretariat Oter 150.000,00
5.7. | Pembuat Artikel Halaman 100.000,00

6. Standar Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

Tim/Panitia yang dibentuk Perangkat Daerah pada masing-masing
kegiatan, manakala anggota Tim dari lintas Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan dalam lingkungan
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah dan pembiayaannya dibebankan pada masing-masing

kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
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101 Juta .
NILAI KEGIATAN (Rp) < 100 Juta s/d “ a!::tsaSOO
P (Rp) 500 juta :Rp)
(Rp)
Pelindung 320.000,00 380.000,00 445.000,00
Penasehat 290.000,00 350.000,00 410.000,00
Pengarah 250.000,00 320.000,00 380.000,00
Ketua 190.000,00 250.000.00 320.000,00
Wakil Ketua 150.000,00 225.000,00 275.000,00
Sekretaris 125.000,00 190.000,00 250.000,00
Anggota/Kelompok Kerja 100.000,00 125.000,00 160.000,00

Catatan:

e Manakala besaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberlakukan,
maka honorarium Tim/Panitia Kegiatan dihapus, kecuali untuk Tim
yang bersifat spesifik (Tim yang tugasnya bukan menjadi Tupoksi
dari Perangkat Daerah melainkan untuk menunjang program
Pemerintah Daerah).

e Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dalam regulasi

tersendiri.

7. Standar Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

URAIAN SATUAN BIAYA TA. 2018
(Rp)
Kepala Unit Layanan Pengadaan Orang/Bulan 1.500.000,00
Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Orang/Bulan 1.250.000,00
Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Orang/Bulan 900.000,00

8. Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (PP) Barang/Jasa

a. Konstruksi

Per Orang Per Paket /| OP

>2,5
> 200 Juta > 500 > 1 Milyar . >
URAIAN s/ds0 | > S0Juta s/d Jutas/d | s/d2,5 | Milvars/d | g picar
s/d 200 . . 5 Milyar
Juta (Rp) Juta (Rp) 500 Juta 1 Milyar Milyar (Rp) (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Ketua/PP 150.000,00 | 200.000,00 | 275.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 | 550.000,00 | 650.000,00
Sekretaris 125.000,00 | 175.000,00 | 250.000,00 | 325.000,00 | 425.000,00 | 525.000,00 | 625.000,00
Anggota 100.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00
b. Non Konstruksi
Per Orang Per Paket / OP
> 2,5
> 200 Juta > 500 > 1 Milyar O
URAIAN s/jas0 | > 50Juta s/d Jutas/d | s/d2,5 | Mars/d | g yhvar
s/d 200 N . 5 Milyar
Juta (Rp) Juta (Rp) 500 Juta 1 Milyar Milyar (Rp) (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Ketua/PP 145.000,00 | 195.000,00 | 270.000,00 | 345.000,00 | 445.000,00 | 545.000,00 | 645.000,00
Sekretaris 120.000,00 | 170.000,00 | 245.000,00 | 320.000,00 | 420.000,00 | 520.000,00 | 620.000,00
Anggota 100.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 | 295.000,00 | 395.000,00 | 495.000,00 | 595.000,00
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c. Jasa Konsultansi

Per Orang Per Paket /| OP

> 2,5
> 200 Juta > 500 > 1 Milyar o
URAIAN s/ds0 | > 50Juta s/d Jutas/d | s/d2,5 | Mars/d | goygvar
s/d 200 . . 5 Milyar
Juta (Rp) Juta (Rp) 500 Juta 1 Milyar Milyar (Rp) (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Ketua/PP 140.000,00 | 190.000,00 | 265.000,00 | 340.000,00 | 440.000,00 | 540.000,00 | 640.000,00
Sekretaris 115.000,00 | 165.000,00 | 240.000,00 | 315.000,00 | 415.000,00 | 515.000,00 | 615.000,00
Anggota 100.000,00 | 140.000,00 | 215.000,00 | 290.000,00 | 390.000,00 | 490.000,00 | 590.000,00

9. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

URAIAN SATUAN BIAYA TA. 2018
(Rp)

a. Ketua LPSE Orang/Bulan 1.000.000,00
b. Sekretaris LPSE Orang/Bulan 900.000,00
c. Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi Orang/Bulan 800.000,00
d. Koordinator Bidang Layanan Pengguna Orang/Bulan 800.000,00
e. Administrator PDE Orang/Bulan 750.000,00
f. Administrator Agency Orang/Bulan 700.000,00
g. Helpdesk Orang/Bulan 700.000,00
h. Trainer Orang/Bulan 700.000,00
i. Verifikator Orang/Bulan 700.000,00
j. Staf Pendukung Orang/Bulan 700.000,00

10.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Besarnya Insentif disesuaikan dengan pedoman yang berlaku atau
paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui,
pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran
berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran
berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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11. Pelaksanaan Kegiatan Peneliti

URAIAN SATUAN BIAYA TA.

2018 (Rp)
10.1. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari) oJ 38.000,00
10.2. Peneliti (maksimum 4 jam/hari) oJ 33.000,00
10.3. Pembantu Peneliti oJ 22.000,00
10.4. Pengolah Data Penelitian 1.270.000,00
10.5. Petugas Survey OR 7.000,00
10.6. Pembantu Lapangan OH 66.000,00
10.7. Koordinator Peneliti OB 400.000,00
10.8. Sekretariat Penelitian OB 280.000,00

12. Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi untuk Kegiatan

Intern

URAIAN SATUAN BIAYA TA.

2018 (Rp)
11.1. Pejabat Eselon I oJ 1.200.000,00
11.2. Pejabat Eselon II oJ 900.000,00
11.3. Pejabat Eselon III ke Bawah oJ 725.000,00
11.4. Moderator (ON] 600.000,00
11.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus oJ 1.200.000,00

*) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut
jumlah yang disepakati.

13. Penyuluh Non PNS
BIAYA TA.
URAIAN SATUAN
2018 (Rp)
12.1. SLTA OB 1.390.000,00
12.2. Sarjana Muda OB 1.570.000,00
12.3. Sarjana OB 1.750.000,00
12.4. Master/Doktor (S2/S3) OB 1.930.000,00
14. Instruktur
BIAYA TA.
URAIAN SATUAN
2018 (Rp)
13.1. Instruktur (Berstatus PNS) oJ 60.000,00
Sesuai Harga
13.2. Instruktur (Berstatus Non PNS) oJ
Pasaran Umum
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15. Biaya Khusus Pemeriksaan

Biaya khusus pemeriksaan pada Inspektorat Daerah berdasarkan
kegiatan Pemeriksaan Reguler, Non Reguler, Reviu, Evaluasi,
Penilaian Internal, Monitoring dan Evaluasi yang diberikan kepada
Penanggungjawab, Pengendali Kegiatan, Pengendali Mutu, Ketua Tim
dan Anggota Tim Pemeriksa diatur tersendiri dengan Keputusan

Bupati Malang.

B. STANDAR UPAH/ONGKOS KEGIATAN RUMAH TANGGA

1) Mengenai Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan

2)

3)

Pemerintah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan

anggaran yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Catatan:

a. Pemberian upah maksimal diberikan kepada pegawai tidak tetap
(Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

b. Untuk pegawai tidak tetap (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah, besaran upah disesuaikan dengan anggaran
yang telah dialokasikan pada program/kegiatan yang ada;

c. Pembayaran upah harus dibuktikan dengan Surat Keputusan
Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah.

Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Dinas paling tinggi sebesar

Rp300.000,00;

Kerja Lembur:

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja

dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan uang makan

yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Golongan I sebesar Rp8.000,00/jam;

b. Golongan II sebesar Rp10.000,00/jam;

c. Golongan III sebesar Rpl2.000,00/jam termasuk pajak
penghasilan;

d. Golongan IV  sebesar Rpl15.000,00/jam termasuk pajak
penghasilan;

e. Untuk Non PNS disetarakan Golongan I;

f. Uang Makan sebesar Rp30.000,00 pada setiap kali kerja lembur

selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih;
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4)

S)

6)

g. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari
besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus
persen) dari tarif lembur dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam kerja.
Catatan:

(1) Untuk biaya lembur disesuaikan dengan kebutuhan; dan
(2) Harus dilampirkan hasil kegiatan lembur.

Sewa Kendaraan hanya digunakan untuk penerimaan/kegiatan tamu

dan bersifat insidentil dan dilarang untuk kegiatan operasional

dengan ketentuan:

a. Pejabat setingkat Eselon I dan II Rp600.000,00/hari;

b. Pejabat setingkat Eselon III dan IV Rp480.000,00/hari.

Sewa kendaraan untuk mengangkut barang disesuaikan dengan

kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan

kewajaran.

Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan rapat yang tidak

membutuhkan akomodasi dilaksanakan di kantor, kecuali rapat yang

bersifat nasional atau yang melibatkan pejabat atau dengan
pertimbangan tertentu, yang sifat kegiatannya memerlukan
penyediaan akomodasi dan konsumsi, dapat dilaksanakan di hotel
dengan memperhatikan akses kepatutan dan kewajaran, dengan

ketentuan sebagai berikut:

HALFDAY FULLDAY FULLBOARD

JABATAN (Rp) (Rp) (Rp)

PEJABAT ESELON I DAN II 260.000,00[ 415.000,00( 770.000,00

PEJABAT ESELON III, ESELON 1V,210.000,00] 340.000,00; 600.000,00
STAF, HONORER/TENAGA KONTRAK,

PERANGKAT DESA DAN UNSUR
MASYARAKAT

7)

Untuk kegiatan Perangkat Daerah di luar penggunaan fasilitas milik
Pemerintah Daerah (di luar kantor), agar memperhatikan nilai besaran
tersebut diatas yang merupakan besaran maksimal dan disesuaikan

dengan kondisi riil di lapangan.

Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Kabupaten (Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Pejabat setingkat Menteri dan Gubernur):

a. Prasmanan VVIP (Presiden dan Wapres) Rp700.000,00

b. Prasmanan Rp250.000,00
c. Nasi kotak VIP RpS50.000,00
d. Kue-kue prasmanan VIP Rp60.000,00
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e. Kue-kue kotak VIP Rp40.000,00
f. Nasi tumpeng VIP Rp1.750.000,00
8) Hidangan rapat/kegiatan lainnya:

a. Prasmanan Rp70.000,00

b. Nasi kotak Rp35.000,00

c. Kue-kue prasmanan Rp20.000,00

d. Kue-kue kotak Rp17.500,00

e. Nasi tumpeng Rp900.000,00

C. STANDAR BIAYA
LATIHAN/PENDIDIKAN/RAPAT /SOSIALISASI/ BIMTEK

1. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di luar kantor:

a)

b)

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia bagi:

1. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3. Unsur lainnya seperti tenaga ahli.

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah
dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan
aspek wurgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi
dan efektifitas penggunaan Anggaran Daerah serta tertib anggaran
dan administrasi oleh penyelenggara.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan
fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah
tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan

Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
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c) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan

di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu

dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan besaran:

HALFDAY FULLDAY FULLBOARD .

JABATAN (Rp) (Rp) (Rp)
PEJABAT ESELON I DAN II 260.000,00| 415.000,00 | 770.000,00
PEJABAT ESELON III KEBAWAH 210.000,00| 340.000,00 | 600.000,00

Untuk kegiatan diluar kantor, agar selektif/dengan mengutamakan

penggunaan fasilitas milik negara,

dan besaran tersebut diatas

merupakan besaran maksimal, dan disesuaikan dengan kondisi riil di

lapangan.

2. Biaya penginapan peserta pendidikan, per hari, per orang ditetapkan

paling tinggi sebagai berikut:

STAF ESELON IV | ESELON III ESELON II

TEMPAT (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Dalam Kab. Malang 150.000,00[210.000,00|270.000,00| 360.000,00
Luar Kab. Malang 370.000,00|400.000,00|450.000,00 | 500.000,00

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di luar Badan Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Malang;

. Pejabat/Pegawai Negeri Non Pegawai Negeri yang ditugaskan untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam

wilayah Kabupaten (Malang Raya) atau di luar kota dapat

diberikan wuang harian per hari per orang dan pelaksanaan

pendidikan/kursus/penataran di luar/di dalam Kabupaten Malang

(Malang Raya) maksimal 1 (satu)/bulan (30 hari);

NO. PROVINSI SATUAN DIKLAT
(Rp)
1 ACEH OH 110.000,00
2 SUMATERA UTARA OH 110.000,00
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3 | RIAU OH 110.000,00
4 KEPUALUAN RIAU OH 110.000,00
S [JAMBI OH 110.000,00
6 SUMATERA BARAT OH 110.000,00
7 SUMATERA SELATAN OH 110.000,00
8 LAMPUNG OH 110.000,00
9 BENGKULU OH 110.000,00
10 | BANGKA BELITUNG OH 120.000,00
11 | BANTEN OH 110.000,00
12 | JAWA BARAT OH 130.000,00
13 D.K.I. JAKARTA OH 160.000,00
14 | JAWA TENGAH OH 110.000,00
15 | D.I. YOGYAKARTA OH 130.000,00
16 | JAWA TIMUR OH 120.000,00
17 | BALI OH 140.000,00
18 | NUSA TENGGARA BARAT OH 130.000,00
19 | NUSA TENGGARA TIMUR OH 130.000,00
20 KALIMANTAN BARAT OH 110.000,00
21 | KALIMANTAN TENGAH OH 110.000,00
22 KALIMANTAN SELATAN OH 110.000,00
23 | KALIMANTAN TIMUR OH 130.000,00
24 | KALIMANTAN UTARA OH 130.000,00
25 SULAWESI UTARA OH 110.000,00
26 | GORONTALO OH 110.000,00
27 | SULAWESI BARAT OH 120.000,00
28 | SULAWESI SELATAN OH 130.000,00
.29 S.ULAWESI TENGAH OH 110.000,00
30 | SULAWESI TENGGARA OH 110.000,00
31 | MALUKU OH 110.000,00
32 | MALUKU UTARA OH 130.000,00
33 | PAPUA OH 170.000,00
34 PAPUA BARAT OH 140.000,00
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4. Tarif Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan sebagai berikut:

TARIF
NO. NAMA DIKLAT RETRIBUSI
(Rp)
1. [ Diklat Kepemimpinan Tingkat II 30.000.000,00
2. | Diklat Kepemimpinan Tingkat III 22.000.000,00
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ‘ 18.000.000,00
4. | Diklat Pra Jabatan Golongan III 7.500.000,00
5. | Diklat Pra Jabatan Golongan II 6.000.000,00
6. | Diklat Pra Jabatan Golongan I 6.000.000,00
7. | Diklat Pra Jabatan Tenaga Honorer Kategori 1
dan/atau Kategori 2 4.000.000,00
8. | Diklat Teknis/Fungsional, lama pelaksanaan 4
. 4.450.000,00
(empat) hari
5. Pengajar/Penceramah /Pembina/Pelatih /Penyuluh/Pengarah/Instru
ktur/Narasumber/Penyaji/Pembicara dan lain-lain yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan honorarium
ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:
NO. | JENJANG PENDIDIKAN | BESARAN (Rp) KETERANGAN
1. Sarjana (S1) 250.000,00
Setinggi-tingginya
2 Pasca Sarjana (S2) 500.000,00 )
per orang/jam
3. Doktor (S3) 750.000,00 pelajaran @45 menit
4 Professor 1.000.000,00

*) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah

yang disepakati.

6. Honorarium Penyusunan Naskah /Pelajaran/Materi/Kegiatan/

Makalah sebagai bahan atau Hand Out Pengajar ditetapkan setinggi-
tingginya Rp150.000,00 per materi;

Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan
masing-masing setinggi-tingginya Rp15.000,00 per orang/peserta

per materi ujian;

8. Honorarium dalam rangka Observasi Lapangan/Praktek:

a. Pembimbing setinggi-tingginya sebesar Rp750.000,00 per

hari/per orang;
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9. Honorarium

b. Pendamping setinggi-tingginya

hari/per orang.

setinggi-tingginya:

Penyelenggara

14

sebesar Rp600.000,00 per

Pendidikan/Pelatihan  ditetapkan

a. Penanggung jawab penyelenggaraan sebesar Rp1.200.000,00 per

orang/perbulan/per kegiatan diklat;

b. Panitia Penyelenggara/Rekonsiliasi

Data/Pembantu Panitia

Penyelenggara sebesar Rp750.000,00 per orang/per bulan/per

kegiatan diklat.

D. STANDAR TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI:
a. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1

TAHUN
NO. KELOMPOK AHLI PENGALAMAN RUPIAH/BULAN
1 Ahli Muda 1-4 12.500.000,00
2 Ahli 5-8 15.500.000,00
3 Ahli Utama 9-12 19.500.000,00
13-16 23.500.000,00
4 Ahli Kepala
17 - 20 27.500.000,00
b. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3
TAHUN
NO. KELOMPOK AHLI PENGALAMAN RUPIAH/BULAN
1 | Ahli 1-4 17.000.000,00
2 | Ahli Utama 5-8 21.000.000,00
9-12 25.000.000,00
3 | Ahli Kepala 13-16 29.000.000,00
17 - 20 33.000.000,00
c. Tenaga Pendukung Per Bulan
HARGA
NO. PERSONIL SATUAN (Rp) KETERANGAN
Digunakan untuk jumlah
. tenaga konsultan dan
1 Office Manager 2.750.000,00 pendukung  minimal 20
orang
2 Sekretaris 1.500.000,00
Disesuaikan jenis kegiatan
3 Juru Gambar 1.500.000,00 | dan berpendidikan sekolah
kejuruan terkait
4 Operator Komputer 1.250.000,00
5 Pesuruh 1.100.000,00
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Penjaga 1.100.000,00

Asisten Muda

- (S2/S3 : 1 — 2 Tahun) 4.000.000,00
- (S1: 1 — 4 Tahun) 3.750.000,00
Teknisi
a. D3
- 1 -3 Tahun 2.500.000,00
- 4 -7 Tahun 3.350.000,00
- 8-11Tahun 4.500.000,00
- 12 -15 Tahun 6.500.000,00
- 16 -20 Tahun 8.200.000,00

b. SMK/D1/D2

- 3 -7 Tahun 2.200.000,00
- 8-11Tahun 3.250.000,00
- 12 -15 Tahun 4.500.000,00
- 16 - 20 Tahun 6.500.000,00

Catatan:

Penggunaan Standar Tenaga Ahli Bidang Penelitian/ Kajian/ Studi tersebut

di atas tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin.

. LANGGANAN TELEPON/LISTRIK/AIR

1. Biaya langganan telepon dan internet (bagi yang tidak terjangkau
jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk Perangkat Daerah
sebesar Rp6.600.000,00/tahun. Untuk Cabang Dinas dan UPTD
sebesar Rp3.960.000,00/tahun yang dibebankan pada Pasal/Pos
Ongkos Kantor Belanja Rutin Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom, kecuali
untuk Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban
tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta berdasarkan beban pemakaian telepon dan internet yang ada
dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;

. Biaya langganan listrik untuk masing-masing Perangkat Daerah yang
berdiri sendiri adalah sebesar Rp12.000.000,00/tahun, kecuali untuk
Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban tugas
sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta
berdasarkan beban pemakaian listrik yang ada dengan

memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
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3. Biaya langganan air (PDAM) adalah sebesar Rp2.640.000,00/tahun,
kecuali untuk Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan
publik/beban tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan
situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian air yang ada

dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

F. PEMELIHARAAN KENDARAAN, GEDUNG DAN RUMAH TANGGA

Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitasnya barang
daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala Unit/
Perangkat Daerah dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap
barang inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada Unit/
Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang
telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas

pelaksanaan pemeliharaan barang.

a. Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan dan Pengurusan

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah:

Harga Satuan

No. Nama Barang
per tahun (Rp)

A | Biaya Perbaikan Berat, Mesin serta Kelengkapan
Mobil dan Body

1. Jenis Bus Besar/Truk 20.000.000,00
2. Micro Bus/ Ligth Truck 15.000.000,00
3. Station Wagon/Sedan/Jeep 10.000.000,00
4. Pick-up 5.500.000,00
5. Sepeda Motor 1.500.000,00
B | Biaya Service (ganti oli, cuci, vet, dll) Kendaraan

Dinas

1. Jenis Bus Besar/Truk 4.800.000,00
2. Micro Bus/ Ligth Truck 4.230.000,00

3. Station Wagon/Sedan/Jeep 3.630.000,00
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4. Pick-up 3.630.000,00
5. Sepeda Motor 600.000,00
C | Biaya Pengecatan Berat (Total)
Kendaraan Dinas
1. Jenis Bus Besar/Truk 30.250.000,00
2. Micro Bus/ Ligth Truck 15.100.000,00
3. Station Wagon/Sedan/Jeep 7.250.000,00
4. Pick-up 7.850.000,00
5. Sepeda Motor 1.200.000,00
D [Biaya Pengurusan Surat-Surat Kendaraan (STNKB)
Disesuaikan dengan tarif resmi yang berlaku.

Keterangan:

1. Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut diatas merupakan biaya
tertinggi, apabila terjadi kelebihan pembiayaan ditanggung oleh
penanggung jawab pemegang kendaraan;

2. Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 (empat) dapat dianggarkan
maksimal 4 (empat) buah tiap kendaraan per tahun, harga mengikuti
Standar Satuan Harga barang;

3. Biaya pemeliharaan gedung  kantor setinggi-tingginya
Rp100.000,00/m?2/tahun;

4. Biaya pemeliharaan halaman gedung kantor setinggi-tingginya
Rp17.000,00/m?2/tahun;

5. Biaya pemeliharaan komputer/laptop dan printer setinggi-tingginya
Rp725.000,00/unit/tahun kecuali bila dilakukan pergantian
komponen maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit
kerja masing-masing;

6. Biaya pemeliharaan untuk mesin ketik setinggi-tingginya
Rp90.000,00/unit/tahun;

7. Biaya pemeliharaan untuk mesin fotokopi setinggi-tingginya

Rp605.000,00/unit/tahun;
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Biaya pemeliharaan meja kursi (mebelair) setinggi-tingginya
Rp70.000,00/unit/tahun;
Biaya pemeliharaan Air Conditioner (AC) setinggi-tingginya
Rp360.000,00/unit/tahun.

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018
PEDOMAN PERJALANAN DINAS
A. STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS
1. Dalam Wilayah Kabupaten Malang
TUJUAN JUMLAH
(Rp)
1 2
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan
Wakil Ketua DPRD
1. Uang Harian -
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 525.000,00
- Radius 2 550.000,00
- Radius 3 575.000,00
3. Uang Representasi .
Tingkat B: Anggota DPRD dan Eselon II
1. Uang Harian -
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 525.000,00
- Radius 2 550.000,00
- Radius 3 575.000,00
3. Uang Representasi -
Tingkat C: Eselon III
1. Uang Harian -
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 415.000,00
- Radius 2 465.000,00
- Radius 3 515.000,00
Tingkat D: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu
1. Uang Harian -
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 270.000,00
- Radius 2 320.000,00
- Radius 3 370.000,00
Tingkat E:
1. Staf Golongan IV dan Golongan III
1. Uang Harian -
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 245.000,00
- Radius 2 270.000,00
- Radius 3 295.000,00
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210.000,00
235.000,00
265.000,00

100.000,00

: £ 30 Km;
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2. Staf Golongan II dan Golongan I

1. Uang Harian

2. Biaya Transportasi

- Radius 1
- Radius 2

- Radius 3
3. Staf/petugas pengantar surat yang bersifat rutin

Uang harian/Biaya Transportasi

Keterangan:

1. Radius 1
2. Radius 2 : > 30 Km s/d 60 Km;

3. Radius 3 : > 60 Km.

4. Jarak antara Kecamatan sebagai berikut :
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2. Luar Kabupaten Malang dan dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur

TUJUAN JUMLAH
(Rp)
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD
1. Uang Harian 950.000,00
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 600.000,00
- Radius 2 650.000,00
- Radius 3 700.000,00
3. Biaya Penginapan at cost
4. Uang Representasi 250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD
1. Uang Harian 850.000,00
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 600.000,00
- Radius 2 650.000,00
- Radius 3 700.000,00
3. Biaya Penginapan at cost
4. Uang Representasi 250.00,00
Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II
1. Uang Harian 850.00,00
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 600.000,00
- Radius 2 650.000,00
- Radius 3 700.000,00
3. Biaya Penginapan at cost
4. Uang Representasi 150.00,00
Tingkat D: Eselon III
1. Uang Harian 600.000,00
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 275.000,00
- Radius 2 475.000,00
- Radius 3 675.000,00
3. Biaya Penginapan at cost
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu
1. Uang Harian 400.000,00
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 275.000,00
- Radius 2 475.000,00
- Radius 3 675.000,00
3. Biaya Penginapan at cost
Tingkat F :
1. Staf Golongan IV dan Golongan III
1. Uang Harian 300.000,00
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 275.000,00
- Radius 2 475.000,00
- Radius 3 675.000,00
3. Biaya Penginapan at cost
2. Staf Golongan II dan Golongan I
1. Uang Harian 200.000,00
2. Biaya Transportasi
- Radius 1 275.000,00
- Radius 2 475.000,00
- Radius 3 675.000,00
4. Biaya Penginapan at cost
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3. Biaya Penginapan Tertinggi

Bupata, Eselon IV/
Walsil Anggot Jabatan
Bupati, ggota Eselon III a a‘a Staf Gol. III | Staf Gol. I
DPRD dan Fungsional
Ketua dan (Rp) dan IV (Rp) | dan II (Rp)
) Eselon IT (Rp) Tertentu
Wakil Ketua (Rp)
DPRD (Rp) P
4.400.000,00 | 1.370.000,00 | 850.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 330.000,00
Keterangan:

1. Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Malang dan di dalam

Wilayah Provinsi Jawa Timur diberikan Biaya Penginapan

dibayarkan at cost apabila diperlukan;

2. Radius 1: =< 100 Km;
3. Radius 2 : >100 Km s/d 200 Km;
4. Radius 3 : >200 Km;
5. Jarak antara Kabupaten sebagai berikut:
Blitar 65,2 Km
. . Sidoarjo 91,1 Km
Radius 1 (Pusat Kota Kepanjen) Pasuruan 76,5 Km
Tulungagung 92,5 Km
Bangkalan 162 Km
Babat 177 Km
Besuki 117 Km
Gresik 130 Km
Jombang 107 Km
Kediri 107 Km
Lamongan 154 Km
. . Lumajang 110 Km
Radius 2 (Pusat Kota Kepanjen) Madiun 187 Km
Mojokerto 110 Km
Nganjuk 139 Km
Probolinggo 112 Km
Ponorogo 173 Km
Jember 171 Km
Surabaya 115 Km
Trenggalek 136 Km
Bojonegoro 218 Km
Banyuwangi 277 Km
Bondowoso 214 Km
Sampang 201 Km
Magetan 210 Km
Radius 3 (Pusat Kota Kepanjen) Ngawi 201 Km
Pamekasan 233 Km
Pacitan 234 Km
Situbondo 208 Km
Sumenep 294 Km
Tuban 211 Km
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4. Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

TUJUAN JUMLAH
(Rp)
1 2
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD
1. Uang Harian 2.000.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/
Stasiun/Terminal (PP) 700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) at cost
Biaya Penginapan at cost
Uang Representasi 250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD
1. Uang Harian 1.750.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/
Stasiun/Terminal (PP) '700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) at cost
4. Biaya Penginapan at cost
5. Uang Representasi 250.000,00
Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II
1. Uang Harian 1.600.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/
Stasiun/Terminal (PP) 700.000,00
Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) at cost
Biaya Penginapan at cost
5. Uang Representasi 150.000,00
Tingkat D: Eselon III
1. Uang Harian 1.000.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/
Stasiun/Terminal (PP) 500.000,00
Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) at cost
Biaya Penginapan at cost
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu
1. Uang Harian 750.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/
Stasiun/Terminal (PP) 500.000,00
Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) at cost
Biaya Penginapan at cost
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1 2
Tingkat F:
1. Staf Golongan IV dan Golongan III
1. Uang Harian 500.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/
Stasiun/Terminal (PP) 500.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) at cost
4. Biaya Penginapan at cost

2. Staf Golongan II dan Golongan I

1. Uang Harian 400.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/

Stasiun/Terminal (PP) 500.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) at cost
4. Biaya Penginapan at cost
Keterangan:

1. Tingkat A sampai dengan Tingkat C mendapat Uang Harian,

Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun

(PP)

, Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP), Biaya

Penginapan dan Uang Representasi;

2. Tingkat D sampai dengan Tingkat F mendapat Uang Harian,

Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun

(PP)

, Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP), Biaya

Penginapan dan Uang Representasi.

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TARIF

PENGINAPAN TERTINGGI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
HURUF A DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur:

a.

Uang Biaya Transportasi ke/dari Bandara (PP) dihitung
berdasarkan keberangkatan dari Bandar Udara Abdul
Rachman Saleh, apabila berangkat dari Bandar Udara
Juanda diberikan tambahan Biaya Transportasi ke/dari
bandara/pelabuhan/ stasiun/terminal (PP) secara at cost.
Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi diberikan Biaya
Penginapan dibayarkan at cost apabila diperlukan, uang
transpor (biaya transportasi) dibayarkan at cost kecuali untuk
biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP)
dibayar lumpsum, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi
(tidak semua taksi ada print out nya, tulisan print out mudah
terhapus).
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c. Uang harian telah mencakup biaya transportasi dari
penginapan ke lokasi kegiatan.

d. Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia
(karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban)
dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu
tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu
pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan
dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang
berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari
sesudah pelaksanaan kegiatan.

e. Uang harian untuk kegiatan penanganan bencana alam:
Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan penanganan
bencana alam dalam jangka waktu tertentu dapat melebihi
ketentuan perjalanan dinas dan diberikan uang harian
maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian.

f. Uang harian yang diberikan kepada masyarakat yang

mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan antara

lain:
a) Dalam Daerah, sebesar : Rp75.000,00/hari
b) Luar Daerah, sebesar : Rp150.000,00/hari

2. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau
lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya
riil/lumpsum.

b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Dbiaya
riil/lumpsum.

c. Uang harian dan wuang representasi dibayarkan secara
lumpsum.

3. Penyediaan  anggaran untuk  perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas
dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang.

4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian
biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam
RKA-K/L sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya,
mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti

pengeluaran yang sah/biaya riil.
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10.

11.

Biaya Penginapan, dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan
sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada
hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai

Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas

kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Dalam hal Pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) tidak

menggunakan biaya penginapan yang diperlukan untuk

menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku
ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar

30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan

sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan

dibayarkan secara lumpsum.

Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan

darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan

darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya

(kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat

dilakukan secara terpisah).

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan

penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/Non

Pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di

dalam negeri yang dibayarkan secara lumpsum merupakan batas

tertinggi.

Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat

Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan

sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan

pajak yang besarannya bersifat at cost.

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi

(PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota

tujuan termasuk biaya asuransi, airport tax, serta biaya retribusi

lainnya dan satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri
menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Klasifikasi Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

a) Tarip Bisnis ke Jakarta Pergi Pulang (PP) khusus Bupati,
Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris
Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan
tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah);
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b) Tarif Ekonomi ke Jakarta Pergi Pulang (PP) bagi anggota
DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV, Staf Golongan III dan IV,
serta staf golongan I, II, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
(untuk kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat dilakukan secara terpisah).

12. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan
kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

13. Perjalanan dinas luar Propinsi untuk yang menggunakan
angkutan darat diberikan biaya penggunaan BBM maksimal
Rp1.000.000,00 (disesuaikan jarak tempuh dan dibuktikan
dengan struk BBM pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas);

14. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan
darat (kereta api)/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil
dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku,;

15. Perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:

- 3 hari, dengan angkutan udara;

- 3 hari, dengan angkutan darat.

16. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa
Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada angka 18,
apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan /undangan;

17.Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara
dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non
Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan
terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;

18.Bagi Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas
dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas
maksimum setara tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan
keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan

dengan dokumen yang relevan.

C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri
Sipil dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non
PegawaiNegeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;

2. Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinasharusmendapat
Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang yaitu:

a) Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau
Wakil Bupati dan Eselon II-b dan Eselon IlI-a (khusus Kepala
Kantor dan Kepala Bagian) ditandatangani Sekretaris Daerah,
sedang eselon IlI-a di Lingkungan PD ditanda tangani oleh

masing-masing Kepala PD;
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b) Bagi Eselon II-b dan Eselon IlI-a (khusus Kepala Kantor dan
Kepala Bagian) untuk menjalankan perjalanan dinas dalam
daerah cukup ditandatangani oleh Kepala PD bersangkutan;

c) Bagi Pejabat Eselon IlI-b di Lingkungan Dinas/Badan di
tandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan;

d) Bagi Pejabat Eselon IV, staf dan pegawai lainnya di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ditandatangani
oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris /Kepala
Bidang/Atasan langsung;

e) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat
DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan
untuk pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian
Umum Sekretariat Dewan.

3. Khusus perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Timur
dan luar Provinsi Jawa Timur, pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis
kepada pimpinan diatasnya.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang, Sekretariat DPRD dan
Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja masing-masing;

2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit
kerja sesuai ketentuan;

3. Penandatanganan lembar I dan II Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) rangkap 4 (empat).

E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pemberian Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi
Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain
mengatur sebagai berikut:
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1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam

rangka:
a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Studi Banding;
c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
d. Promosi Potensi Daerah;
e. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
g. Pertemuan Internasional; dan/atau
h. Penandatanganan Perjanjian Internasional.
2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar
negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana

dimaksud pada huruf a meliputi:

1) Surat Izin Pemerintah;

2) Paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh
Instansi yang berwenang;

3) Exit Permit;

4) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

a.

Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan
Anggota DPRD Kabupaten Malang mengajukan permohonan
izin kepada Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal
melalui Gubernur;

Surat Permohonan memuat:

1) Nama dan Jabatan;

2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;

3) Tujuan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

4) Manfaat;

5) Kota/Negara yang Dituju;

6) Agenda;

7) Waktu Pelaksanaan;

8) Sumber Pembiayaan.

Apabila permohonan Izin ke Luar Negeri tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka
Menteri Dalam Negeri  atau Sekretaris  Jenderal
memberitahukan penolakan usul Bupati, Wakil Bupati, Ketua
DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten
Malang secara tertulis melalui Gubernur;
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d. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang dilakukan secara
rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan
rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung;

e. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rombongan dapat
dilakukan lebih dari S (lima) orang dalam hal:

1) Pendidikan dan Pelatihan;

2) Perundingan dalam rangka Kerja Sama dengan Pihak Luar
Negeri; dan

3) Delegasi Kesenian dalam rangka Promosi Potensi Daerah.

f. Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan
dokumen pendukung;

g. Menteri meneruskan rencana Perjalanan Dinas ke Luar
Negeri kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan
Paspor Dinas (Service Passport), Exit Permit dan Rekomendasi
Visa setelah mendapat Izin Pemerintah;

h. Pembiayaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bersumber dari:
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3) Sumber-sumber lain yang sah.

i. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh
pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen
pendukung;

j- Satuan biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan:

Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas ke Luar

Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan

tertulis hasil perjalanan dinasnya kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. VIIL.docx



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGERTIAN PENGELOLA KEUANGAN

1.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

. Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. IX.docx



B. STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN

Struktur Pengelola Keuangan Daerah yang diberlakukan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, dibedakan ke dalam
7 (tujuh) model Struktur Organisasi (SO) yang penerapannya
disesuaikan dengan kompleksitas dan tupoksi dari masing-masing
Perangkat Daerah, yaitu:

1. Perangkat Daerah Penghasil yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) sebagai KPA (SO PD 1);

2. Perangkat Daerah Non-Penghasil yaitu Kepala Unit Pelaksana

Teknis (UPT) sebagai KPA (SO PD 2);

Perangkat Daerah INSPEKTORAT (SO PD 3);

Perangkat Daerah Kantor (SO PD 4);

Perangkat Daerah SETDA/KDH (SO PD 5);

Perangkat Daerah SETWAN/DEWAN (SO PD 6);

Perangkat Daerah Rumah Sakit (SO PD 7).

No gk

C. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS/BADAN/BAGIAN/
KANTOR/RUMAH SAKIT

1. Kepala Perangkat Daerah merupakan pejabat Pengguna
Anggaran (PA)/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan
sebagian atau seluruh kekuasaan Bupati dalam mengelola
keuangan daerah.

2. Mengingat kesibukannya sebagai Pejabat Struktural, PA dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja
pada Perangkat Daerah selaku KPA. Dalam hal mendukung
terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan alokasi anggaran
dan pelaksanaan program/kegiatan, maka yang mendapat
pelimpahan kewenangan sebagai KPA adalah Wakil
Kepala/Kasubdin/Kabid/Kabag Tata Usaha/Sekretaris yang
dituangkan dalam surat kuasa bermaterai cukup.

3. Dalam menjalankan fungsinya sebagai KPA, dapat ditunjuk 1
(satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 1 (satu) PPTK.

4. Pada setiap Perangkat Daerah hanya terdapat 1 (satu) PPK-PD, 1
(satu) Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan
(khusus bagi Perangkat Daerah Penghasil).

5. Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara
Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara
Pengeluaran yang terdiri dari:

a. Pencatat Pembukuan
b. Pembuat Dokumen
c. Pengurus Gaji

6. Untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran gaji, Pengurus
Gaji dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Juru
Bayar Gaji.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-PD, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, dan PPTK dapat dibantu oleh Pelaksana Kegiatan.
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah,
masing-masing Perangkat Daerah dapat membentuk Pengelola dan
Operator SIMDA yang bertanggungjawab kepada PPK-PD.

Untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan
daerah, maka yang ditunjuk sebagai PPK-PD adalah Kasubag
Keuangan. Instansi yang tidak memiliki Kasubag Keuangan dapat
menunjuk Pejabat Struktural lainnya, sedangkan yang ditunjuk
sebagai Pengelola Keuangan Daerah lainnya dapat dilaksanakan
oleh staf. Penunjukan pegawai sebagai PPK-PD, PPTK, dan
Bendahara  Pengeluaran beserta Bendahara  Pengeluaran
Pembantu di bawah  koordinasi Kepala Bagian Tata
Usaha/Sekretaris.

Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris merupakan salah satu KPA,
disamping mengelola anggaran belanja tidak langsung dapat juga
mengelola belanja langsung.

Anggaran belanja tidak langsung (belanja pegawai) di Perangkat
Daerah hanya dikelola oleh KPA Tata Usaha (TU) atau Sekretariat.
Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang
lebih dititikberatkan pada Perangkat Daerah, maka pada masing-
masing Perangkat Daerah harus ditunjuk pejabat yang diberi
wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala Perangkat Daerah
dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan.
Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara
Penerimaan Pembantu serta pejabat yang diberi wewenang
menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
Penunjukan PPK-PD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Pengurus dan Juru Bayar Gaji, Pelaksana Kegiatan, Pengelola dan
Operator SIMDA serta SIMPEG ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran,
sedangkan Bendahara Penerimaan Pembantu
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya (terkait
dengan pendapatan) kepada Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja
secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada PA berdasarkan
data dari masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu
(tanggal 10 tiap bulan berikutnya).

Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi Belanja
secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada PA berdasarkan
data dari masing-masing Bendahara Penerimaan Pembantu.
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17. PPK-PD harus membuat Laporan Keuangan secara periodik setiap
1 (satu) bulan sekali kepada PA.

18. Penandatanganan bukti pengeluaran:

a. Alokasi Anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara
Pengeluaran, setuju dibayar ditandatangani oleh KPA dan
lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran, dikecualikan
untuk instansi yang tidak mempunyai KPA setuju dibayar oleh
PA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran;

b. Alokasi Anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu, setuju dibayar ditandatangani oleh
KPA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

c. Alokasi Anggaran yang dikelola oleh KPAP dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu, setuju dibayar ditandatangani oleh
KPAP dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

19. SPP-UP, GU, TU dan LS diajukan serta ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah.

20. PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

21.Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

22.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
bersama-sama KPA membuka rekening pada Bank Jatim.

23.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memberikan Kuasa kepada PT. Bank Jatim guna mengkredit

(memindah bukukan) Jasa Giro atas uang yang dikelolanya dalam

rekening yang bersangkutan untuk ditransfer pada rekening Kas

Daerah Kabupaten Malang.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS UPT

1. Kepala UPT dapat bertindak sebagai KPA. Dalam hal sebagai
KPA,dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan
anggaran yang dibebankannya, tanpa tergantung KPA yang lain.

2. Fungsi Kepala UPT sebagai KPA ditentukan oleh Kepala Perangkat
Daerah dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dan
besaran alokasi anggaran yang dikelolanya.

3. Dalam hal terdapat penerimaan PAD dari Perangkat Daerah agar

segera disetor Kas Daerah.
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E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS/BADAN/LEMBAGA/KANTOR/RUMAH SAKIT

1. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,

Pengguna Anggaran berwenang untuk:

a.
b.

50t o

[y

Menyusun dokumen anggaran (RKA dan DPA);

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

Melaksanakan dan bertanggungjawab atas anggaran Perangkat
Daerah;

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
Menandatangani SPM;

Menandatangani pengesahan SPJ;

. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab

Perangkat Daerah yang dipimpinnya,;

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat
Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati Malang up. Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan
sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;

. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara

Pengeluaran (untuk Perangkat Daerah yang tidak mempunyai
KPA).

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa

Pengguna Anggaran berwenang untuk:

a.

b.

Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta
kegiatan;

Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan
kegiatan yang ditandatanganinya kepada Pengguna Anggaran;
Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu
minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas;

Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
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3. PPK-PD

a. Mengontrol pagu anggaran;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan
SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;

c. Melakukan verifikasi atas SPJ;

d. Membuat pengesahan SPJ;

e. Membuat SPM;

f. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah;

g. Menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;

h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan.

4. Bendahara Pengeluaran

a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;

b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA,
mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

c. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;

d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;

e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku
simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;

g. Memungut dan menyetorkan pajak;

h. Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam buku

panjar;

Menandatangani SPP;

Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

5. Bendahara Penerimaan

a.

Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-
Daerah /SKR dari wajib pajak/retribusi;

Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan
dokumen SKP Daerah/SKR yang diterimanya dari Pengguna
Anggaran;

Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda bukti
Pembayaran/Bukti lain yang sah;

Menyerahkan Tanda Surat Tanda bukti Pembayaran/Bukti lain
yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

Menyerahkan uang yang diterimanya dan STS (Surat tanda
Setoran) pada Bank;

Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan
menyampaikan ke BUD;

Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di
BKU Penerimaan dan Buku Pembantu per Rincian Objek
Penerimaan;
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Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara
Penerimaan Pembantu;

Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
penerimaan kepada Pengguna anggaran dan PPKD selaku BUD;
Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik (setiap
bulan).

6. Pencatat Pembukuan

a.

b.

Mencatat seluruh transaksi yang dikelola Bendahara
Pengeluaran di Buku Kas Umum;

Membuat SPJ wuntuk kegiatan yang dikelola Bendahara
pengeluaran;

Merekap laporan-laporan dari Bendahara  Pengeluaran
Pembantu.

7. Pembuat Dokumen

a.

b.
C.
d.

Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU, LS,
maupun Gaji;

Meneliti kelengkapan pengajuan SPP;

Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran;
Melaksanakan pencatatan di buku register.

8. Pengurus Gaji

a.
b.
c.

f.

Membuat daftar gaji;

Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji;

Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran
gaji;

Membuat SPJ gaji;

Menyetor kelebihan gaji ke Kantor Kas Daerah melalui Bank
Jatim;

Membuat LKK-Gaji terkait dengan transaksi gaji.

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu

a.

@ o a0 T

Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh
KPA;

Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA;
Mengumpulkan bukti transaksi per hari;

Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;

Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;

Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di-SPJ-kan
ke dalam Buku Panjar;

Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah
kewenangan KPA;

Mempertanggungjawabkan pengelola keuangannya kepada
Bendahara Pengeluaran;

Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
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10. Bendahara Penerimaan Pembantu

o po o

f.

Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan;

Membuat TTP/kwitansi;

Membuat TBP;

Menyetor penerimaan ke Kas Umum Daerah (Bank Jatim);
Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU dan Buku
Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan,;

Membuat Laporan Realisasi Pendapatan.

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a.
b.

C.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan (khusus LS);

Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan
kegiatan yang ditanganinya kepada KPA.

12. Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT sebagai KPA)

a.

N

Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh
KPA;

Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA;
Mengumpulkan bukti transaksi per hari;

Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;

Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;

Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di-SPJ-kan
ke dalam Buku Panjar;

Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah
kewenangan KPA;

Mempertanggungjawabkan pengelola keuangannya kepada
Bendahara Pengeluaran;

Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

F. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Kepala Perangkat Daerah merupakan pejabat Pengguna Anggaran

(PA)/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau

seluruh kekuasaan Bupati dalam mengelola keuangan daerah.

2. Mengingat kesibukannya sebagai pejabat struktural, Sekretaris

Daerah selaku PA mendelegasikan sepenuhnya kewenangan

pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Kepala

Bagian selaku KPA yang dituangkan dalam Surat Kuasa bermaterai

cukup.
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10.

11.

12.

Pada Perangkat Daerah hanya terdapat 1 (satu) PPK-PD, 1 (satu)
Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan
(khusus bagi Perangkat Daerah Penghasil).

Pengelola keuangan daerah pada masing-masing Bagian terdiri dari
1 (satu) KPA, 1 (satu) PPK-PD, 2 (dua) PPTK, 1 (satu) Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Pegawai yang ditunjuk sebagai PPK-PD
adalah Pejabat Struktural, sedangkan yang ditunjuk sebagai
pengelola keuangan daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf.
Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
pengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja  Bantuan  Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa,
Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah, dapat dibentuk
lebih dari 1 (satu) KPA dengan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-PD, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan
PPTK dapat dibantu oleh Pelaksana Kegiatan.

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah,
masing-masing Perangkat Daerah dapat membentuk Pengelola dan
Operator SIMDA yang bertanggungjawab kepada PPK/Pembantu
PPK-PD.

Pada Bagian Tata Usaha ditunjuk Pengurus Gaji.

Mengingat Bagian Tata Usaha mengelola keuangan daerah 2 (dua)
Perangkat Daerah, maka dapat dibentuk 1 (satu) KPA, 1 (satu)
PPK-PD, 2 (dua) Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan 2 (dua)
PPTK.

Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang
lebih dititikberatkan pada Perangkat Daerah, maka pada masing-
masing Bagian harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang
menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ, dalam hal ini pejabat
yang dimaksud adalah Kepala Bagian.

Penunjukan KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan
Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala
Bagian masing-masing. Penunjukan PPK-PD, PPTK, Pembantu
Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan), Pengurus dan Juru
Bayar Gaji dan Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah)/Kepala Bagian.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Belanja/Pendapatan
kepada KPA.
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13. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja
secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada KPA
berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

14. Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi
Pendapatan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada KPA
berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Penerimaan
Pembantu.

15. Penandatanganan bukti pengeluaran:

a. Setuju dibayar ditandatangani oleh KPA;

b. Lunas dibayar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
Khusus pada Bagian yang mengelola Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa, Belanja
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota/Pemerintahan Desa, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan
Daerah, maka bukti pengeluaran:

a. setuju dibayar ditandatangani oleh KPA;

b. lunas dibayar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

16. SPP-UP, GU, TU dan LS diajukan serta ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran masing-masing Bagian.

17. PPK-PD harus membuat Laporan Keuangan secara periodik setiap
1 (satu) bulan sekali kepada KPA.

18. KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita
Acara Pemeriksaan Kas.

19. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

20. Bendahara Pengeluaran bersama-sama KPA membuka rekening
pada PT. Bank Jatim.

21. Bendahara Pengeluaran memberikan kuasa kepada PT.Bank Jatim
guna mengkredit (memindahbukukan) Jasa Giro atas uang yang
dikelolanya dalam rekening yang bersangkutan untuk ditransfer
pada rekening Kas Daerah Kabupaten Malang.

G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH

1. Pengguna Anggaran (PA)
a. Melakukan pengendalian anggaran;
b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD;
c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a. Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA);
b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;
c. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah;
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d. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;

g. Menandatangani SPM;

h. Menandatangani Pengesahan SPJ;

i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab Bagian yang dipimpinnya;

j- Mengawasi pelaksanaan anggaran Bagian yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat
Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati Malang up. Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

. PPK-PD

a. Mengontrol pagu anggaran;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan
SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;

c. Melakukan verifikasi atas SPJ;

d. Membuat pengesahan SPJ;

e. Membuat SPM;

f. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah;

g. Menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;

h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan.

. Pembantu PPK-PD

ORI <Y e

Mengontrol pagu anggaran KPA;

Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan
SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

Melakukan verifikasi atas SPJ;

Membuat SPM;

Membuat pengesahan SPJ;

Melaksanakan akuntansi KPA;

Menyiapkan Laporan Keuangan KPA.

. Bendahara Pengeluaran

a.
b.

o

Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA,
mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

Mengumpulkan bukti transaksi per hari;

Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;

Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku
simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;

Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
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Memungut dan menyetorkan pajak;

Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam buku
panjar;

Menandatangani SPP;

Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6. Bendahara Pengeluaran Pembantu

a.

b
C.
d

f.

g.

Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
Mengumpulkan bukti transaksi per hari;

Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA/KPAP;
Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku
simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

Memungut dan menyetorkan pajak;

Menandatangani SPP.

7. Pencatat Pembukuan

a.

Mencatat seluruh transaksi yang dikelola Bendahara
Pengeluaran di Buku Kas Umum;

Membuat SPJ wuntuk kegiatan yang dikelola Bendahara
pengeluaran;

Merekap laporan-laporan dari Bendahara  Pengeluaran
Pembantu.

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a.
b.

C.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan (khusus LS);

Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan
kegiatan yang ditanganinya kepada KPAP.

H. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAD

1. Mekanisme/tata cara penyetoran PAD ke rekening Kas Daerah

diatur:

a.

b.

Wajib pajak dan wajib retribusi menyetor kepada Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu masing-masing
UPT yang bersangkutan;

Wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung jumlah
kewajiban yang harus dibayarnya ke Kas umum Daerah.
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2. Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan PAD langsung pada PT. Bank Jatim.

3. Pada hari yang sama Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu berkewajiban menyetorkan seluruh hasil
penerimaan ke rekening Kas Daerah pada PT. Bank Jatim,
menggunakan slip setoran dan Surat Tanda Setoran (STS) yang
dirinci menurut kelompok, jenis dan rincian obyek sesuai dengan
kode rekening dengan melampirkan surat kuasa dari Bendahara
Penerimaan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah.

4. Petugas Pemungut PAD/Bendahara Penerimaan Pembantu yang
karena sesuatu hal jarak tempuh berjauhan dan komunikasi sulit,
maka penyetoran hasil pemungutan PAD kepada Bendahara
Penerimaan dapat disetorkan 1x24 jam dengan persetujuan Kepala
Perangkat Daerah, sedangkan penyetoran lebih dari satu minggu
dengan peraturan Bupati.

S. Seluruh penerimaan Daerah harus disetor seluruhnya ke Kas
Daerah oleh karena itu dilarang dipergunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran berkenaan dengan penerimaan dan/atau

pengeluaran lainnya, kecuali ditentukan oleh Bupati.
I. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Pada awal tahun anggaran masing-masing Perangkat Daerah selain
Rumah Sakit dapat mengajukan Uang Persediaan (UP) paling
banyak sebesar 1/12 dari Belanja Langsung (Belanja Pegawai
ditambah Belanja Barang dan Jasa) ditambah Belanja Tidak
Langsung (Tambahan Penghasilan PNS);

2. Untuk Rumah Sakit perhitungan UP adalah paling banyak sebesar
1/12 dari Belanja Langsung (Belanja Pegawai+Belanja Barang dan
Jasa) ditambah Belanja Tidak Langsung (Tambahan Penghasilan
PNS) dikurangi Belanja untuk Fungsional;

3. Khusus untuk Belanja Modal diajukan dengan LS;

4. Untuk memperlancar pelaksanaan APBD sebelum tahun anggaran
berkenaan, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah menetapkan Keputusan tentang:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat
Penyediaan Dana (SPD);

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah
Membayar (SPM);

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan  Surat
Pertanggungjawaban (SPJ);

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat
PerintahPencairan Dana (SP2D);
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e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Belanja
Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan;

g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

. Untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan APBD, secara

garis besar pelaksanaan anggaran diatur sebagai berikut:

a. Penerbitan SPD merupakan prosedur yang harus dilaksanakan
untuk menyediakan kredit anggaran sebagai dasar pengajuan
SPP. Dasar penerbitan SPD adalah Anggaran Kas dan DPA-PD.

b. Batas penerbitan SPD sebagai dasar pengeluaran Kas Daerah
yang mengakibatkan pembebanan pada Belanja Daerah per
triwulan besarnya diatur dari jumlah dana dalam DPA-PD yaitu
sebagai berikut:

1) Untuk Belanja Tidak Langsung (khusus gaji dan tunjangan)
diterbitkan setahun sekali.

2) Untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selain
gaji dan tunjangan disesuaikan dengan rencana kebutuhan
program dan kegiatan per Perangkat Daerah.

3) Khusus untuk SPD Rumah Sakit, Belanja Langsung yang
sumber dananya dari fungsional, diterbitkan setahun sekali.

c. Penyediaan belanja untuk suatu pengeluaran yang melebihi
batas triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati (Cq. Sekretaris
Daerah).

. Dalam menunjuk pegawai sebagai Pengelola Keuangan Daerah

perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Harus diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;

Serendah-rendahnya menduduki golongan II/c;

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

o oo g

Tidak ditunjuk sebagai Bendahara yang dananya bersumber
dari APBN.

. Pengelola Keuangan Daerah yang dananya bersumber dari APBD
tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengelola Keuangan
Daerah yang dananya bersumber dari APBN kecuali bagi pejabat
struktural yang ditunjuk sebagai pengelola dana APBN berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pengelola dana APBN yang

dimaksud.
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PPK-PD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,
dan/atau PPTK.

. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik

lainnya.

Dalam hal KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/

PPK-PD/Pembantu PPK-PD /PPTK/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan, maka

apabila:

a. Melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan tugas-tugas atau tanggung jawab yang diberi
kuasa dengan diketahui Kepala Perangkat Daerah;

b. Melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk pejabat KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan /PPK-PD/PembantuPPK-PD/PPTK/Bendahara
Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu
olehKepala Perangkat Daerah dan diadakan berita acara serah
terima;

c. Melebihi 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas,
maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri
atau  berhenti dari jabatan sebagai KPA/Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-PD/Pembantu PPK-
PD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan
penggantinya.

KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara

Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu

dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk penggantinya

dan sambil menunggu Keputusan Bupati dapat melaksanakan
tugasnya masing-masing dengan ketentuan melampirkan foto copy
sebagai berikut:

a. Keputusan Penunjukan Sementara oleh Kepala Perangkat
Daerah;

b. Berita Acara Serah Terima Keuangan;

Usulan penggantian KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Penerimaan Pembantu kepada Bupati yang disampaikan
melalui Bagian Hukum.

12. Apabila PA berhalangan sementara menjalankan tugas-tugasnya,

maka dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan
Surat Bupati.
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13. Apabila PA dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk
penggantinya dan sambil menunggu Keputusan Bupati, dapat
melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ketentuan
melampirkan fotokopi sebagai berikut:

a. Berita Acara Serah Terima Keuangan;

b. Usulan penggantian PA kepada Bupati.

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat

pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.
Dokumen SPP-UP terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Surat Pengantar SPP-UP;

Ringkasan SPP UP;

Rincian SPP UP (SPP from 1,2,3);
Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP;
Salinan SPD;

Kwitansi.

b. SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Pengantar SPP-GU terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)

7)

Surat Pengantar SPP-GU;

Ringkasan SPP GU;

Rincian SPP GU (SPP from 1,2,3);

Kwitansi;

Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran  atas Penggunaan Dana  SPP-UP/GU/TU
Sebelumnya;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh
pengguna  anggaran/kuasa  pengguna  anggaran = yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan
SP2D kepada Kuasa BUD;

Salinan SPD.
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c. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna

melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat

digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Dokumen SPP-TU terdiri dari:

1) Surat Pengantar SPP-TU;

2) Ringkasan SPP TU;

3) Rincian SPP TU (SPP from 1, 2, 3);

4) Kwitansi;

5) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU yang ditandatangani oleh
pengguna  anggaran/kuasa  pengguna  anggaran = yang
menyatakan bahwa yang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain tambahan wuang persediaan saat
pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;

6) Salinan SPD;

7) Format Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1

(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas

Umum Daerah.

d. SPP Langsung (SPP-LS)
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

d.1. Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa:
d.1.1. Sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah)
1) Pengantar SPP;
2) SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;

5) Kwitansi Asli Bermeterai/Bukti Pembelian;

6) Fotokopi Referensi Bank Jatim (nama penyedia
barang/jasa harus sama dengan SPK);

7) Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan
Pekerjaan;

8) Faktur Pajak;

9) SSP PPh + PPN;

10) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung).
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d.1.2.

d.1.3.

d.2.

Di atas Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah)

1) Pengantar SPP;

2) SPPLS;

3) Rincian SPP LS;

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS;

5) Kwitansi Asli Bermeterai;

6) Referensi Asli dari Bank Jatim (nama penyedia
barang/jasa harus sesuai dengan SPK);

7) Ringkasan Kontrak apabila Pekerjaan ini di SPK
kan;

8) Faktur Pajak;

9) SSP PPh + PPN;

10) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung).

Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

1) Pengantar SPP;

2) SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;

5) Kwitansi Asli Bermeterai;

6) Ringkasan Kontrak;

7) Referensi Asli dari Bank Jatim (nama penyedia
barang/jasa harus sesuai Surat Perjanjian);

8) Faktur Pajak;

9) SSP PPh + PPN;

10) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung);

11) Fotokopi NPWP;

12) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung).

Dokumen SPP-LS untuk SPP Bantuan Keuangan

pada pihak ketiga (ADD,tunjangan Kepala Desa)

1) Pengantar SPP;

2) SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;

5) Kwitansi Asli Bermeterai Penerima Bantuan;

6) Rekapitulasi Ajuan;

7) Fotokopi Nomor Rekening (R/K atau tabungan);

8) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung);

9) Fotokopi SK Penerima Bantuan.
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d.3.

d.4.

d.S.

Dokumen SPP-LS untuk SPP Bantuan Sosial pada

pihak ketiga

1) Pengantar SPP;

2) SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;

5) Rekap Transfer (3 rangkap jika ada);

6) Rekap Penerima (2 rangkap jika ada);

7) Nota Dinas/Telaah (jika ada);

8) Kwitansi;

9) Fotokopi KTP;

10) Fotokopi Nomor Rekening (R/K atau tabungan);

11) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung);

12) Pakta Integritas;

13) Proposal;

14) Fotokopi Surat Keputusan Penerima Bantuan.

Dokumen SPP-LS untuk SPP Bantuan Hibah pada

pihak ketiga

1) Pengantar SPP;

2) SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;

5) Rekap Transfer (3 rangkap jika ada);

6) Nota Dinas/Telaah (jika ada);

7) Kwitansi;

8) Fotokopi KTP;

9) Fotokopi Nomor Rekening (R/K atau tabungan);

10) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung);

11) Pakta Integritas;

12) NPHD;

13) Proposal;

14) Fotokopi Surat Keputusan Penerima Bantuan.

Dokumen SPP-LS Asuransi

1) Pengantar SPP;

2) SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;

5) Kwitansi;

6) Polis;

7) Referensi Asli dari Bank Jatim;

8) Fotokopi SPD (belanja langsung dan tidak
langsung).
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d.6.

d.7.

d.8.

d.o.

Dokumen SPP-LS lembur

1) Pengantar SPP (BP-32);

2) SPP-LS (BP-33);

3) Rincian SPP-LS (BP-34);

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-35);
5) SSP PPh 21;

6) Daftar Lembur/Rincian lembur;

7) Kwitansi.

Dokumen SPP-LS Jasa Perencanaan

1) Pengantar SPP (BP-32);

2) SPP-LS (BP-33);

3) Rincian SPP-LS (BP-34);

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-35);

5) Kwitansi Asli Bermeterai;

6) Referensi Bank  Jatim (nama  penyedia
barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat
Perjanjian);

7) Faktur Pajak;

8) SSP PPh 23;

9) SSP PPN;

10) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Jasa
Konstruksi;

11) Ringkasan Kontrak.

Dokumen SPP-LS Jasa Konstruksi

1) Pengantar SPP;

2) SPP-LS;

3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-35);

4) Kwitansi Asli Bermeterai;

5) Referensi Bank Jatim Asli (nama penyedia
barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat

Perjanjian);
6) Faktur Pajak SSP PPh 23;
7) SSP PPN;

8) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Jasa
Konstruksi;
9) Ringkasan Kontrak.

Dokumen SPP-LS Jasa Pengawasan/ Manajemen
Konstruksi

1) Pengantar SPP (BP-32);

2) SPP-LS (BP-33);

3) Rincian Realisasi LS (BP-34);

4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-35);

5) Kwitansi Asli Bermeterai;
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6) Referensi Bank Jatim Asli (nama penyedia
barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat

Perjanjian);
7) SSP PPh 23;
8) SSP PPN;

9) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Jasa
Konstruksi;

10) Ringkasan Kontrak;

11) Faktur Pajak.

d.10. Dokumen SPP-LS Kerja Sama/Swakelola

e. SPP Gaji

1) Pengantar SPP (BP-32);

2) SPP-LS (BP-33);

3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (BP-35);

4) Kwitansi Asli Bermeterai;

5) Referensi Bank Jatim Asli (nama penyedia
barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat

Perjanjian);
6) SSP PPh 23;
7) SSP PPN.

SPP Gaji adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji yang dokumennya

disiapkan oleh Pembuat Daftar Gaji.

Dokumen yang digunakan untuk pengajuan SPP Gaji meliputi:

e.1l. Dokumen SPP LS Gaji Induk

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)

9)

Pengantar SPP Gaji;

SPP Gaji;

Rincian SPP Gaji;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji;

Daftar Gaji;

Rekapitulasi Gaji per Lembar;

Rekapitulasi Gaji per Golongan;

Fotokopi Surat Keputusan yang telah dilegalisir, bila
terdapat perubahan karena:

a) Gaji Berkala;

b) Kenaikan Pangkat;

c) Perubahan Eselon;

d) Keputusan Kenaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja.
Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus
dilampiri:

a) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
b) Surat Keputusan Terakhir;

c) Daftar Keluarga (Model DK);
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e.2.

e.3.

e.4.

d) Tambah Keluarga karena:

- Kawin, dilampiri Surat Nikah;

- Tambah anak, dilampiri Akte Kelahiran.
e) SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas).

Dokumen SPP LS kekurangan Gaji

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Pengantar SPP Gaji;

SPP Gaji;

Rincian SPP Gayji;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji;
Daftar Gaji Perorangan;

Rekapitulasi Gaji per Lembar;
Rekapitulasi Gaji per Golongan;
Keputusan Kenaikan Pangkat;

Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.

Dokumen SPP kekurangan Tunjangan Jabatan Struktural
dan Fungsional

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)

9)

Pengantar SPP Gaji;

SPP Gaji;

Rincian SPP Gaji;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji;

Daftar Gaji Perorangan;

Rekapitulasi Gaji per Lembar;

Keputusan Jabatan yang Baru;

Surat Pernyataan Pelantikan (untuk tunjangan jabatan
struktural);

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (untuk tunjangan
jabatan fungsional) dan Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas (untuk tunjangan jabatan struktural).

Dokumen SPP LS gaji Uang Duka Wafat/Tewas

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

8)

9)

Pengantar SPP Gaji;

SPP Gaji;

Rincian SPP Gayji;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji;

Daftar Gaji Perorangan;

Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Dokter;
Khusus Uang Duka Tewas dilengkapi dengan Surat
Keterangan Tewas Dari Kepolisian;

Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja dan
Dilegalisir;

Visum yang telah Dilegalisir;

10) Dapat dibayarkan langsung setelah yang bersangkutan

meninggal dunia:
a. untuk uang duka wafat besarnya 3 kali gaji terakhir;
b. untuk uang duka tewas besarnya 6 kali gaji terakhir.
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11) Pengajuan 1 SPP uang duka wafat/uang duka tewas bisa
lebih dari satu orang pegawai;
12) Tidak ada potongan.

e.5. Dokumen SPP LS Gaji Terusan

1) Pengantar SPP Gaji;

3) SPP Gaji;

4) Rincian SPP Gaji;

5) Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji;

6) Daftar Gaji Perorangan;

7) Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Dokter;

8) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja dan
Dilegalisir;

9) Visum yang telah Dilegalisir;

10) Dibayarkan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah
yang bersangkutan meninggal dunia;

10) Potongan Iuran Wajib Pegawai sebesar 2%.

e.6. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

1) Pengantar SKPP;

2) Keputusan Pensiun, Pensiun Janda/Duda, Pindah;

3) Surat Keterangan Sekolah bagi yang usia anaknya lebih
dari 21 tahun dan tidak lebih dari 25 tahun;

4) Print Out Gaji Perorangan Pegawai;

5) Bagi PNS pensiun yang mendapatkan kenaikan pangkat
pengabdian sebelum mengajukan SKPP dapat dimintakan
terlebih dahulu kekurangan gajinya;

6) Bagi PNS meninggal dunia yang mendapatkan kenaikan
pangkat pengabdian sebelum mengajukan SKPP dapat
dimintakan terlebih dahulu kekurangan gajinya sebesar 1
bulan.

f. SPP Ganti Uang Nihil (SPP-GU Nihil)

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nihil, yang
selanjutnya disebut SPP-Nihil adalah dokumen permintaan
pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang digunakan
sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan Ganti Uang
Persediaan (UP) pada akhir tahun anggaran berkenan.

Dokumen SPP-NIHIL terdiri dari:
Surat Pengantar SPP-Nihil;
Ringkasan SPP Nihil;
Rincian SPP Nihil (SPP 1, 2, 3);
Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Nihil,
Salinan SPD;

Kwitansi;

Noah b=

Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran;

8. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Nihil.
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Dalam hal Dana Uang Persedian (UP) tidak habis digunakan sampai
dengan tahun anggaran berakhir, maka sisa UP disetorkan kembali
ke rekening kas umum daerah.

g. SPP Tambah Uang Nihil (SPP-TU Nihil)

Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Nihil, yang
selanjutnya disebut SPP-TU Nihil adalah dokumen permintaan
pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yan digunakan
sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan Tambah Uang (TU)
pada Tahun Anggaran
Dokumen SPP-Nihil terdiri dari:

. Surat Pengantar SPP-Nihil,

. Ringkasan SPP Nihil;

. Rincian SPP Nihil (SPP 1, 2, 3);

. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Nihil;
. Salinan SPD;

. Kwitansi;

N O a1 AW N

.Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran;

8. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Nihil.

2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

a. Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan
kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan SPJ
secara langsung kepada PPK PD, Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran merekap SPJ dari bendahara Pengeluaran
Pembantu, kemudian hasil rekap SPJ dan SPJ yang sah dan
lengkap dikirim kepada PPK-PD sebelum  tanggal 10 bulan
berikutnya.

c. PPK-PD:

Pengantar Pengesahan SPJ-UP/GU/TU/Gaji;
Pengesahan SPJ-UP/GU atau Pengesahan SPJ TU atau
Pengesahan SPJ Gaji.

d. Khusus SPJ tambahan Uang Persediaan (TU), membuat laporan SPJ
tersendiri sebagaimana SPJ-GU.

Apabila terdapat sisa uang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, disetor ke rekening kas daerah pada bulan
berkenaan dan bukti setor (STS) harus dilampirkan pada SPJ-TU.

e. Lampiran Bukti Pendukung SPJ:

1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri:
Surat Perintah Tugas (SPT);
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan lembar II;
Laporan Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas luar
Kabupaten Malang dalam Provinsi Jawa Timur dan perjalanan
dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur;

- Tiket Penyeberangan,;
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3)

10

- Tiket Pesawat sesuai dengan nama dan tanggal yang
tercantum dalam SPT/SPPD;
- Kwitansi.

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri:

Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Gubernur;
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan lembar II;
Laporan Perjalanan Dinas;

Tiket Pesawat sesuai dengan nama dan tanggal yang
tercantum dalam SPT/SPPD;

Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mengacu pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005
tanggal 12 Mei 2005;

Lampiran Surat Izin Menteri Dalam Negeri;

Kwitansi.

Pengadaan barang/jasa:

3).1

. Sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dilampiri bukti pembelian (nota) disertai rincian dan
diketahui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

3).2. Di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai

3).3.

dengan RpS50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dilampiri:

a) Surat Pesanan UPT oleh KPA/KPAP;

b) Surat Penawaran;

c) Kwitansi;

d) Faktur/Nota;

e) Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan
Pekerjaan;

f) Fotokopi SSP PPN dan PPh.

Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dilampiri:

a) Surat Penawaran dilengkapi dengan File Perusahaan;

b) Evaluasi Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan,
Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan
Harga;

c) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;

d) Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

e) Surat Perintah Kerja;

f) Berita Acara Pemeriksaan  Barang/Penyerahan
Pekerjaan;

g) Berita Acara Penerimaan Barang oleh Pemegang
Barang/Penyerahan Pekerjaan;

h) Fotokopi SSP PPN dan PPh.

3).4. Di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) proses

administrasinya tetap disesuaikan dengan ketentuan
administrasi keuangan yang berlaku untuk LS.
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4) SPJ Pengadaan Tanah:
4).1. Izin lokasi oleh Bupati/Walikota;
4).2. Daftar Nominatif;
4).3. Berita Acara Pengadaan Tanah oleh Panitia Pengadaan
Tanah di atas 1 (satu) ha;
4).4. Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah;
4).5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah;
4).6. Lampiran Surat Kepemilikan (Petok/Sertifikat).
S) SPJ Gaji:
5).1. Laporan Realisasi Gaji (BP-54);
5).2. Fotokopi SPM Gayji;
5).3. Fotokopi SP2D Gaji;
5).4. Rekapitulasi Daftar Gaji per Golongan;
5).5. Daftar Gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing
yang berhak/bersangkutan;
5).6. Surat Tanda Setor (STS) ke rekening Kas Daerah di Bank
Jatim untuk pengembalian gaji yang tidak diterimakan.
6) SPJ Honorarium Pegawai non PNS (honorer):
6).1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS;
6).2. Daftar Penerima Honor;
6).3. Daftar Honorarium per Jenjang Pendidikan;
0).4. Rekapitulasi.
f.  Lampiran, Kwitansi dan Bukti Pendukung SPJ dibuat rangkap 4 (empat).

3. Surat Perintah membayar (SPM)

a. SPM - UP
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang dipergunakan
sebagai uang persediaan dan untuk mendanai kegiatan.
Dokumen SPM-UP terdiri dari:
1) Pengantar SPM-UP (PPK-17);
2) SPM-UP (PPK-18);
3) Dokumen SPP-UP.
b. SPM-GU
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.
Dokumen SPM-GU terdiri dari:
1) Pengantar SPM-GU;
2) SPM-GU;
3) Dokumen SPP-GU;
4) Pengantar Pengesahan SPJ UP/GU;
5) Pengesahan SPJ-UP/GU bulan sebelumnya.
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c. SPM-TU
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD, karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Dokumen SPM-TU terdiri dari:
1) Pengantar SPM-TU;
2) SPM-TU;
3) Dokumen SPP-TU;

4) Rincian Rencana Penggunaan TU.

d. SPM-LS
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
Dokumen SPM-LS terdiri dari:
1) Pengantar SPM-LS;
2) SPM-LS;
3) Dokumen SPP-LS.

e. SPM Gaji
SPM gaji adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang dipergunakan
untuk pembayaran gaji.
Dokumen SPM gaji terdiri dari:
1) Pengantar SPM Gaji;
2) SPM Gaji;
3) Dokumen SPP Gaji.

f. SPM Ganti Uang Nihil (SPM-GU Nihil)
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disebut SPM-GU Nihil, adalah SPM Penggantian Uang
Persediaan Nihil yang diterbitkan oleh PA/KPA atau Pejabat Lain
yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD).
Dokumen SPP-NIHIL terdiri dari:
1) Surat Pengantar SPM-Nihil,
2) SPM-Nihil;
3) Dokumen SPP-Nihil;
4) Pengantar Pengesahan SPJ UP/GU Nihil;
5) Pengesahan SPJ-UP/GU Nihil.
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g. SPM Tambah Uang Nihil (SPM-TU Nihil)
Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nihil, yang selanjutnya disebut
SPM-TU Nihil, adalah SPM-TU Nihil yang diterbitkan oleh PA/KPA atau
Pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh Bendahara
Umum Daerah (BUD).
Dokumen SPP-NIHIL terdiri dari:
1) Surat Pengantar SPM-TU Nihil;
2) SPM-TU Nihil;
3) Dokumen SPP-TU Nihil;

4) Rincian Rencana Penggunaan TU.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

a. SP2D-UP/GU/TU
SP2D-UP/GU/TU adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana UP/GU/TU yang diterbitkan oleh Bagian Pembelanjaan
Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah berdasarkan Surat
Rekomendasi UP/GU/TU dari Bidang Perbendaharaan dan Dokumen
SPM-UP/GU/TU.
Dokumen SP2D-UP/GU/TU terdiri dari:
1) Tanda terima;
2) SP2D.

b. SP2D-LS/Gaji
SP2D-LS/gaji adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana LS/Gaji yang diterbitkan oleh Bidang PerbendaharaanBadan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan dokumen SPM-
LS/Gaji.
Dokumen SP2D-LS/Gaji terdiri dari:
1) Tanda terima;
2) SP2D.

B. MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN

1. Pencairan Dana UP

a) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan Bendahara
Pengeluaran membuat SPP-UP untuk diajukan kepada PPK-PD.

b) PPK-PD meneliti dokumen SPP-UP, setelah dinyatakan sah dan
lengkap diterbitkan SPM-UP yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya
dokumen SPP-UP.

c) SPM beserta dokumen SPP-UP diajukan ke Bidang Perbendaharaan
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti

kelengkapan dan keabsahannya;

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. X.docx



14

d) Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua)
hari sejak SPP diterima;

e) SP2D diberikan kepada Bendahara untuk proses pencairan di Bank
Jatim.

. Pertanggungjawaban Dana UP/GU dan Pencairan Dana GU

a) Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan
kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan dokumen
SPJ secara langsung kepada PPK-PD, Bendahara Pengeluaran paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Bendahara Pengeluaran
merekap SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian
hasil rekap SPJ dikirim kepada PPK-PD selambat-lambatnya tanggal
10 bulan berikutnya.

b) PPK-PD memverifikasi dokumen SPJ dan membuat pengesahan SPJ
selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

c) Berdasarkan Pengesahan SPJ dari PPK-PD, Bendahara Pengeluaran
membuat SPP-GU kepada PPK-PD.

d) PPK-PD meneliti dokumen SPP-GU, setelah dinyatakan lengkap
diterbitkan SPM-GU yang ditandatangani oleh Kepala PD paling
lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-GU.

e) SPM-GU, dokumen SPP-GU, dan Pengesahan SPJ diajukan ke
Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, sebagai dasar
penerbitan SP2D.

f) Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua)
hari sejak diterimanya SPP.

g) Dalam hal dokumen SPM-GU dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran,
PPKD menolak menerbitkan SP2D. untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran agar dilakukan penyempurnaan
SPM-GU.

. Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana TU

a) PA mengajukan Permohonan Tambahan Uang (TU) berserta Rincian
Rencana Penggunaan TU kepada PPKD melalui Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah.

b) Berdasarkan Persetujuan Permohonan Tambahan Uang, Bendahara
Pengeluaran membuat SPP-TU kepada PPK-PD.

d) PPK-PD meneliti dokumen SPP-TU, setelah dinyatakan sah dan
lengkap diterbitkan SPM-TU yang ditandatangani oleh kepala
Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya
dokumen SPP-TU. SPM-TU beserta dokumen SPP-TU diajukan
kepada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya,
selanjutnya dibuatkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak
diterimanya dokumen SPM-TU sebagai dasar penerbitan SP2D.

C:\Users\RAB\Downloads\perbup 71-2017\Lam. X.docx



15

e) Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua)
hari sejak diterimanya SPP/SPM.

f) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak
sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran,
SKPKD menolak menerbitkan SP2D. Untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran agar dilakukan penyempurnaan
SPM.

g) Dalam hal Dana TU tidak habis digunakan, maka sisa TU harus
disetorkan ke rekening Kas Daerah pada bulan yang berkenaan.

h) Penggunaan Dana TU harus dipertanggungjawabkan secara terpisah
dengan SPJ-GU, namun pertanggungjawabannya bersamaan dengan
SPJ-GU, SPJ-TU dilampiri bukti setor sisa TU.

i) Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan
kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan dokumen
SPJ-TU secara langsung kepada PPK-PD, Bendahara Pengeluaran
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara Pengeluaran
merekap SPJ-TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian
hasil rekap SPJ-TU dikirim kepada PPK-PD selambat-lambatnya
tanggal 8 (delapan).

j)  PPK-PD memverifikasi dokumen SPJ-TU dan membuat pengesahan
SPJ-TU selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh).

. Pencairan Dana LS

a) Berdasarkan SPD, PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan
barang/jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
dalam rangka pengajuan SPP-LS.

b) SPP-LS diajukan kepada PPK-PD.

c) PPK-PD meneliti dokumen SPP-LS, setelah dinyatakan lengkap
diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-LS.

d) SPM Dbeserta dokumen SPP-LS diajukan kepada Bagian
Pembelanjaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya.

e) Bagian Pembelanjaan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari
sejak diterimanya dokumen SPM-LS, kemudian SP2D diteruskan ke
Kantor Kas Daerah.

f) Kantor Kas Daerah menerbitkan Giro Paling lambat 1 (satu) hari
sejak diterimanya SP2D sebagai dasar pencairan dana LS di Bank

Jatim.

. Pencairan dan Pertanggungjawaban Gaji

a) Berdasarkan SPD, Pembuat daftar gaji menyiapkan dokumen SPP
Gaji untuk disampaikan kepada Bendahara pengeluaran dalam
rangka pengajuan SPP Gaji.
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b) SPP Gaji diajukan kepada PPK-PD.

c) PPK-PD meneliti dokumen SPP Gaji, setelah dinyatakan lengkap
diterbitkan SPM Gaji yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP
Gaji.

d) SPM beserta dokumen SPP Gaji diajukan kepada bidang
perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya.

e) Bidang perbendaharaan menerbitkan SP2D, kemudian SP2D

diteruskan ke Bank Jatim.

C. MEKANISME PENCAIRAN DANA KAPITASI DAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD):

1. Dana Kapitasi
Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk
Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) FKTP oleh
PPKD selaku BUD.
a. Surat Perintah Membayar (SPM):

1. Pengantar SPM;
SPM;
Dokumen SPP;

Pengantar Pengesahan SPJ;

o kWb

Pengesahan SPJ.
b. Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B):
1. SP2B.

2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Seluruh Pendapatan BLUD dilakukan dengan menerbitkan SPM
Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab(SPTJ).
a. Surat Perintah Membayar (SPM):
1. Pengantar SPM;
SPM,;
Dokumen SPP;

nal

Pengantar Pengesahan SPJ;
5. Pengesahan SPJ.

b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):
1. SP2D
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a. Laporan Pendapatan BLUD:

PROVINSI/KABUPATEN

PEMERINTAH

ooooooo

TRIWULAN........... TAHUN
REALISASI REALISASI
ANGGARAN REALISASI
S/D S/D LEBIH
NO. URAIAN DALAM TRIWULAN
TRIWULAN TRIWULAN (KURANG)
DPA INI
LALU INI
Pendapatan
BLUD
1. Jasa
Layanan
2. Hibah
3. Hasil Kerja
Sama
4. Pendapatan
Lain
JUMLAH
.................. s reeerrennrenneennnnnn. 200000 3)
Mengetahui, Pemimpin BLUD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)
tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)
NIP.

....................... 4)

Keterangan:

1) diisi nama Provinsi/ Kabupaten

2) diisi nama BLUD.

3) diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

4) diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).
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b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ):

PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN ......... 1)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Tahun ........ sebesar Rp.............. (corememerenenenen ) yang berasal dari pendapatan:
Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan Pendapatan lain-lain yang sah,
adalah tanggung jawab kami. Pengeluaran biaya tersebut di atas telah
dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan

Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada
pada kami.

Sehubungan dengan pengeluaran Biaya BLUD .......... Triwulan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD..........

.................. N2 O JUS. )
Pemimpin BLUD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. .o 4

Keterangan:
1) diisi nama Provinsi/ Kabupaten/Kota
2) diisi nama PD/ Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

3) diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab
dibuat.

4) diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasaldari PNS).
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c. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja:

DINAS KESEHATAN ..... 1)

SURAT PERMINTAAN
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
Tanggal: ............... 2) Nomor: ............... 3)

Kepala Dinas Kesehatan .................... 4) memohon kepada:

Bandahara Umum Daerah selaku PPKD

Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah:
1. Saldo Awal Rp..ccceene. 5)

2. Pendapatan Rp..coeeene. 6)

3. Belanja Rp..coenenen. 7)

4. Saldo Akhir Rp.cocoeenne. 8)

Untuk bulan .........cceeeeenenes 9) Tahun Anggaran ................... 10)

Dasar Pengesahan Urusan Organisasi Nama FKTP

............. 11) e 12)
Program, Kegiatan
XX...... DO, G 13)

PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
...................... 14) RpP.ieeeeiivnennnnnn15) RP.coveeeeiiiieeenn17) Rpeveeeeriiieeennnnn 18)
Jumlah Pendapatan Rp.cviiiiinn, 16) Jumlah Belanja Rp.ioiiiiiinn, 19

................ 20), tanggal seperti di atas

Kepala Dinas Kesehatan................... 21)

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B FKTP

1) diisi uraian nama Kesehatan Kabupaten,

2) diisi tanggal SP3B FKTP;

3) diisi nomor SP3B FKTP,

4) diisi nama Kesehatan Kabupaten,

5) diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus untuk
saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangka
pengajuan SP3B FKTP;

6) diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;

7) diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP,

8) diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);

9) diisi periode bulan berkenaan;

10) diisi Tahun Anggaran berkenaan;

11)diisi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain: Nomor Peraturan Daerah
tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-PD Dinas
Kesehatan,
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12)diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada Dinas

Kesehatan,
13)diisi kode program dan kegiatan Dinas Kesehatan,

XX XX

|—> diisi Kode Kegiatan (Dua Digit)

»diisi Kode Program (Dua Digit)

14) diisi kode rekening pendapatan;

15) diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;

16) diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;

17) diisi kode rekening belanja,

18) diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;

19) diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;

20) diisi lokasi instansi penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbitan SP3B FKTP;
21)diisi nama Kepala Dinas Kesehatan,

22) diisi NIP Kepala Dinas Kesehatan.
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d. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP):

LOGO SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN
DAERAH BELANJA (SP2B) FKTP
Nomor SP3B FKTP : .......cccoieiennin. 1) Nama BUD/Kuasa BUD : ................. 5)
Tanggal PP 2) Nama BUD/Kuasa BUD : ................. 6)
Kode dan nama PD : ...................... 3) Nama BUD/Kuasa BUD : ................. 7)
Dinas Kesehatan PP 4) Nama BUD/Kuasa BUD : ................. 8)
Nama FKTP e, 5)
Telah disahkan Pendapatan dan Belanja sejumlah
Saldo Awal TRp 9)
Pendapatan TRp 10)
Belanja TRp 11)
Saldo Akhir TRp 12)
................. 13), tanggal .........c..e.....
............................... 14)
................................ 15)
NIP. oo 16)

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B FKTP:

1) diisi nomor SP3B FKTP;

2) diisi tanggal SP3B FKTP;

3) diisi Kode dan Nama Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
4) diisi nama FKTP pada Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
5) diisi nama BUD/Kuasa BUD,;

6) diisi tanggal penerbitan SP2B FKTP,

7) diisi nomor penerbitan SP2B FKTP;

8) diisi tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP,

9) diisi jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP;
10) diisi jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP;
11) diisi jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP;

12) diisi jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP,
13) diisi nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP,
14) diisi nama Jabatan (BUD/ Kuasa BUD);

15) diisi nama BUD/Kuasa BUD,;

16) diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH

A. PEJABAT PENGELOLAAN BARANG DAERAH

1. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik

Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan
Barang Milik Daerah;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang
Milik Daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang
Milik Daerah;

e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam
bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

2. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang
berwenang dan  bertanggung jawab:

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah

yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
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f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang
Milik Daerah; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik
Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola
Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  atas
pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi Barang Milik Daerah;

g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna
Barang yang tidak  digunakan untuk  kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola
Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola
Barang;

h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

j. menyusun laporan Barang Milik Daerah.

4. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang
Milik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya,;
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah;
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c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya,;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui
Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik
Daerah;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

j- menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

B. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

1. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik
Negara/Daerah yang ada.

2. Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan,
pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan
Barang Milik Daerah.

3. Perencanaan merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja
perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan rencana kerja dan anggaran.

4. Perencanaan kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.

5. Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang
yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di
lingkungan kantor yang dipimpinnya.

6. Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan
Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
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7. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana
kebutuhan Barang Milik Daerah bersama Pengguna Barang
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang
dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana
kebutuhan Barang Milik Daerah.

C. PENGGUNAAN

1. Status penggunaan Barang Milik Daerah  ditetapkan
oleh Bupati.

2. Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang
Milik Daerah berupa barang persediaan, konstruksi dalam
pengerjaan, atau barang yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan, Barang Milik Daerah lainnya
yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

3. Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan
kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

4. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan
dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah
yang diterimanya kepada  Pengelola Barang  disertai
dengan usul Penggunaan; dan

b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang dan
mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk
ditetapkan status penggunaannya.

5. Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

6. Barang  Milik Daerah  yang  telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan
sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan
Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Bupati.

7. Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.

8. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula
dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih
dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna

Barang.
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D. PEMANFAATAN
1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang
Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang,
untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan
oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau
bangunan.

2. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:

a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;

c. Kerja Sama Pemanfaatan;

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

3. Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau
bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang.

4. Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

5. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dengan
Pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik
Daerah; dan/atau

b. meningkatkan pendapatan daerah.

6. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang
Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas tersebut.

7. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah
dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang; atau

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
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E. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

1. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang
Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan
administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

3. Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna
Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik
Daerah yang berada di bawah penguasaannya.

F. PENILAIAN

1. Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka
penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau
Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

2. Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan
neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan
oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

4. Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan
dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat
melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.

G. PEMINDAHTANGANAN

1. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan
tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

2. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

H. PEMUSNAHAN

Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam

hal:

a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak
dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; atau

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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PENGHAPUSAN

Penghapusan meliputi:

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

PENATAUSAHAAN

1. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan Barang  Milik Daerah  yang  berada  di
bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus
melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah
yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar
Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi
barang.

3. Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah
berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

4. Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik
Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

5. Dalam hal Barang Milik Daerah berupa persediaan dan
konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh
Pengguna Barang setiap tahun.

6. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah
selesainya Inventarisasi.

7. Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam
penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

8. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk
menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada
Pengguna Barang.

9. Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan
Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.

10. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk
menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang.

11. Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola
Semesteran dan Tahunan.
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12. Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna
Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai
bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

13. Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk
menyusun neraca Pemerintah Daerah.

K. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

L. GANTI RUGI DAN SANKSI
1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau
pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah
diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

. Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun rencana pengadaan
barang/jasa. Yang mencakup:
a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dibiayai oleh Perangkat Daerah sendiri; dan/atau
b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dibiayai berdasarkan kerja sama antar Perangkat Daerah
secara pembiayaan bersama (cofinancing), sepanjang diperlukan.
2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) dari Perangkat Daerah.
3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi:
a. Identifikasi dan analisis kebutuhan;
b. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
c. Penetapan kebijakan umum; dan
d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

. Identifikasi Kebutuhan

1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan
untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA
terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah
ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari
kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2
dituangkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk pembahasan dan
penetapan di DPRD.

4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara
pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum
Pengadaan.

. Penyusunan Dan Penetapan Rencana Penganggaran

1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan
barang/jasa. Terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya
pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses
pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya
pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain.
3. Biaya administrasi dapat terdiri dari:

a. Biaya pengumuman pengadaan (bila diperlukan);

b. Honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang
diperlukan;

c. Biaya survey lapangan/pasar;

d. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli
hukum kontrak, biaya uji coba.

D. Penetapan Kebijakan Umum

Penetapan Kebijakan Umum meliputi: pemaketan pekerjaan, cara

Pengadaan Barang/Jasa dan  pengorganisasian Pengadaan

Barang/Jasa.

1. Kebijakaan Umum tentang Pemaketan Pekerjaan;

2. Kebijakan Umum tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa;

3. PA menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan sifat kegiatan yang akan
dilaksanakan:

a. Melalui swakelola yang merupakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga
sendiri dan/atau tenaga luar; atau

b. Melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha
maupun perorangan.

4. Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan barang/jasa.
Pengguna Anggaran membentuk organisasi pengadaan yang terdiri
dari:

a. PPK;

b. ULP/Pejabat Pengadaan;

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

d. Tim lainnya yang diperlukan, antara lain: tim uji coba,
panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.

E. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
PA menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan
yang sekurang-kurangnya memuat:
1. Uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi latar belakang,
maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta
jumlah tenaga yang diperlukan;
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Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/ pekerjaan
tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai
dengan penyerahan barang/jasa;

Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan

Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban
pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

F. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

1.

PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di
masing-masing Perangkat Daerah secara terbuka kepada
masyarakat luas setelah APBD yang merupakan rencana
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Malang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD sebelum
pengumuman  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh
ULP/Pejabat Pengadaan, paling lambat tanggal 31 Januari;
Perangkat Daerah mengumumkan rencana umum Pengadaan
Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang;
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 di atas, sekurang-kurangnya berisi:

a. nama dan alamat PA;

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c. lokasi pekerjaan; dan

d. perkiraan nilai pekerjaan.

Pengumuman sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui
website  Pemerintah  Kabupaten Malang dengan alamat

www.malangkab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
Kabupaten Malang dengan alamat https://sirup.lkpp.go.id/sirup

G. Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan

1.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.

Ketentuan dan tata cara pengadaan melalui Swakelola, diatur

pada Pasal 26 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Petunjuk teknisnya pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua aas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

a. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
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Ketentuan Umum Swakelola:
a) Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran:

1. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I
Penanggung Jawab Anggaran,;

2. Menggunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain
dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli;

3. Bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari
keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat pekerjaan.

b) Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana
swakelola:

1. Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung
Jawab Anggaran;

2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain.

c) Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola:

1. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok
masyarakat (Perencanaan Umum oleh Instansi
Penanggungjawab Anggaran, Perencanaan detail oleh
Kelompok Masyarat);

2. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggung jawab
anggaran;

3. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak
lain (subkontrak).

d) Ketentuan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan
kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang
mampu melaksanakan pekerjaan;

2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

3. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana,
dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk
selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat.

e) Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola:

1. Pekerjaan wuntuk meningkatkan kemampuan teknis
sumber daya manusia;

2. Pekerjaan yang = operasi dan  pemeliharaannya
memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;

3. Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia
Barang/Jasa;

4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu;

S. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya atau penyuluhan;

6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan

survei yang bersifat khusus;
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7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu;

8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang
bersangkutan;

9. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam
negeri;

10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

2. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa.
Ketentuan dan tata cara pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa
diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk
teknisnya pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bab II s/d Bab VII,

yaitu:

BAB II : Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;

BAB III : Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

BABIV : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan usaha;

BAB V : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Perorangan;

BAB VI : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan Usaha Melalui Seleksi
Internasional,

BAB VII : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya.

H. Organisasi Pengadaan
1. Organisasi Pengadan Barang/Jasa Terdiri dari:

a. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
1) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3) Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; dan
4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

b. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Swakelola terdiri atas:
1) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
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3) Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim

Pengadaan; dan

4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

c. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana
disebut pada huruf a. dan huruf b. tidak terikat tahun
anggaran.

2. Penetapan, Tugas dan Kewenangan

Tugas dan kewenangan PA/KPA, PPK dan Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan memiliki fungsi yang sama untuk

Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa maupun untuk

Pengadaan melalui Swakelola, tugas dan kewenangan masing-

masing adalah sebagai berikut:

a. PA
a) Tugas dan kewenangan PA adalah:

(1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

(2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
paling kurang di website Perangkat Daerah;

(3) menetapkan PPK;

(4) menetapkan Pejabat Pengadaan;

(5) menetapkan Panitia/Pejabat Hasil Pekerjaan;

(6) menetapkan:

(a) Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai di atas Rp100.000.000.000 (seratus milyar
rupiah); atau

(b) Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000
(sepuluh milyar rupiah).

(7) mengawasi pelaksanaan anggaran;

(8) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(9) menyelesaikan  perselisihan antara PPK dengan
ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat; dan

(10) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

b) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

(1) Menetapkan tim teknis; dan/atau

(2) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan
Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

b. KPA
1) KPA merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas

usul PA;
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2) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi
pusat Lainnya atas usul Bupati;

3) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

PPK

a) Tugas dan kewenangan PPK adalah:

(1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang meliputi:

(a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

(b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

(c) rancangan Kontrak.

(2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

(3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani
Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

(4) menandatangani Kontrak;

(5) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

(6) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

(7) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa Kepada PA/KPA;

(8) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

(9) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan

(10) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana
dimaksud, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

(1) mengusulkan kepada PA/KPA:

(a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

(b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

(2) menetapkan tim pendukung;

(3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan
teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas
ULP; dan

(4) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.

(5) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan
untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan
susunan sebagai berikut:

(a) Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK
untuk membantu pelaksanakan pengadaan
barang/jasa;

(b) Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan,
Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan
lain-lain (sesuai kebutuhan).
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c) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

(1) memiliki integritas;

(2) memiliki disiplin tinggi;

(3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas;

(4) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN;

(5) menandatangani Pakta Integritas;

(6) tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;

(7) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

d) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana
dimaksud pada huruf c) angka (6) dikecualikan untuk
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

e) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan
untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada huruf c)
angka (7) dikecualikan untuk PA/KPA yang bertidak sebagai
PPK.

f) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢) angka angka (3) adalah:

(1) berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1)
dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai
dengan tuntutan pekerjaan;

(2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun
terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan
dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan

(3) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

g) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi
persyaratan sebagaiaman dimaksud pada huruf f angka (1)
terbatas, persyaratan pada huruf f angka (1) dapat diganti
dengan paling kurang golongan Illa atau disetarakan dengan
Golongan III/a.

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
a) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh

PA/KPA;

b) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal
dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun

instansi lainnya;
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c) Dikecualikan dari ketentuan pada huruf b), anggota
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada institusi lain
Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dapat berasal dari bukan PNS;

d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

(1) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab
melaksanakan tugas;

(2) memahami isi kontrak;

(3) memiliki kualifikasi teknis;

(4) menandatangani pakta integritas; dan

(5) tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

e) Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan adalah:

(1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak;

(2) menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian;

(3) membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan; dan

(4) batasan jenis barang/jasa yang diperiksa mengacu pada
ketentuan dalam kontrak/SPK.

f) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian
teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untu
membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan, yang anggarannya dapat dialokasikan dalam DPA;

g) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf f)
ditetapkan oleh PA/KPA;

h) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan
pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna
Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

e. Pejabat Pengadaan

1) Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan E-Purchasing;

2) Persyaratan:

a. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;
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b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi
tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang
bersangkutan;

d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur
Pengadaan;

e. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

f. Menandatangani Pakta Integritas.

3) Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi:
Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

a.
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;

o

Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

p

Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

website Pemerintah Kabupaten Malang dan papan

pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal

Pengadaan Nasional;

e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa  melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;

g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan  Langsung untuk  paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah); dan/atau

b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah);

h. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

i. Menyerahkan dokumen asli  pemilihan Penyedia

Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

j- Membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan
kepada PA/KPA;
k. Memberikan  pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
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Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement)

1.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan serta mendukung
proses monitoring dan audit Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
wajib dilakukan secara elektronik;

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara
E-Tendering atau E-Purchasing;

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
yang dikembangkan oleh LKPP:

a. E-Tendering

1) E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh
LPSE;

2) Dalam  pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;

b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)
peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan
dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;

d. tidak diperlukan sanggahan banding;
untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

— daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima)
penyedia Jasa Konsultansi;

— seleksi sederhana  dilakukan dengan  metode
pascakualifikasi.

3) Ketentuan lebih lanjut tentang e-Tendering diatur dalam
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang
e-Tendering.

b. E-Purchasing

1) E-Purchasing wajib terhadap Barang/Jasa yang sudah
dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah;

2) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK
atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan
Instansi/Institusi;

3) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik
ditetapkan oleh Kepala LKPP;

4) Ketentuan lebih lanjut tentang e-Purchasing diatur dalam
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang

e-Purchasing.
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J. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah
Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2014
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten
Malang yang memiliki fungsi dalam memfasilitasi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

2. Fungsi Pelayanan LPSE paling kurang meliputi:

a. Administrasi sistem elektronik;

b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna;
c. Pusat bantuan; dan

d. Fasilitas penggunaan internet.

3. Setelah penetapan APBD Tahun 2015, Kepala PD mengajukan
user id dan password untuk operator SIRUP pada LPSE, dan
segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal 31
Januari 2015.

4. Kedudukan LPSE Kabupaten Malang berada di Jl. Merdeka Timur
No. 3 Malang, Jawa Timur, telepon (0341) 340919 atau pada Dinas
Komunikasi dan Informartika Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang,
telepon (0341) 408788 E-mail: kominfo@malangkab.go.id

K. Unit Layanan Pengadaan
1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malang dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati nomor 41 Tahun 2013 tentang Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki kewenangan

salah satunya Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang diproses melalui ULP:

a. Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang nilainya di
atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya di atas
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. Penunjukan Langsung yang nilainya diatas Rp200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) untuk Pengadaan barang/konstruksi/jasa
lainnya dan di atas RpS50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
untuk Pengadaan Jasa Konsultansi;

3. Persyaratan Pengadaan melalui ULP:
1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
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2. Pejabat Pembuat Komitmen telah mendapatkan User Id dan

Password pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kabupaten Malang;

3. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi:

NO. URAIAN HARD | SOFT KETERANGAN
COPY | COPY
1 Rincian Pengadaan Berisi Nama Paket, Volume,
lokasi pekerjaan, Jangka
waktu pelaksanaan, jenis
kontrak (lump sum, harga
satuan, gabungan lump sum
dan harga satuan
atau............ )
2 Fotokopi DPA
3 | SKPPK 53590505058
4 HPS
S BQ/Daftar
Kuantitas dan
Harga
6 KAK/Spesifikasi
Teknis m
7 Gambar Detail Pekerjaan Konstruksi atau
jika ada untuk Pengadaan
barang
8 Personil Inti yang Pekerjaan Konstruksi
dipersyaratkan/
bila diperlukan
9 Peralatan Minimal Pekerjaan Konstruksi
yang
dipersyaratkan/
bila diperlukan
10 | Rancangan Surat

perjanjian
(kontrak) termasuk
syarat-syarat
umum dan syarat-
syarat khusus
kontrak
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Contoh Format Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP
Kabupaten Malang

KOP SURAT PD

............. s eeeneeeeeennernenieeneenenn. 2018
Kepada
Nomor :602.1/ [oeeenen /2018 Yth. Sdr. Kepala Unit Layanan
Sifat : Penting Pengadaan (ULP) Kabupaten
Lampiran : 1 (satu) bendel Malang
Perihal : Permohonan Pelaksanaan di
Pengadaan Barang/Jasa MALANG

Dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada DPA
PD....... Nomor: ..... Tanggal.......... Tahun 2018, dengan ini
mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
untuk dapat diproses melalui ULP sebagaimana ketentuan
peraturan per Undang-undangan yang berlaku. Adapun data paket
pekerjaan sebagai berikut:

No. Kegiatan Pekerjaan Pagu (Rp) | HPS (Rp)

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen dan data-data
kelengkapan proses lelang sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan
terima kasih.

Mengetahui,
Kepala PD Pejabat Pembuat Komitmen
PD
TTD TTD
NAMA TERANG NAMA TERANG

NIP NIP
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4. Alur Proses ULP:

w N

PD
PA/KPA menayangkan Rencana Umum Pengadaan pada Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE pada aplikasi SIRUP (Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan), website Pemerintah Kabupaten
Malang www.malangkab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat;
PA/KPA masing-masing PD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan;
PA dari masing-masing PD mengajukan nama-nama PPK setiap
kegiatan Lelang kepada LPSE Kabupaten Malang;

1

LPSE
LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-masing PPK;

1

PD
PA/KPA menyerahkan rencana Pengadaan kepada PPK;

1

L ®

10.

11.

12.

ULP
PPK menetapkan pengelompokan paket yang akan dilaksanakan dalam
lelang dan mengirimkannya kepada ULP bersama dokumen
kelengkapan pelelangan;
Kepala ULP menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) untuk paket
sebagaimana yang dimaksud pada poin 5;
Pokja mendapatkan data kelengkapan paket;
Pokja menentukan metode pengadaan dan mengevaluasi dokumen
kelengkapan pengadaan termasuk mengusulkan besaran perubahan
HPS:
a.Jika ada perubahan dalam HPS dan ketidaklengkapan dokumen
pelelangan, Pokja mengirimkan permohonan perubahan/penjelasan
kepada PPK;
b. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan dokumen
pengadaan.
Pokja melaksanakan proses pelelangan dengan diawali mengumumkan
pelelangan melalui media yang telah ditetapkan:
a. LPSE Kabupaten Malang;
b. Website Pemerintah Kabupaten Malang;
c. Papan pengumuman ULP.
Pokja melakukan aanwijzing pada waktu yang telah ditetapkan dalam
jadwal pelelangan;
Jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, pokja menyampaikan

kepada PPK untuk disetujui.
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g

Penyedia Barang/Jasa
13. Penyedia barang/jasa melakukan upload dokumen kualifikasi dan atau

dokumen penawaran,;

g

ULP
14. Pokja mengunduh dokumen kualifikasi dan atau penawaran melalui

portal LPSE sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.

15. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sesuai
dengan jadwal yang telah di tetapkan.

16. Pokja melakukan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang;

17. Pokja menetapkan pemenang lelang;

18. Jika diperlukan Pokja melakukan expose hasil evaluasi pelelangan di
hadapan ULP dan dihadapan tim ahli.

19. Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui portal LPSE dan
papan pengumuman ULP.

20.Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka
Pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.

g

PD
21.Pokja mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada Kepala ULP untuk diteruskan pada PPK sebagai dasar

diterbitkannya SPPBJ.

a.Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada

PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:

1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan
evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal;

2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA
memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan
PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

b.Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK
menerbitkan SPPBJ.
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5. Aplikasi e-ULP

Aplikasi e-ULP adalah aplikasi berbasis web yang berguna
untuk monitoring surat permohonan lelang dari Perangkat
Daerah dan rekap paket yang dilaksanakan oleh kelompok
kerja ULP. Maksud dari penerapan e-ULP adalah efiesiensi
waktu dalam proses disposisi maupun distribusi paket
pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pokja ULP, juga
sebagai database laporan paket pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Malang.

6. Kedudukan ULP Kabupaten Malang berada di Jl. Panji No. 158
Kepanjen, Jawa Timur, telepon/fax (0341) 392030 atau pada
Bagian Administrasi Pembangunan di Jl. Panji No. 158
Kepanjen, Jawa Timur, telepon/fax (0341) 392030 E-mail:
ulp@malangkab.go.id

L. Kontrak

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola;

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan menetapkan jenis
Kontrak Pengadaan Barang/jasa;

3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. kontrak berdasarkan cara pembayaran;

b. kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c. kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

d. kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kontrak diatur pada
Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a. Bukti pembelian:
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya
sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

b. Kuitansi:
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya
sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
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c. Surat Perintah Kerja (SPK):
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan
Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima
puluh juta rupiah);

d. Surat Perjanjian:
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000
(dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultan dengan nilai
di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

e. Surat Pesanan:
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui
E-Purchasing dan pembelian secara Online.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A.BELANJA HIBAH

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
Pemberian hibah ini ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

1. Kriteria Pemberian Hibah:

a. peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat.
Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan
kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementrian
yang wilayah kerjanya berada dalam daerah bersangkutan.
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Pemerintah Daerah lain.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah

sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Negara.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan dalam

rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam

rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah

daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Badan dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah diberikan kepada badan dan lembaga yang berbadan

hukum Indonesia:

1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasvarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya dengan persyaratan paling
sedikit:

- memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang
bersangkutan;

- memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala
Desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Daerah yang bersangkutan.
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f. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan

pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan

perundang-undangan dengan persyaratan paling sedikit:

1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat
3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
daerah yang bersangkutan; dan

3) memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.

3. Tujuan Pemberian Hibah

Pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk
menunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah. Pemberian
hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program
dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat,
serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah

Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi
kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan
objektif;

b. Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan
dengan wajar dan proporsional;

c. Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus
tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah
harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
dan bermanfaat;

e. Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan
daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
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4. Penganggaran Hibah

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan
usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan
proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan
hibah, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program
kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia,
dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang
berwenang atau pimpinan lembaga;

b. Bupati menunjuk Perangkat Daerah (PD)/Bagian terkait untuk
melakukan evaluasi usulan tersebut;

c. Kepala PD terkait menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;

d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

e. Rekomendasi kepala PD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA
dan PPAS;

f. Anggaran hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
dan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja pada PPKD.
Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi :

- Pemerintah Pusat;

- Pemerintah Daerah lain;

- Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau

- Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.

g. Anggaran hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam
RKA-PD dan dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang
atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada PD;

h. RKA-PPKD dan RKA-PD menjadi dasar penganggaran hibah
dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan;

i. Dalam rincian obyek belanja hibah dicantumkan nama penerima
dan besaran hibah.

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan.
a. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas
DPA-PPKD;
b. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang/jasa
berdasarkan atas DPA-PD;
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c. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh
Bupati dan penerima hibah;

d. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

1) pemberi dan penerima hibah;

2) tujuan pemberian hibah;

3) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4) hak dan kewajiban pemberi dan penerima,;

5) tata cara penyaluran/penyerahan hibah;

0) tata cara pelaporan hibah; dan

7) sanksi.

e. Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD;

f. Penandatanganan NPHD untuk hibah berupa barang/jasa
dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran pada PD bersangkutan;

g. Penandatanganan NPHD untuk hibah berupa uang dilakukan
oleh Kepala PD selaku verifikator teknis yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati;

h. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang
atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan
keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD
dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD serta DPA-
PPKD;

i. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada PD
berkenaan menetapkan daftar penerima hibah jenis barang atau
jasa serta besaran nilai uang yang akan dihibahkan atas nama
Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta DPA-PD;

j- Penetapan penerima hibah berupa barang/jasa oleh PA/KPA
berdasarkan proses pengadaan barang/jasa yang telah
dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;

k. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan
hibah;

l. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;

m. Pencairan hibah  berupa uang  dilakukan dengan
cara pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

n. Perubahan dasar penetapan penerima hibah dapat dilakukan
setelah dilaksanakan pergeseran anggaran sesuai mekanisme
pengelolaan keuangan daerah atau Perubahan APBD tahun
berkenaan.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah.

a. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan PD terkait;
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b. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala PD
terkait;

c. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan,;

d. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program
dan kegiatan pada PD terkait.

7. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Pemberian Hibah.
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah
meliputi:

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
hibah berupa uang atau keputusan PA/KPA tentang penetapan
daftar penerima hibah berupa barang/jasa;

c. NPHD;

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau
bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa
barang/jasa.

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material

atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa
uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barang/jasa;

d. pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh
penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan

pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa

barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai

standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran

dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
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B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah
dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas

dan manfaat untuk masyarakat.

1. Anggota/kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial
meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan,
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya

risiko sosial.

2. Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok

Masyarakat Harus Memenuhi Kriteria Paling Sedikit:

a. selektif, bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan risiko sosial;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu:

- memiliki identitas yang jelas;
- berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah
berkenaan.

c. Dbersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan, bahwa pemberian
bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial,;

d. sesuai tujuan penggunaan.
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3. Kriteria Sesuai Tujuan Penggunaan bahwa Tujuan Pemberian

Bantuan Sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar;

b. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan
menangani risiko dariguncangan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal;

c. pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang
atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya;

d. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak;

e. penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program,
dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;

f. penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang

ditujukan untuk rehabilitasi.

4. Bantuan Sosial Diterima Langsung oleh Penerima Bantuan dapat

berupa:

a. Uang.
Adalah uang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu.

b. Barang.
Adalah barang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah
luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurang mampu.
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5. Penganggaran Bantuan Sosial.

a. anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
kepada Bupati;

b. Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan tertulis;

c. Kepala PD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa
rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;

d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

e. Rekomendasi kepala PD dan pertimbangan TAPD menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS;

f. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bantuan
sosial berupa uang dan/atau barang;

g. Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;

h. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam
RKA-PD;

i. RKA-PPKD dan RKA-PD menjadi dasar penganggaran
bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan;

j- Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok
belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek,
dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;

k. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan
jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang
akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan
rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan
diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada PD;

l. Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima

dan besaran bantuan sosial.

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan.

a. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD;

b. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA-PD;

c. Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta
besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD serta DPA-PPKD;
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d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada PD
berkenaan menetapkan daftar penerima bantuan sosial jenis
barang serta besaran nilai uang atas nama Bupati berdasarkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD serta DPA-PD;

e. Penetapan penerima bantuan sosial berupa barang oleh PA/KPA
berdasarkan proses pengadaan barang yang telah dilakukan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

f. Daftar penerima bantuan sosial menjadi dasar
penyaluran/penyerahan bantuan sosial;

g. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan
cara pembayaran langsung (LS);

h. Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai
dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya
dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU);

i. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan
sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosial;

j- Perubahan dasar penetapan penerima bantuan sosial dapat
dilakukan setelah dilaksanakan pergeseran anggaran sesuai
mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau Perubahan APBD

tahun berkenaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

a. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD
dengan tembusan kepada PD terkait. Bantuan sosial berupa
uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

b. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui
Kepala PD terkait. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai
realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang
dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan

sosial meliputi:

a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
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b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima
Bantuan Sosial Berupa Uang atau Keputusan PA/KPA tentang
Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang;

c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas

pemberian bantuan sosial berupa barang.

8. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan
sosial;

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai
dengan usulan;

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang
bagi penerima bantuan sosial berupa barang;

d. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan
perundang-undangan;

e. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh
penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan;

f. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan
keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran
berkenaan;

g. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca;

h. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Daerah.
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Alur Bantuan Sosial berupa Uang:

PEMOHON

PD  YANGMEMBIDANGI
(VERIFIKAS TEKNIS)

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN
{(VERIFIKASI

ADMINISTRAS])

BAGIAN HUKUM

PPKD

BUPATI

Usulan Proposal

Pemohon /
Rekening An.
Pemohon

— Verifikasi

v

Rekomendasi
Kepada Bupati
Melalui TAPD

o

Disposisi

RKA

J

Kelengkapan
Dokumen

{

Pengajuan Pencairan
Anggaran

Proses
Penetapan

——>  Verifikasi

Penerima
Hibah

DPA

<

Pencairan

Anggaran

Laporan kepada
Bupati melalui

PPKD Tembusan
PD terkait

Melalui TAPD
Memberikan
Perimbangan Atas
Rekomendasi
Sesual Prontas &
Kemampuan
Keuangan Daerah

Surat
Keputusan

Alur Bantuan Sosial berupa Barang:

PEMOHON

PD YANG MEMBIDANGI
(VERIFIKASI TEKNIS)

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN
(VERIFIKASI
ADMINISTRASI)

BAGIAN HUKUM

PPKD

BUPATI

Usulan Proposal

Berita Acara
Serah Terima
Barang

L,

|

Verifikasi

Disposisi

2

Rekomendasi
Kepada Bupati

Melalui  TAPD

RKA

Melalui TAPD

Memberikan

C Pertimbangan Atas
Rekomendasi

Sesuai Prioritas &
Kemampuan

Keuangan Daerah

T

OFA
v

Pengadaan
Barang/Jasa

v

Kelengkapan
Dokumen

Surat
Keputusan

N4

Pengajuan  Pencairan
Anggaran

Laporan Kepada
Bupati Melalui  PD
Terkait

|~ Verfikasi

Pencairan
Anggaran
Kepada
Pihak
Ketiga
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B. Monitoring dan Evaluasi.
a. PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
hibah dan bantuan sosial.
b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan kepada PD yang mempunyai tugas dan

fungsi pengawasan.

D. Lampiran
Format A : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Belanja
Hibah/Belanja Bantuan Sosial
Format B : Hasil Verifikasi Permohonan Belanja Hibah/Belanja

Bantuan Sosial

Format C : Naskah Perjanjian hibah Daerah

Format D : Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial

Format E1 : Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan
Daerah

Format E2 : Konversi Hibah Barang dan/atau Jasa Serta Bantuan

Sosial Berupa Barang Dalam Laporan Realisasi
Anggaran Pemerintah Daerah
Format F :  Contoh Proposal

Format G : Laporan/Surat Pertanggungjawaban
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I. FORMAT A

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERMOHONAN BELANJA HIBAH/BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini tanggal  ...... bulan....tahun...... , Kami Tim
Verifiksi Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial pada
........................ (Badan/Dinas/Satuan/Bagian.........) yang dibentuk

Hibah/Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 20....
Berdasarkan hasil verifikasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut:

Permohonan yang
No. Uraian Masuk

Jumlah | Nilai (Rp) [Jumlah | Nilai (Rp)

Hasil Verifikasi | Keteranga

n

1. |Belanja Hibah/
Belanja Bantuan
Sosial - Uang

2. |Belanja Hibah/
Belanja Bantuan

Sosial - Barang
Total

Rincian hasil verifikasi disajikan sebagaimana terlampir:

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan
Sosial-Uang;

2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan
Sosial-Barang.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab
dalam 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

TIM VERIFIKASI

Nama Lengkap/NIP Tanda tangan
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II. FORMAT B

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

(tempat), (tgl/ bulan) 20...

Kepada
Nomor N Yth. Bpk. Bupati Malang
Sifat e c.q. Bapak Sekretaris
Lampiran : 1 (satu) berkas Daerah (selaku Ketua
Hal : Hasil Verifikasi Permohonan Tim Anggaran
Belanja Hibah/Bantuan Pemerintah Daerah)
Sosial Tahun Anggaran di
20...... KEPANJEN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 4
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial, sebagaimana diubah beberapa kali
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2016,
kami telah melakukan verifikasi atas proposal permohonan
Belanja Bantuan Sosial dan mempertimbangkan prioritas
serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

Jumlah permohonan sebanyak ....... proposal senilai

Rp. ....... (coeenenen ) dan berdasarkan hasil verifikasi telah
disetujui sebanyak .............. proposal senilai Rp. ............
(corenennn ), yang terdiri dari:

No. Uraian Jumlah | Nilai (Rp)
Proposal

1. |Permohonan Belanja
Hibah/Belanja Bantuan Sosial
berupa Uang
2. |Permohonan Belanja
Hibah /Belanja Bantuan Sosial
berupa Barang

Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami
sampaikan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif
Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial
dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan
perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja .......
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III. FORMAT B.1

DAFTAR NOMINATIF USULAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL
TAHUN 20....

HASIL VERIFIKASI PADA

BADAN/DINAS/SATUAN/BAGIAN .....ccccoceenveneee

No.

Uraian

Alamat

Kecamatan Nilai (Rp)

S Rl S

TIM VERIFIKASI

KEPALA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA
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IV. FORMAT C
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERANGKAT DAERAH
RS
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Pada hari ini .............. , tanggal .............. bulan .............. tahun .........

yang bertanda tangan di bahwa ini:

L.

Nama e
NIP e
Pangkat e

Jabatan TP

Unit Kerja @ ...,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.

Nama H S
No. KTP L e ettt ettt

Jabatan e

Alamat PR

Yang bertindak untuk dan atas nama ............ yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah

berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA,
berupa uang sebesar Rp. .............. (oo, rupiah).

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK
KEDUA berupa uang sebesar Rp .................. (coeemerennenne, rupiah).
Belanja  Hibah sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
dipergunakan  untuk ...........

Sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) ini.

Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk
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PENCAIRAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

(1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran
........... dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.

(2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan
permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
b. Fotokopi Rekening Bank;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

d. KTP sesuai dengan Rekening Bank.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dibayarkan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten
Malang ke Rekening
Bank atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening

(4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK
PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada
Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan
perundang-undangan.

PENGGUNAAN
Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja
Hibah /Proposal.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima
kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan
untuk:

No. Uraian Jumlah

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4

(1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan
Belanja Hibah.
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(2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah
kepada Bupati melalui PD disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan
dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja
Hibah yang ditandatangani Pimpinan lembaga/organisasi.

(4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan
ketentuan spesifik pada masing-masing PD.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 5

(1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan
kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh
PIHAK KEDUA.

(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja
hibah.

(4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

(5) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik
dan ketentuan spesifik pada masing-masing PD.

SANKSI
Pasal 6

Pihak KEDUA yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat
(2)serta Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis,dan/atau penundaan/pembatalan penyaluran hibah, hingga
tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN
Pasal 7

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, lembar pertama dan
lembar kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai
kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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V. FORMAT D

Kepada
Nomor : Yth. Bpk. Bupati Malang
Sifat : di
Lampiran: MALANG

Hal : Laporan Penggunaan
Belanja Hibah/Belanja
Bantuan Sosial

Sehubungan dengan Belanja Hibah/Belanja Bantuan

Sosial Tahun ..... yang telah kami terima sebesar
Rp.oiiiii, yang peruntukannya ...... (sebutkan
peruntukannya), berikut kami sampaikan Laporan

Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial. Adapun
Jumlah Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial yang di
terima sebesar Rp..........ccoooiiinin. dan telah digunakan
sebesar Rp.............. untuk ...l

Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan
Sosial telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan
bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas
penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial, kami
bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh
instansi  pengawasan  fungsional sesuai  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya,kami ucapkan terima kasih.

Penerima Belanja Hibah/Belanja
Bantuan Sosial

(nama jelas)
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FORMAT E

1. KONSOLIDASI LAPORAN

PEMERINTAH DAERAH

REALISASI

ANGGARAN KEUANGAN

No. Uraian PD1 | PD 2 | PPKD | Konsolidasi
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah XXX XXX XXX
4 Pendapatan retribusi XXX XXX XXX
daerah
S Hasil pengelolaan kekayaan XXX XXX XXX
daerah yang dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli XXX XXX XXX
Daerah
8 Dana perimbangan XXX XXX
9 Lain-lain pendapatan yang XXX XXX
sah
10 Jumlah pendapatan XXX XXX XXX XXX
11 Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XXX XXX XXX XXX
12.1 | Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX
12.3 | Bunga XXX XXX
12.4 | Subsidi XXX XXX
12.5 | Hibah XXX XXX
12.6 | Bantuan Sosial XXX XXX
13 Belanja Langsung XXX XXX XXX
Belanja pegawai XXX XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX
1) Hibah barang/jasa yang| =xx XX xx")
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2) Bantuan sosial barang XX XX xX)
yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat
3) Barang/jasa selain hibah XX XX xX")
dan bantuan sosial
Belanja modal XXX XXX XXX
14 Jumlah belanja XXX XXX XXX XXX
15 Surplus/defisit XXX XXX XXX XXX
16 Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiayaan XXX XXX
18 Pengeluaran pembiayaan XXX XXX
19 Pembiayaan neto XXX XXX
20 Sisa lebih pembiayaan XXX XXX
tahun berkenaan ( SILPA )

*) Untuk dilakukan konversi
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2. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN
SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. Uraian Gabungan Uraian Pemda
1 Pendapatan Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah XXX —”| Pendapatan pajak daerah XXX
4 Pendapatan retribusi daerah XXX - Pendapatan retribusi daerah XXX
) Hasil pengelolaan kekayaan — | Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan o ——»| daerah yang dipisahkan o
Lain-lain PAD yang sah XXX — | Lain-lain PAD yang sah XXX
Jumlah Pendapatan Asli XXX —”| Jumlah Pendapatan Asli XXX
Daerah Daerah
8 Dana perimbangan XXX Dana transfer XXX
Lain-lain pendapatan yang sah XXX —| Lain-lain pendapatan yang XXX
sah
10 Jumlah pendapatan XXX Jumlah pendapatan XXX
11 Belanja Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XXX | Belanja Operasi XXX
12.1 Belanja Pegawai XXX T Belanja Pegawai XXX
12.3 Bunga XXX Belanja Barang XXX
12.4 Subsidi XXX =
12.5 Hibah XXX | Bunga XXX
12.6 Bantuan Sosial XXX — Subsidi XXX
13 Belanja Langsung XXX Hibah XXX
Belanja pegawai XXX Bantuan Sosial XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX ——»| Belanja Modal XXX
1)Hibah  barang/jasa  yang XX
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2)Bantuan sosial barang/jasa XX
yang diserahkan  kepada
pihak ketiga/masyarakat
3)Barang/jasa selain 1) dan 2) XX
Belanja modal XXX
14 Jumlah belanja XXX Jumlah belanja XXX
15 Surplus / defisit XXX Surplus / defisit XXX
16 Pembiayaan daerah Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiayaan XXX Penerimaan pembiayaan XXX
18 Pengeluaran pembiayaan XXX Pengeluaran pembiayaan XXX
19 Pembiayaan neto XXX Pembiayaan neto XXX
20 Sisa lebih pembiayaan tahun XXX Sisa lebih pembiayaan tahun | xxx

berkenaan (SILPA)

berkenaan (SILPA)
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VII. FORMAT F

SISTEMATIKA PROPOSAL
BANTUAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

1. Surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Malang
dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, serta
ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kepala/pimpinan
lembaga /organisasi/sebutan lainnya;

Latar belakang;

Maksud dan tujuan;

Profil lembaga/organisasi/sebutan lainnya;

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan;

AR i o

Struktur organiasasi pengurus lembaga/organisasi/sebutan

lainnya;

7. Susunan panitia pembangunan/rehab/perbaikan sarana dan
prasarana lembaga/organisasi/sebutan lainnya;

8. Lampiran-lampiran.
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PROPOSAL
BANTUAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

CONTO PROPOSAL

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Malang

Logo

Lembaga/Organisasi/
Sebutan Lainnya

ALAMAT LEMBAGA/ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA
DESA.....ccccceveinil. KECAMATAN ...........
KABUPATEN MALANG
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KOP SURAT LEMBAGA /ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA

Kepada
Nomor e, )
Lampiran Yth. Bapak Bupati Malang
Perihal : Permohonan Bantuan di

Hibah/Bantuan Belanja Sosial MALANG

COMTOF

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Sehubungan dengan rencana Pembangunan/
Rehabilitasi Gedung (Nama Lembaga/Organisasi/Sebutan
lainnya) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, maka
dari itu kami mengajukan permohonan bantuan hibah
untuk rencana tersebut agar proses belajar mengajar di
(Nama Lembaga/Organisasi/Sebutan lainnya) bisa berjalan
lebih maksimal.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan,
atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA ............. (NAMA LEMBAGA/
ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA)

Mengetahui,

CAMAT ..ot KEPALA DESA
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DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
BANTUAN BELANJA HIBAH/SOSIAL

............................... (LEMBAGA/ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA)
DESA...cciiiiiiiiiiiien, KECAMATAN........ceevvnnnne KAB. MALANG
TAHUN 20.....
HARGA JUMLAH
NO. URAIAN VOLUME
SATUAN HARGA
JUMLAH TOTAL
.................. y eeeeen 20000
Mengetahui:
KEPALA PANITIA PEMBANGUNAN

LEMBAGA/ORGANISASI/SEBUTAN  LEMBAGA/ORGANISASI/

LAINNYA SEBUTAN LAINNYA
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VIII. FORMAT G

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA

) \ - 1. \ [ [
CONT ) '
\ |
J J [1Yr 1
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BANTUAN HIBAH LEMBAGA/ ORGANISASI / SEBUTAN LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 20....
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LEMBAGA/ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA ....cooeiiiiiiiinnnne.
DESA....ccoiiiiiiii KECAMATAN ......cooviiiiiiintn
KABUPATEN MALANG
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KOP SURAT LEMBAGA /ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA

Kepada
Nomor e, Yth. Bapak Bupati Malang
Sifat : Penting di
i
Lampiran : 1 (satu) bendel
MALANG

Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan
Belanja Hibah/Bantuan Belanja
Sosial

COMNTOT

Sehubungan dengan Bantuan Belanja Hibah/Bantuan
Belanja Sosial Tahun Anggaran 20.... yang telah kami terima
sebesar Rp............... (coeememneieneenn, RUPIAH) yang di
gunakan untuk, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung ...........

Berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan
Bantuan Belanja Hibah/Bantuan Belanja Sosial yang

diterima sebesar Rp............... dan telah digunakan sebesar
Rp i Untuk Pembangunan/Rehabilitasi
Gedung ......ccceveviininennnnn.

Laporan Penggunaan Bantuan Belanja Hibah/Bantuan
Belanja Sosial telah disusun sesuai dengan kejadian dan
bukti — bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas
penggunaan Bantuan Belanja Hibah/Bantuan Belanja
Sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan
pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

....................... PR RS 20...

PENERIMA BELANJA HIBAH/
BELANJA BANTUAN SOSIAL
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DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA
BANTUAN BELANJA HIBAH/SOSIAL
..................... (LEMBAGA/ ORGANISASI/SEBUTAN LAINNYA)

DESA.....ccooiiiiiiiiiinn, KECAMATAN.....cccoviiiiiiiennn. KAB. MALANG
TAHUN 20.....
JUMLAH
NO. URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN
HARGA
JUMLAH TOTAL
.................. 21 0 T

MENGETAHUI

KEPALA LEMBAGA/ORGANISASI/
SEBUTAN LAINNYA

PANITIA PEMBANGUNAN
LEMBAGA /ORGANISASI/
SEBUTAN LAINNYA
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Nota dari toko Nota dari toko

Foto/Dokumentasi Foto/Dokumentasi

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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